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Pemerintahan Jurusan Ilmu Politik Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial 
dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, menyusun skripsi dengan judul : 
“ANALISIS PELAYANAN PERIZINAN DI KABUPATEN PINRANG” di 
bawah bimbingan Prof. Dr. H. Juanda Nawawi, M.Si dan Drs. Abdul 
Salam Muchtar. 
 
 Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem 
pelayanan perizinan di Kabupaten Pinrang yang di selenggarakan oleh 
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten 
Pinrang, serta perilaku aparat pelaksana pelayanan perizinan dalam 
melayani mayarakat Kabupaten Pinrang yang membutuhkan jasa 
pelayanan perizinan. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan dasar 
penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi 
visual, yaitu pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan 
langsung terhadap objek yang diteliti, wawancara dimana peneliti 
mengadakan tanya jawab langsung dengan informan sehubungan dengan 
masalah yang diteliti dan studi kepustakaan dengan membaca buku, 
majalah, surat kabar, dokumen-dokumen, undang-undang dan media 
informasi lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, serta 
ditunjang oleh data sekunder.  
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pelayanan 
perizinan yang diterapkan telah berjalan dengan baik, terlihat dari respon 
positif aparat pelaksana pelayanan perizinan dan masyarakat terhadap 
berbagai aturan hukum yang jelas dan sistematis, syarat pelayanan 
perizinan yang lebih mudah, mekanisme pelayanan perizinan yang lebih 
sederhana, adanya kepastian waktu untuk setiap proses pelayanan 
perizinan, serta dengan tidak adanya biaya yang ditetapkan untuk jasa 
pelayanan perizinan yang diberikan. Berbanding lurus dengan perilaku 
aparat pelayanan perizinan yang memiliki kedisiplinan tinggi terhadap 
setiap aturan dan bertanggung jawab atas kewajibanya, serta dapat 
memberikan sikap yang ramah dan sopan bagi setiap masyarakat yang 
membutuhkan. Adapun faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan 
pelayanan perizinan di Kabupaten Pinrang yaitu 1) kebijakan Pemerintah, 
2) kualitas sumber daya manusia, dan 3) partisipasi masyarakat. 
Sedangkan faktor-faktor yang menghambat pelayanan perizinan di 
Kabupaten Pinrang mencakup 1) perbedaan persepsi antara 
penyelenggara pelayanan perizinan dengan dinas-dinas terkait, 2) 






Sufriyadi S, Id number E121 08 296 Government  Science Program, 
Political Governance Departement, Faculty of Social and Political science, 
writing thesis with the title “Analysis of Licensing Service in Pinrang 
Regency”, ( Adviser I, Prof. Dr.H.JuandaNawawi,M.Si and Adviser II, 
Drs. Salam Muchtar). 
The aim of this thesis to analyze how the system of licensing 
service in Pinrang Regency that organized by Badan Pelayanan Perizinan 
Terpadudan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang and performance of 
apparatuss of Licensing service in serving societies in Pinrang that need 
maximal licensing service. The type of this research was descriptive type 
with case study as basic of research. Technique of data collecting used 
visual observation that is collecting of data by conductingdirect 
observation to the object with interviewing informants about the main 
problem. Study of literature by reading books,magazine, newspaper, 
documents, legislation and other information that relevant with the object 
of research and supported by secondary data. 
The result of research showed that system of licensing service has 
been applied well. It can be analyzed by positive response apparatuss of 
licensing service and societies to all systematic and clear law. 
Requirements of licensing service are made easier, mechanism of 
licensing service is simple, certain time for each process licensing service 
and without  cost of service. In spite of it, all apparatus have high discipline 
to the rule, responsible with their obligation and also friendly to societies. 
Factors that support implementation licensing service in Pinrang Regency 
include 1) Government’s Policy 2) Quality of Human Resources 3) 
Participation of Societies. Factors that impede licensing service in Pinrang 
Regency include 1) Difference of perception between apparatus of 
licensing service with relevant government office 2) Quantity apparatus of 
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1.1 Latar Belakang 
Tuntutan reformasi yang bergulir sejak tahun 1997 menuntut 
pemerintah untuk kembali memahami arti pentingnya suatu layanan yang 
stepat dan benar kepada masyarakat. Berdasarkan amanat Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara 
berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk 
memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan 
publik, sehingga membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan 
publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan 
kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan 
seluruh warga negara dan penduduk tentang pelayanan publik efektif.  
Pada hakekatnya Pemerintah adalah “pelayan” terhadap 
masyarakat, oleh karenanya birokrasi publik berkewajiban dan 
bertanggung jawab untuk memberikan layanan baik dan profesional. 
Pelayanan publik (public services) oleh birokrasi publik merupakan salah 
satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat di 
samping sebagai abdi negara dengan maksud untuk mensejahterakan 
masyarakat. Dengan memahami konsep ini, seharusnya pemerintah harus 
lebih mampu merespon kebutuhan masayarakat sebagai penerima 
layanan. 
“Suatu negara dapat digolongkan sebagai negara sejahtera 
manakala telah memenuhi empat pilar utama, yaitu: social citizenship, full 
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democrasy, modern industrial relation system, dan right to education and 
the expansion of modern mass education system” (Luthfi J. Kurniawan, 
2007: Wajah Buram Pelayanan Publik)  
Empat pilar yang dimaksud adalah kewarganegaraan sosial, 
demokrasi secara menyeluruh, sistem perindustrian yang modern, hak 
atas pendidikan dan perluasan sistem pendidikan masyarakat modern. 
Empat pilar tersebut akan berjalan dengan baik hanya jika diikuti oleh 
kebijakan sosial yang mampu melindungi hak-hak sosial rakyatnya, bukan 
hanya menyangkut distribusi kesejahteraan oleh negara untuk rakyatnya, 
tetapi jauh lebih penting dari hal itu adalah untuk membangun relasi sosial 
dalam bermasyarakat dan berbangsa. 
Pelayanan publik pada dasarnya harus difokuskan pada 
pemenuhan kebutuhan masyarakat baik secara kualitas maupun 
kuantitas. Pemerintah yang berperan sebagai penyelenggara pelayanan 
perlu meningkatkan kualitas pelayanan dengan mengutamakan kebutuhan 
masyarakat sebagai pengguna. Hal ini sangatlah penting mengingat 
kepuasan masyarakat merupakan tolak ukur dari keberhasilan pelayanan 
publik yang diberikan oleh organisasi publik. 
Pelayanan publik menjadi isu kebijakan yang semakin strategis 
karena perbaikan pelayanan publik di Indonesia cenderung “berjalan di 
tempat” sedangkan implikasinya sangatlah luas dalam kehidupan 
ekonomi, politik, sosial budaya dan lain-lain. Dalam kehidupan ekonomi, 
perbaikan pelayanan publik dapat memperbaiki iklim investasi yang 
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sangat diperlukan bangsa ini agar bisa segera keluar dari krisis ekonomi 
yang berkepanjangan. Buruknya pelayanan publik di Indonesia sering 
menjadi variabel yang dominan mempengaruhi penurunan investasi yang 
berakibat pada pemutusan hubungan kerja. Sayangnya, perbaikan-
perbaikan pelayanan publik yang dilakukan tidaklah berjalan linier dengan 
reformasi yang dilakukan dalam berbagai sektor sehingga pertumbuhan 
ekonomi yang diharapkan dapat menolong bangsa ini keluar dari berbagai 
krisis ekonomi belum terwujud, padahal pelayanan publik sering menjadi 
tolak ukur keberhasilan pemerintah. 
Good Governance is Least Governance (Pemerintah yang baik 
adalah yang makin kurang campur tangannya) seakan-akan menjadi 
ungkapan tanpa realisasi di Indonesia yang tampak pada proses 
pelaksanaan yang tidak sesuai dengan komitmen. Kondisi ini jugalah yang 
terjadi dalam proses pelayanan publik yang selalu saja masih jauh dari 
harapan bersama. Persepsi yang kemudian muncul dalam masyarakat 
terhadap pelayanan publik yaitu tidak berstandar, ketidakpastian waktu, 
tidak transparan, ditutup-tutupi, berbelit-belit, malah dipersulit, kurang 
responsif, tidak praktis, terpencar dimana-mana, kurang efisien, kurang 
informatif, kurang akomodatif, pembiayaan yang tidak sesuai dengan 
prosedur yang telah ditetapkan. Kepercayaan masyarakat pun lambat laun 
terus semakin berkurang akibat isu korupsi, kolusi dan nepotisme 
terhembus kencang. Realita yang demikian ini memerlukan kepedulian 
dari kalangan aparatur, sehingga dalam memberikan layanan kepada 
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masyarakat benar-benar prima. Pelayanan prima ini pada gilirannya akan 
mendapatkan pengakuan atas kualitas pelayanan yang datang dari 
masyarakat. 
Layanan publik berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman 
penyelenggaraan Pelayanan, seharusnya merupakan pemberian layanan 
prima kepada masyarakat sebagai bentuk kewajiban aparatur pemerintah 
kepada masyarakat dengan berlandaskan pada azas transparansi, 
akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak serta keseimbangan 
hak dan kewajiban. Dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 
2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Instruksi Presiden 
Nomor 3 tahun 2006  tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi, 
secara langsung maupun tidak langsung bertujuan untuk mencapai 
layanan publik yang prima kepada masyarakat. Salah satu benang merah 
yang ingin dicapai dari dua kebijakan tersebut, yaitu meningkatkan 
kualitas pelayanan publik baik dalam bentuk jasa maupun perizinan 
melalui  mekanisme yang transparan berdasarkan standar yang telah 
ditetapkan. 
Pemerintah wajib melindungi warga negaranya dan memastikan 
bahwa mereka mendapatkan pelayanan yang layak.dan professional 
sehingga dewasa ini menjadi tugas Pemerintah Pusat maupun 
Pemerintah Daerah adalah bagaimana memberikan pelayanan publik 
yang mampu memuaskan masyarakat. Adanya implementasi kebijakan 
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desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia yang tertuang dalam 
Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa 
Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab, kewenangan dan 
menentukan standar pelayanan minimal, hal ini mengakibatkan setiap 
Daerah (Kotamadya/Kabupaten) di Indonesia harus melakukan pelayanan 
publik sebaik-baiknya. 
Kondisi masyarakat yang mengalami perkembangan dinamis, 
tingkat kehidupan dan pendidikan masyarakat yang semakin baik 
mengakibatkan masyarakat semakin sadar akan apa yang menjadi hak 
dan kewajibannya sebagai warga Negara dalam hidup bermasyarakat, 
mengajukan tuntutan, keinginan dan aspirasinya kepada pemerintah. 
Masyarakat semakin kritis dalam melakukan kontrol terhadap 
penyelenggaraan Pemerintahan. Kenyataan yang ada mengisyaratkan hal 
yang kurang melegakan, hal tersebut terkait dengan kepuasan 
masyarakat yang belum terpenuhi dengan kata lain pelayanan yang 
diberikan selama ini masih belum memenuhi harapan pelanggan atau 
masyarakat, bahkan seringkali terjadi mal-pelayanan, dimana masih 
banyak dirasakan kelemahan-kelemahan yang berdampak sering 
merugikan masyarakat. 
Sebagai penyempurnaan Undang-undang No 32 tahun 2004 yang 
mengisyaratkan adanya prinsip pemberian otonomi yang luas, nyata, dan 
bertanggung jawab, UU Nomor 12 Tahun 2008 menyatakan bahwa salah 
satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah 
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pelayanan, baik itu pelayanan pertanahan, pelayanan kependudukan dan 
catatan sipil, pelayanan administrasi umum dan pemerintahan, dan 
pelayanan administrasi penanaman modal. 
Hal ini berarti undang-undang tersebut menunjuk kepada 
manajemen pemerintahan yang bertumpu pada nilai demokrasi, 
pemberdayaan, dan pelayanan. Bentuknya adalah keleluasaan dalam 
mengambil keputusan yang terbaik dalam batas-batas kewenangannya 
agar seluruh kompetensi yang dimiliki selalu berkembang dalam 
mendukung kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. 
Beberapa pertimbangan mengapa pelayanan publik (khususnya 
dibidang perizinan dan non perizinan) menjadi strategis, dan menjadi 
prioritas sebagai kunci masuk untuk melaksanakan pemerintahan yang 
baik di Indonesia karena dewasa ini penyelenggaraan pelayanan publik 
sangat buruk dan signifikan dengan buruknya penyelenggaraan Good 
Governance. Dampak pelayanan publik yang buruk sangat dirasakan oleh 
warga dan masyarakat luas, sehingga menimbulkan ketidakpuasan dan 
ketidakpercayaan terhadap kinerja pelayanan pemerintah. Masalah utama 
dalam bidang pelayanan perizinan sendiri di antaranya, waktu pengurusan 
izin relatif lama karena proses yang berbelit dan menyangkut banyak 
lembaga teknis, biaya yang relatif tinggi karena proses yang panjang dan 
tidak transparan sehingga terbuka peluang untuk terjadinya pungutan liar, 
dan tidak ada kejelasan baik biaya maupun waktu penyelesaian. 
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Konsep untuk memunculkan pelayanan yang baik kepada 
masyarakat kemudian disadari betul oleh Pemerintah, hal ini tampak dari 
lahirnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang 
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang 
mendorong sejumlah Pemerintah Daerah membangun Pusat Pelayanan 
Perizinan Satu Pintu yang kemudian disebut UPT (Unit Pelayanan 
Terpadu). Demikian halnya dengan Pemerintah Daerah Kabupaten 
Pinrang, kewajiban untuk harus memenuhi kebutuhan masyarakat untuk 
mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima 
secara terus menerus dan berkesinambungan juga dihadapkan kepada 
ketidaksiapan petugas dalam memberikan tatanan pelayanan yang 
sesuai, azas, prinsip, tujuan pelayanan yang baik kepada publik, 
disamping itu, Kabupaten Pinrang merupakan daerah dengan begitu 
banyak potensi alam namun di sisi lain masih belum di kelola secara 
maksimal. Oleh karenanya Pemerintah Kabupaten Pinrang membentuk 
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM) 
yang berdiri dalam lingkup Pusat Pelayanan Publik Kabupaten Pinrang 
untuk memenuhi kebutuhan daerah dan menjalankan kewajiban yang 
tertuang dalam peraturan yang mengatur tentang penyelenggaraan 
pelayanan terpadu satu pintu, dengan harapan keberadaannya mampu 
memotivasi dan mendorong masyarakat lokal maupun luar untuk turut 
serta memaksimalkan potensi yang di miliki Kabupaten Pinrang. 
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Globalisasi dan pertumbuhan penduduk yang semakin pesat juga 
turut mendorong perubahan dinamika kemasyarakatan, baik itu sosial, 
ekonomi dan pola pikir masyarakat, yang juga terjadi pada masyarakat 
Kabupaten Pinrang. Dari segi sosial, terus berkembangnya pemukiman 
padat penduduk diakibatkan imigrasi penduduk, pola pikir masyarakat 
yang semakin modern. Dari segi ekonomi berkembangnya perekonomian 
masyarakat lebih ke arah industrialisasi, mendorong berdirinya berbagai 
macam usaha mikro, kecil dan menengah, ataupun berbagai macam 
pabrik. Fenomena-fenomena inilah yang kemudian meningkatkan tuntutan 
kepada pemerintah untuk betul-betul mampu menciptakan pelayanan 
yang mampu berjalan sinergis dengan perkembangan di masyarakat. 
Keberadaan Badan ini kemudian memberikan harapan panjang 
kepada masyarakat untuk lebih mampu memberikan pelayanan yang lebih 
efektif dan efisien baik dari segi waktu, tenaga maupun biaya, di sisi lain 
diharapkan dapat menarik insentif dalam menarik investor untuk 
melakukan kegiatan usaha atas dasar sistem kelembagaan yang 
akuntabel. Selain itu, juga dapat memberikan pelayanan kepada seluruh 
komponen masyarakat secara adil dan merata tanpa memandang status 
dan golongan. Maka dari itu kemudian penulis merasa tertarik untuk 






1.2 Rumusan Masalah 
1. Bagaimana sistem pelayanan perizinan di Badan Pelayanan 
Perizinan Terpadu dan Penannaman Modal (BP2TPM) di 
Kabupaten Pinrang? 
2. Bagaimana perilaku aparat pelaksana pelayanan perizinan di 
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 
(BP2TPM) di Kabupaten Pinrang? 
3. Apa faktor-faktor yang mendukung dan menghambat 
pelaksanaan pelayanan perizinan terpadu di Kabupaten 
Pinrang? 
1.3 Tujuan Penelitian 
Mengacu pada rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian 
ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui dan menganalisis sistem pelayanan 
perizinan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal (BP2TPM) di Kabupaten Pinrang. 
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perilaku aparat pelaksana 
pelayanan perizinan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 
dan Penanaman Modall (BP2TPM) di Kabupaten Pinrang. 
3. Untuk memahami dan mengidentifikasi faktor-faktor apa yang 
mendukung dan menghambat pelaksanaan pelayanan perizinan 
di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 




1.4 Manfaat Penelitian  
Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Manfaat Teoritis, sebagai bahan kemajuan ilmu, khususnya kajian 
Ilmu Pemerintahan yang berkaitan dengan pengawasan 
pemerintah terhadap pendidikan di Indonesia dalam memberikan 
kontribusi sebagai pengembangan ilmu pemerintahan. 
b. Manfaat Praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 
menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah untuk meningkatkan 
kualitas pelayanan khususnya di Badan Pelayanan Perizinan 
Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM) Kabupaten Pinrang. 
1.5 Kerangka Konseptual 
Dalam penelitian ini, untuk lebih jelasnya tercantum dalam 
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Di terbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 
2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
merupakan bagian dari upaya mencapai kualitas pelayanan publik dan 
memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh 
layanan publik. Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu 
merupakan kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang 
proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai ke tahap 
terbitnya dokumen yang di lakukan pada satu tempat. Berdasarkan 
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan 
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 1 
ayat 9: 
“Sistem pelayanan terpadu merupakan satu kesatuan pengelolaan 
dalam pemberian pelayanan yang dilaksanakan dalam satu tempat 
dan dikontrol oleh sistem pengendalian manajemen guna 
mempermudah, mempercepat, dan mengurangi biaya”. 
  
Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 24 Tahun 
2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan 
Terpadu Dan Penanaman Modal, Bupati Pinrang mendelegasikan 
wewenang pelayanan perizinan usaha dan non-usaha kepada Badan 
Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal (BP2TPM) untuk 
perbaikan sistem pelayanan dan dalam rangka memberikan pelayanan 
yang prima kepada masyarakat yang lebih mudah, efisien dan efektif, 
terpadu, tepat waktu dan berkualitas.  
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Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal 
Kabupaten Pinrang berdiri dalam lingkungan Pusat Pelayanan Publik 
Kabupaten Pinrang. Badan ini merupakan unsur pendukung tugas Bupati 
Kabupaten Pinrang bidang Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal, 
dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Bupati Pinrang melalui Sekretaris daerah. 
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 
Kabupaten Pinrang dengan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah 
Kabupaten Pinrang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Organisasi Dan Tata 
Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 
Kabupaten Pinrang. 
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 24 
tahun 2011 Tugas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman 
Modal Kabupaten Pinrang adalah melaksanakan koordinasi kebijakan 
daerah dan pelayanan di bidang perizinan usaha dan perizinan non usaha 
secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan 
simplikasi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati 
melalui Sekretaris Daerah. Dalam menjalankan tugas pokoknya di atas, 
BP2TPM menyelenggarakan fungsi: 
a. pelaksanaan penyusunan program Badan; 
b. pelaksanaan pembinaan pelayanan administrasi umum di 
bidang perencanaan umum, ketatausahaan, kepegawaian,  
kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, dan keuangan. 
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c. penyelenggaraan PPTSP di bidang perizinan usaha dan 
perizinan non usaha; 
d. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan usaha dan 
perizinan non usaha;  
e. pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan usaha dan 
perizinan non usaha; 
f. pelaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan daerah di 
bidang penanaman modal;  
g. pengkajian dan pengusulan kebijakan pelayanan penanaman 
modal di daerah ; 
h. pemberian insentif daerah dan/atau kemudahan penanaman 
modal di daerah; 
i. pembuatan peta penanaman modal di daerah ; 
j. pengembangan peluang dan potensi penanaman modal asing di 
daerah dengan memberdayakan badan usaha; 
k. pelaksanaan promosi penanaman modal di daerah; 
l. pengembangan sektor usaha penanaman modal di daerah; 
m. pembantuan penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi 
permasalahan yang dihadapi penanaman modal  dalam 
menjalankan kegiatan penanaman modal asing di daerah; 
n. pelaksanaan PTSP-PM yang menjadi kewenangan pemerintah 
daerah dan kewenangan Pemerintah yang diberikan kepada 
pemerintah daerah berdasarkan hak subsitusi; 
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o. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi,  pelaporan dan 
pengembangan sistem informasi; 
p. pelaksanaan pengendalian dan koordinasi pengaduan 
pelayanan perizinan dan penanaman modal  di daerah 
Pelayanan publik menjadi suatu tolak ukur kinerja pemerintah yang 
paling kasat mata. Masyarakat dapat langsung menilai kinerja pemerintah 
berdasarkan layanan publik yang diterima dari pemerintah sebagai 
penyelenggara layanan, karena pelayanan publik menjadi kepentingan 
banyak orang dan dampaknya langsung dirasakan masyarakat dari 
semua kalangan, dimana keberhasilan dalam membangun kinerja 
pelayanan publik secara profesional, efektif, efisien dan akuntabel akan 
lebih mengangkat citra positif bagi sebuah pemerintahan. 
Proses penyelenggaraan pelayanan perizinan di Badan Pelayanan 
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang dapat 
dilihat dari sistem pelayanan perizinan yang berjalan, dan juga perilaku 
aparat pelaksana pelayanan perizinan, serta tentunya tanpa 
mengesampingkan pendapat masyarakat Kabupaten Pinrang yang telah 
memperoleh layanan dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal Kabupaten Pinrang. Peran serta Masyarakat dalam 
penyelenggaraan Pelayanan Publik diperlukan untuk menjamin Pelayanan 
Publik dilaksanakan secara transparan dan akuntabel serta sesuai dengan 
kebutuhan dan harapan Masyarakat.  Dalam penyelenggaraan pelayanan 
perizinan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 
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Kabupaten Pinrang tentu ada faktor-faktor yang mendukung atau pun 
menghambat proses pelayanan perizinan yang berjalan. 
1.6 Metode Penelitian 
Dalam menulis penelitian ini penulis menggunakan metode dan 
teknik penelitian sebagai berikut : 
1.6.1 Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Pinrang yaitu di Badan 
Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM) 
Kabupaten Pinrang. 
1.6.2 Dasar dan Tipe Penelitian 
1. Tipe Penelitian 
Tipe penelitian yang digunakan yakni deskriptif, yaitu suatu 
penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran serta memahami 
dan menjelaskan bagaimana pelaksanaan perizinan di Badan Pelayanan 
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal di Kabupaten Pinrang dengan 
mendasarkan pada hasil observasi, wawancara, dokumentasi dan studi 
kepustakaan. 
2. Dasar Penelitian 
Dasar penelitian ini adalah studi kasus yang memfokuskan 
masalah pada pengurusan dokumen perizinan untuk Izin Mendirikan 
Bangunan (IMB) dan Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di Badan Pelayanan 




1.6.3 Sumber Data 
a. Data Primer, data yang di peroleh dari: 
- Hasil observasi visual, dilakukan untuk mengetahui 
bagaimana kondisi keberadaan Badan Pelayanan Perizinan 
Terpadu dan Penanaman Modal kabupaten Pinrang. 
- Hasil wawancara, dilakukan pada responden dari sisi 
pengambil keputusan (kepala badan), pelaksana kegiatan, 
dan pengguna layanan (masyarakat) sesuai dengan 
kebutuhan penelitian. Tujuan akhir yang ingin dicapai adalah 
memperoleh, menganalisis efektivitas dari keberadaan 
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 
Kabupaten Pinrang. 
b. Data Sekunder, data yang di peroleh dari dokumen-dokumen, 
catatan-catatan, laporan-laporan, maupun arsip-arsip resmi 
yang di peroleh dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal (BP2TPM) atau instansi terkait.  
1.6.4 Teknik Pengumpulan Data 
a. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan 
pengamatan langsung terhadap objek penelitian. 
b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti 
secara langsung mengadakan tanya jawab dengan narasumber. 
c. Studi kepustakaan (library research), yaitu dengan membaca 
buku, majalah, surat kabar, dokumen-dokumen, undang-undang 
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dan media informasi lain yang ada hubungannya dengan 
masalah yang diteliti. 
1.6.5 Informan Penelitian 
Informan adalah orang-orang yang betul-betul paham atau pelaku 
yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan dalam 
penelitian ini di pilih karena paling banyak mengetahui atau terlibat 
langsung dalam proses pelaksanaan perizinan diBadan Pelayanan 
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM) Kabupaten Pinrang.  
Pemilihan informan dalam penelitian ini dengan cara purposive 
sampling. Yaitu, teknik penarikan sample secara subjektif dengan maksud 
atau tujuan tertentu, yang mana menganggap bahwa informan yang 
diambil tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian yang 
akan dilakukan. 
Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah: 
 Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman 
Modal (BP2TPM) Kabupaten Pinrang. 
 4 orang pegawai Badan Pelayanan Perrizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal Kabupaten Pinrang. 
 10 orang dari masyarakat Kabupaten Pinrang yang pernah 
melakukakan proses permohonan perizinan Izin Mendirikan 
Bangunan (IMB) dan atau Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di 
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 
(BP2TPM) Kabupaten Pinrang. 
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1.7 Analisis Data 
Data yang terkumpul akan dianalisa secara deskriptif kualitatif, 
yaitu dengan menguraikan dan menjelaskan hasil-hasil penelitian dalam 
bentuk kata-kata lisan maupun tertulis dari sejumlah data kualitatif. 
Dimana data yang diperoleh dalam penelitian ini dinyatakan dalam bentuk 
pertanyaan-pertanyaan, tanggapan-tanggapan, serta tafsiran yang 
diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan studi kepustakaan, untuk 
memperjelas gambaran hasil penelitian. 
1.8 Defenisi Operasional 
Untuk lebih mengarahkan penelitian maka perlu mengembangkan 
defenisi operasional sebagai berikut : 
1. Pelayanan perizinan yang dimaksud dalam hal ini pelayanan 
terpadu satu pintu yang diselenggarakan oleh Badan Pelayanan 
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM) 
Kabupaten Pinrang. 
2. Perizinan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu perizinan 
yang dilimpahkan oleh Bupati Pinrang kepada Badan Pelayanan 
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal, meliputi izin usaha 
sebanyak 44 dan izin non-usaha sebanyak 32. Dari 77 jenis 
perizinan  peneliti memilih  dua jenis perizinan untuk di teliti 
yaitu: 




b) Perizinan non usaha yaitu izin mendirikan bangunan 
(IMB). 
Kedua jenis perizinan ini dipilih dengan alasan jumlah 
penerbitannya paling tinggi di antara perizinan yang lain. 
3. Sistem pelayanan perizinan yang dimaksud dalam penelitian ini 
yaitu penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu, yang 
merupakan satu kesatuan proses pengelolaan pelayanan 
terhadap beberapa jenis pelayanan yang dilakukan secara 
terintegrasi dalam satu tempat baik secara fisik maupun virtual 
sesuai dengan Standar Pelayanan. Dalam penelitian ini di 
operasionalkan melalui standar pelayanan yang telah ditetapkan 
yang telah di tetapkan, diantaranya : 
a. Dasar hukum, yaitu aturan-aturan atau regulasi yang 
mengatur pelaksanaan pelayanan perizinan di Badan 
Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 
(BP2TPM) Kabupaten Pinrang. 
b. Syarat, yaitu ketentuan-ketentuan yang di tetapkan oleh 
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanman 
Modal (BP2TPM) Kabupaten Pinrang kepada masyarakat 




c. Mekanisme, yaitu pembagian tugas dan alur/prosedur 
yang di tetapkan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 
dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang. 
d. Waktu, yaitu jangka waktu yang telah ditetapkan untuk 
menyelesaikan perizinan dimulai dari pendaftaran, 
sampai dengan selesainya suatu proses pelayanan di 
Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal 
Kabupaten Pinrang. 
e. Biaya, yaitu besaran biaya administrasi pelayanan yang 
telah ditetapkan, sebagai imbalan atas jasa pelayanan 
perizinan yang dilakukan oleh Badan Pelayanan 
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten 
Pinrang. 
4. Perilaku aparat, yaitu sikap yang di tunjukkan aparat Badan 
Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 
(BP2TPM) Kabupaten Pinrang dalam melayani masyarakat 
yang mengajukan permohonan perizinan. Beberapa indikator 
yang dapat di jadikan tolak ukur yaitu: 
a. Kedisiplinan dan tanggung jawab aparat pelaksana 
pelayanan perizinan, berkaitan dengan kesadaran 




b. Keramahan dan kesopanan aparat pelaksana 
pelayanan perizinan, berkaitan dengan sikap, 
penampilan dan tutur kata aparat dalam melayani 
masyarakat yang membutuhkan. 
5. Persepsi masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini 
yaitu pandangan dan atau penilaian masyarakat Kabupaten 
Pinrang yang telah mengurus perizinan di Badan Pelayanan 
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten 
Pinrang. 
6. Faktor-faktor pendukung, yaitu faktor-faktor yang dapat 
mendukung kelancaran proses pelayanan perizinan di 
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 
Kabupaten Pinrang. 
7. Faktor-faktor penghambat, yaitu faktor-faktor yang dapat 
menghambat proses pelayanan perizinan di Badan 
















   BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
Tinjauan pustaka merupakan panduan penulisan dalam aspek 
konseptual - teoritis. Pada bagian ini akan dipaparkan berbagai konsep 
teori yang dijadikan sebagai alat analisis terhadap masalah yang diangkat 
dalam skripsi ini. 
2.1 Defenisi Pelayanan 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa 
pelayanan sebagai usaha untuk melayani kebutuhan orang lain. 
Sedangkan melayani adalah membantu menyiapkan (mengurus) apa 
yang diperlukan seseorang. 
Pelayanan pada dasarnya adalah cara melayani, membantu, 
menyikapi, mengurus, menyelesaikan keperluan kebutuhan seseorang 
atau sekelompok orang, danmenyangkut pemenuhan suatu hak. 
Menurut Kotler dalam Sampara Lukman, Pelayanan adalah setiap 
kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan 
menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk 
secara fisik. (Kotler dalam Lukman, 2000:8). 
Menurut Gonross (Ratminto dan Winarsih, 2005:2): 
“Pelayanan adalah suatu aktifitas yang bersifat tidak kasat mata 
(tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi 
antar konsumen dan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan 
oleh perusahaan pemberi layanan yang dimaksudkan untuk 




Pengertian yang lebih luas lagi di sampaikan oleh Sarlito Wirawaiz 
(1982: 27) bahwa, pelayanan pada hakikatnya adalah serangkaian 
kegiatan, karenanya itu merupakan serangkaian proses. Sebagai proses, 
pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi 
seluruh kehidupan orang dalam masyarakat. 
Lebih tegas lagi H.A.S Moenir (1982: 12) mengemukakan 
pandangannya mengenai pengertian pelayanan, yaitu pelayanan adalah 
setiap kegiatan yang di lakukan oleh pihak lain yang ditujukan guna 
memenuhi kepentingan orang banyak. Pelayanan ini sifatnya tidak selalu 
kolektif, sebab melayani kepentingan perorangan asal kepentingan itu 
masih termasuk dalam rangka pemenuhan hak dan kebutuhan bersama 
telah diatur, termasuk dalam pengertian pelayanan. 
Lebih lanjut H.A.S Moenir menyatakan bahwa timbulnya pelayanan 
kepada seseorang karena ada faktor penyebab yang bersifat mendasar. 
Faktor yang dimaksud yaitu: 
1. Adanya rasa cinta dan kasih sayang, manusia di ciptakan 
lengkap dengan perasaan saling mencintai, saling mengasihi, 
dan saling menyayangi. Perasaan inilah yang menyebabkan 
orang rela berkorban demi orang lain. 
2. Adanya keyakinan untuk saling tolong-menolong sesamanya, 
tolong-menolong sesamanya dalam segala dimensinya juga 
menyertai kehidupan manusia di dunia sehingga ia tidak dapat 
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memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain. Hal 
ini merupakan salah satu bentuk pelayanan. 
3. Adanya keyakinan bahwa berbuat baik kepada orang lain 
adalah bentuk amal saleh, salah satu ciri khusus yang 
membedakan manusia dengan makhluk lainnya di dunia ini 
adalah adanya sifat untuk berbuat baik terhadap sesamanya. 
Hal ini merupakan bentuk lain dari pelayanan. 
Ketiga faktor ideal tersebut menimbulkan pelayanan kepada setiap 
manusia di sekitar atau di lingkungannya. Sedangkan faktor lain yang 
menyebabkan timbulnya pelayanan adalah faktor material yang lebih 
menekankan pada aktifitas layanan organisasi, dimana dalam hal ini 
melayani keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan 
pada organisasi itu sesuai yang ditetapkan dalam organisasi tersebut. 
Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia berusaha baik 
melalui aktifitas sendiri maupun aktifitas orang lain secara tidak langsung. 
Terjadinya aktifitas dari orang lain adalah suatu proses pelayanan yang 
melibatkan dua unsur atau kelompok orang yang saling membutuhkan. 
Untuk terjadinya proses pelayanan yang lebih berkualitas sebelumnya 
terdapat kesepakatan dan aturan main yang dijadikan acuan dalam 
melakukan pelayanan. 
2.2 Pelayanan Publik 
Dari penjelasan mengenai timbulnya pelayanan, dan pelayanan 
sebagai proses maka selanjutnya akan di terangkan mengenai pengertian 
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pelayanan publik dari berbagai ahli. Pelayanan ialah proses pemenuhan 
kebutuhan yang langsung melalui aktifitas orang lain. Proses dalam 
pengertian ini terbatas pada kegiatan manajemen dalam rangka tujuan 
organisasi, jadi pelayanan di sini adalah pelayanan dalam rangkaian 
organisasi manajemen. 
Publik berasal dari bahasa inggris public yang berarti umum, 
masyarakat, atau orang banyak. Frederickson (1997:46) menjelaskan 
konsep publik dalam lima perspektif, yaitu: (1) Publik sebagai kelompok 
kepentingan, yaitu publik dilihat sebagai manifestasi dari interaksi 
kelompok yang melahirkan kepentingan masyarakat, (2) Publik sebagai 
pemilih yang rasional, yaitu masyarakat terdiri atas individu-individu yang 
berusaha memenuhi kebutuhan dan kepentingan sendiri, (3) Publik 
sebagai perwakilan kepentingan masyarakat, yaitu kepentingan publik 
diwakili melalui suara, (4) Publik sebagai konsumen, yaitu konsumen yang 
sebenarnya tidak terdiri dari individu-individu yang tidak berhubungan satu 
sama lain, namun dalam jumlah yang cukup besar mereka menimbulkan 
tuntutan pelayanan birokrasi, karena itu posisinya juga dianggap sebagai 
publik, dan (5) Publik sebagai warga Negara, yaitu warga Negara 
dianggap sebagai publik karena partisipasi masyarakat dalam seluruh 
proses penyelenggaraan pemerintahan dipandang sebagai sesuatu yang 
paling penting. 
Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan 




“Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam 
rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas 
barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang dielenggarakan 
oleh penyelenggara pelayanan publik”. 
 
Inu dan kawan-kawan dalam Sinambela, mendefinisikan publik 
adalah sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berpikir, perasaan, 
harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai 
norma yang merasa memiliki. (Inu dalam Sinambela, 2006:5). 
S. Pramudji (2003: 46) memberikan pengertian pelayanan publik 
adalah berbagai kegiatan yang bertujuan memenuhi kebutuhan 
masyarakat akan barang dan jasa. 
Menurut John Wilson yang dikutip oleh Hanif Nurcholis 
mengemukkan bahwa  pelayanan Publik berhubungan dengan pelayanan 
yang masuk kategori sektor publik, bukan sektor privat. Pelayanan 
tersebut dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan 
BUMN atau BUMD. Ketiga komponen yang menangani sektor publik 
tersebut menyediakan layanan publik, seperti kesehatan, pendidikan, 
keamanan dan ketertiban, bantuan sosial, dan penyiaran. (Nurcholis, 
2005:175) 
Defenisi pelayanan publik untuk kegiatan operasional masih 
didasarkan pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor 63/KEP/M.PAN/7.2003, yaitu: 
“Segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi 
Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di Lingkungan Badan Usaha 
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Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk barang 
dan atau jasa, baik dalam rangka pemenuhan kebutuhan 
masyarakat, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan 
perundang-undangan”. 
 
Sedangkan lebih lanjut Departemen Dalam Negeri (2004) 
menyebutkan “pelayanan publik adalah pelayanan umum”, kemudian 
mendefenisikan “pelayanan umum sebagai suatu proses bantuan kepada 
orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan 
hubungan interpersonal tercipta kepuasan dan keberhasilan. Setiap 
pelayanan menghasilkan produk, baik berupa barang dan jasa”. 
Menurut UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 
 
“Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam 
rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas 
barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang 
diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik”. 
 
Terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik yaitu : 
1) Pertama adalah organisasi pemberi (penyelenggara) pelayanan 
yaitu Pemerintah Daerah; 
2) Unsur kedua adalah penerima layanan (pelanggan) yaitu orang 
atau masyarakat atau organisasi yang berkepentingan; 
3) Unsur ketiga, adalah kepuasan yang diberikan dan/atau diterima 
oleh penerima layanan (pelanggan). 
Beberapa pendapat lain mengenai pelayanan publik di antaranya; 
Lebih lanjut H.A.S Moenir (2006:26) menyatakan, pelayanan umum 
adaah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang 
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dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur dan metode 
tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai 
dengan haknya. 
Pemenuhan kebutuhan publik dirumuskan dalam konsep layanan 
publik dimana para administrator didalamnya melakukan kegiatan yang 
diembannya adalah berorientasi pada pemenuhan layanan publik. 
Layanan dalam paradigma baru adalah layanan publik baru yaitu layanan 
yang didasarkan pada pertimbangan humanisme organisasional. 
Pertimbangan yang mendasarkan pada nilai-nilai dan ajaran-ajaran 
kemanusiaan seperti nilai keterbukaan. Nilai kebersamaan dan sejumlah 
nilai kemanusiaan lainnya. Dengan demikian layanan publik yang 
berlangsung dalam hubungan kemanusiaan adalah dilandasi pada 
humanisme. 
Dikemukakan oleh N.E. Long, S.Krislov, serta K. J. Meier (dalam 
Faried, 2012:23) dalam teori constitouten mengatakan bahwa layanan 
publik merupakan bentuk perwakilan terhadap publik dan bukan kepada 
pejabat yang terpilih. Dengan adanya kalangan ahli yang bekerja didalam 
layanan ini, serta efek dari keadilan peluang kerja dan program-
programnya, layanan publik merupakan cerminan dari publik itu sendiri. 
Secara umum, penyediaan pelayanan publik dituntut untuk mampu 
memberikan pelayanan yang berkualitas dengan cepat, tepat dan murah, 
namun ini merupakan suatu hal yang tidak mudah dilakukan. Fungsi 
pelayanan yang dijalankan oleh pemerintah saat ini sesungguhnya 
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sebagaimana dikatakan Rasyid (1997:11) adalah untuk melayani 
masyarakat. Hal ini berarti pelayanan merupakan sesuatu yang terkait 
dengan peran dan fungsi pemerintah yang harus dijalankannya. Peran 
dan fungsinya itu dimaksudkan selain untuk melindungi juga memenuhi 
kebutuhan dasar masyarakat secara luas guna mewujudkan 
kesejahteraan rakyat. 
David Osborne dan Ted Gaebler (1992) berpendapat bahwa, 
mengupayakan peningkatan publik oleh birokrasi pemerintah yaitu dengan 
memberi wewenang kepada swasta lebih banyak berpartisipasi, karena 
mereka menyadari pemerintah itu milik rakyat bukan rakyat milik 
kekuasaan pemerintah. 
Selanjutnya dikatakan bahwa dalam rangka memperbaiki sistem 
untuk mewujudkan masyarakat lebih baik maka David Osborne dan Ted 
Gaebler (1992) menyimpulkan prinsip-prinsip yang mereka anggap 
sebagai keputusan model baru yaitu: 
1. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan tidak perlu harus selalu 
menjadi pelaksana dalam berbagai urusan pemerintahan tetapi 
cukup sebagai penggerak. 
2. Sebagai badan yang dimiliki masyarakat luas, pemerintah bukan 
hanya senantiasa melayani publik tetapi juga memberdayakan 
segenap lapisan secara optimal. 
3. Sebagai pemilik wewenang untuk mengkompetensikan berbagai 
lapisan, pemerintah hendaknya tetap menyuntikkan ide 
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pembangunan tetapi dalam misinya ini tetap diberi kebebasan 
berkarya kepada berbagai lapisan tersebut agar hasil dan berbagai 
masukan dapat ditampung, dalam rangka pemenuhan kebutuhan 
bersama. Dengan demikian berbagai pihak bukan hanya sekedar 
menghabiskan anggaran tetapi menemukan pertumbuhan 
kembangnya. 
4. Pemerintah sebagai pembangkit partisipasi seluruh lapisan 
masyarakat juga mampu melihat dan mengantisipasi keadaan 
dalam arti lebih baik mencegah akan terjadinya berbagai 
kemungkinan kendala daripada menanggulangi di kemudian hari. 
5. Dengan kewenangannya, pemerintah yang terdesentralisasi 
mampu menyerahkan sebagian urusan pemerintahannya, sehingga 
kekakuan aturan dari pemerintah pusat yang lebih atas dapat 
berganti mengikut sertakan daerah-daerah, dimana diharapkan 
terbentuk tim kerja yang optimal dan potensial. 
6. Pemerintah sudah waktunya berorientasi pasar, dimana 
kecenderungannya penyelewengan dan korupsi relatif kecil 
sehingga untuk itu diperluksn perubahan aturan agar lebih efektif 
dan efisien melalui pengendalian mekanisme pasar itu sendiri.  
Agar penerapan prinsip-prinsip tersebut dapat berjalan dengan baik 
, maka tiap-tiap unit pelayanan haruslah membuat standar pelayanan 
yang menjelaskan tentang prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, 
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biaya pelayanan, produk pelayanan, sarana dan prasarana serta 
kompetensi petugas. 
Bentuk pelayanan publik yang dilakukan oleh organisasi 
pemerintah mau pun swasta pada dasarnya mempunyai tiga bentuk 
layanan antara lain; layanan lisan, layanan tulisan, dan layanan dengan 
perbuatan. (Moenir, 2000: 190). 
1. Layanan Lisan 
Layanan dengan lisan dilakukan oleh pegawai pada bidang 
hubungan masyarakat, bidang informasi dan bidang – bidang lain 
yang tugasnya memberikan penjelasan atau keterangan kepada 
siapapun yang memerlukan. Agar layanan lisan berhasil sesuai 
dengan yang diharapkan, ada syarat – syarat yang harus dipenuhi 
oleh pelaku layanan : 
 Memahami masalah –masalah yang termasuk dalam bidang 
tugasnya. 
 Mampu memberikan penjelasan apa yang perlu dengan 
lancar, singkat dan jelas. 
 Bertingkah laku sopan dan ramah tamah. 
 Memiliki kedisiplinan. 
2. Layanan Tulisan 
Layanan melalui tulisan merupakan bentuk layanan yang paling 
menonjol dalam pelaksanaan tugas, tidak hanya dari segi jumlah 
tetapi juga dari segi peranannya. Pada dasarnya layanan melalui 
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tulisan cukup efisien terutama bagi layanan jarak jauh karena faktor 
biaya. 
Layanan tulisan terbagi atas dua bagian yaitu :  
1. Layanan berupa petunjuk, informasi dan yang sejenisnya 
ditujukan pada orang–orang yang berkepentingan agar 
memudahkan mereka dalam berurusan dengan instansi. 
2.  Layanan berupa berkas tertulis atas permohonan, laporan, 
keluhan, pemberian dan pemberitahuan. 
3. Layanan Perbuatan 
Layanan bentuk perbuatan sering terkombinasi dengan layanan 
lisan, hal ini disebabkan karena hubungan lisan paling banyak 
dilakukan dalam hubungan pelayanan secara umum, namun 
fokusnya pada perbuatan itu sendiri yang ditunggu oleh orang 
berkepentingan. Jadi tujuan utama orang yang berkepentingan 
adalah mendapatkan pelayanan dalam bentuk perbuatan atau hasil 
perbuatan, bukan sekedar penjelasan dan kesanggupan secara 
lisan. 
Pada dasarnya karakteristik pelayanan publik yang 
diselenggarakan pemerintah (LAN, 2006:4) adalah sebagai berikut: 
a. Memiliki dasar hukum yang jelas dalam 
penyelenggaraannya. 
b. Memiliki kelompok kepentingan yang luas termasuk 
kelompok sasaran yang ingin dilayani. 
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c.  Memiliki tujuan sosial. 
d. Dituntut untuk akuntabel kepada publik. 
e. Memiliki konfigurasi indikator kinerja yang perlu kelugasan, 
serta. 
f. Seringkali menjadi sasaran isu politik. 
Pelayanan publik ini menyangkut peran pemerintah sebagai 
pengatur melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan termasuk 
penegakan kebijakan-kebijakan tersebut. Peran ini memang 
sesungguhnya esensi dari peran pemerintah sebagai pengelola kehidupan 
bermasyarakat. Kebijakan yang menciptakan iklim yang kondusif bagi 
investasi merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang baik. 
2.3 Prinsip-prinsip Pelayanan 
(Skelcher, 1992) mengungkapkan tujuh prinsip dalam pelayanan 
kepada masyarakat, yaitu; (1). Standar, yaitu adanya kejelasan secara 
eksplisit mengenai tingkat pelayanan di dalamnya termasuk pegawai 
dalam melayani masyarakat, (2), Openness, yaitu menjelaskan 
bagaimana pelayanan masyarakat dilaksanakan, berapa biayanya, dan 
apakah suatu pelayanan sudah sesuai dengan standar yang ditentukan. 
(3). Information, yaitu informasi yang menyeluruh dan mudah dimengerti 
tentang suatu pelayanan, (4). Choice, yaitu memberikan konsultasi dan 
pilihan kepada masyarakat sepanjang diperlukan, (5). Non Discrimination, 
yaitu pelayanan diberikan tanpa membedakan ras dan jenis kelamin, (6). 
Accessbility, pemberian pelayanan harus mampu menyenangkan 
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pelanggan atau memberikan kepuasan kepada pelanggan, (7). Redress, 
adanya sistem publikasi yang baik dan prosedur penyampaian komplain 
yang mudah. 
Selanjutnya dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7.2003 dinyatakan bahwa ada 10 prinsip-
prinsip pelayanan publik terdiri dari : 
1. Kesederhanaan, dalam arti bahwa prosedur/tata cara pelayanan 
diselenggarakan secara mudah dan cepat. Tidak berbelit-belit, 
mudah dipahami dan dilaksanakan. 
2. Kejelasan, dalam arti adanya kejelasan mengenai: 
a. Prosedur atau tata cara dalam pelayanan umum. 
b. Persyaratan pelayanan umum. 
c. Unit kerja dan atau pejabat yang berwenang dan 
bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan umum. 
d. Rincian biaya atau tarif pelayanan umum dan tata cara 
pembayarannya. 
e. Hak dan kewajiban dari pemberi maupun penerima layanan 
umum berdasarkan bukti-bukti penerimaan permohonan 
atau kelengkapannya, sebagai alat untu memastikan 
pemprosesan pelayanan umum. 
f. Pejabat yang menerima keluhan.  
3. Kepastian waktu, dalam arti pelaksanaan pelayanan dapat 
diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. 
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4. Akurasi; produk layanan diterima dengan benar, tepat dan sah. 
5. Keamanan;  dalam hal keamanan berarti mulai proses sampai 
produk layanan publik  memberikan rasa aman dan kepastian 
hukum. Hasil produk layanan memenuhi kualitas teknis (aman) 
dan dilengkapi dengan jaminan pelayanan secara administratif 
(pencatatan, dokumentasi, dan tagihan). 
6. Tanggungjawab; pimpinan penyelenggara pelayanan publik 
atau pejabat yang ditunjuk bertanggungjawab atas 
penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian persoalan yang 
timbul. 
7. Kelengkapan sarana dan prasarana; tersedia sarana dan 
prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang 
memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi 
dan informatika. 
8. Kemudahan akses; tempat, lokasi dan sarana pelayanan yang 
memadai, mudah dijangkau dan dapat memanfaatkan teknologi 
telekomunikasi dan informatika. 
9. Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan; pemberi layanan 
harus bersikap disiplin, santun, serta ikhlas. 
10. Kenyamanan; lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, 





2.4 Kualiatas Pelayanan  
Menurut Tjiptono dalam bukunya Manajemen Jasa, kualitas adalah 
kesesuaian dengan persyaratan, kecocokan pada pemakaian, perbaikan 
atau penyempurnaan, berkesinambungan, bebas dari kerusakan atau 
cacat, pemenuhan kebutuhan pelanggan baik sejak awal maupun setiap 
saat, melakukan segala sesuatu dengan benar sejak awal dan sesuatu 
dilakukan untuk membahagiakan pelanggan. (Tjiptono, 2004:42) 
Davis L. Goetsch berpendapat bahwa , Quality is a dynamics state 
associated with product, service, people, process and environment that 
meet or exceeds expectation. (Kualitas adalah sebuah keadaan dinamis, 
dapat berubah–ubah sejalan dengan waktu. Kualitas dihubungkan tidak 
hanya pada produk dan jasa tetapi juga pada manusia sebagai penghasil 
produk atau jasa tersebut). (Goetsch, 2000:50). 
Pelayanan publik sudah seharusnya memperhatikan kualitas 
pelayanan karena pelayanan yang baik adalah awal bagi tumbuhnya 
kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, yang selanjutnya akan 
menjadi penentu pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks ini, 
pengukuran mengenai kualitas pelayanan merupakan perbandingan 
antara pelayanan yang diharapkan dengan pelayanan yang diterima. 
“Service quality is a measure of how well the service level delivered 
matches customer expectations”. (Kualitas pelayanan adalah suatu 
ukuran untuk mengukur tingkat kesesuaian antara pelayanan yang telah 
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diberikan dengan pelayanan yang diharapkan pelanggan). (Bateson, 
1992:89). 
Kualitas pelayanan yang diterima oleh masyarakat dapat dilakukan 
dengan membandingkan cara–cara dari pelayanan yang diterima dan 
yang diharapkan oleh masyarakat. Pengertian berbeda mengenai kualitas 
pelayanan diungkapkan oleh Supranto, yaitu kualitas pelayanan 
merupakan sifat dari penampilan produk atau kinerja yang merupakan 
bagian utama dari strategi organisasi (perusahaan) dalam rangka meraih 
keunggulan yang berkesinambungan, baik sebagai pemimpin pasar 
(pemerintah) ataupun sebagai strategi untuk terusberkembang. (Supranto, 
2001:228) 
Pelayanan yang berkualitas menurut Sinambela dkk (2006:6) 
tercermin dari: (1) Transparansi, yaitu pelayanan yang bersifat terbuka, 
mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan 
disediakan secara memadai serta serta mudah dimengerti, (2) 
Akuntabilitas, yaitu pelayanan dapat dipertanggungjawabkan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, (3) Kondisional, yaitu 
pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan 
penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan 
efektifitas, (4) Partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran 
serta masyarakat dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan 
harapan masyarakat, (5) Kesamaan Hak, yaitu pelayanan yang tidak 
melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apapun khususnya suku, ras, 
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agama, golongan, status sosial, dan (6) Keseimbangan hak dan 
kewajiban, yaitu pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan dan 
antara pemberi dan penerima pelayanan publik. 
Standar Pelayanan Minimal merupakan suatu istilah dalam 
pelayanan publik (Public Policy) yang menyangkut kuantitas dan kualitas 
pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah sebagai salah satu 
indikator kesejahteraan masyarakat. 
Ketentuan Standar Pelayanan Minimal (SPM) diatur di dalam Surat 
Edaran Menteri Dalam Negeri No. 100/757 Tahun 2002, kemudian diatur 
lebih lanjut di dalam PPNo.65 Tahun 2005.Pemahaman SPM dengan baik 
bagi masyarakat merupakan hal yang signifikan karena terkait dengan 
konstitusional perorangan maupun kelompok masyarakat yang harus 
mereka peroleh dan wajib di penuhi oleh pemerintah, yaitu berupa 
pelayanan pubik (pelayanan dasar) yang harus dilaksanakan pemerintah 
kepada masyarakat. Adapun Prinsip-prinsip SPM sesuai Surat Edaran 
Menteri Dalam Negeri Nomor 100/757/OTDA, yaitu sebagai berikut : 
1. Menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat 
secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib. 
2. Dilaksanakan di seluruh pelayanan pemerintah.  




Tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan 
masyarakat, untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan 
publik yang tercermin dari: 
1. Transparansi; adalah pelayanan yang bersifat terbuka, mudah 
dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan 
disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. 
2. Akuntabilitas; adalah pelayanan yang dapat 
dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang–undangan. 
3. Kondisional; adalah pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan 
kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap 
berpegang pada prinsip efesien dan efektifitas. 
4. Partisipasi; adalah pelayanan yang dapat mendorong peran 
serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik 
dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan 
masyarakat. 
5. Kesamaan hak; yaitu pelayanan yang tidak melakukan 
diskriminasi dilihat dari aspek apa pun khususnya suku, ras, 
agama, golongan, status sosial, dan lain – lain. 
6. Keseimbangan hak dan kewajiban; yaitu pelayanan yang 
mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan 
penerima pelayanan publik. (Sinambela, 2006:6). 
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Selanjutnya untuk mengukur tingkat kualitas pelayanan publik, kita 
dapat menggunakan indikator ukuran kepuasan masyarakat yang tertletak 
pada limadimensi pelayanan (Zeithami, Parasuraman & Berry, 1990) 
sebagai berikut: 
a. Tangibles, yakni kualitas pelayanan berupa sarana dan 
prasarana lembaga pelayanan, komputerisasi administrasi 
pelayanan kemudahan akses terhadap informasi yang 
dibutuhkan, dan sebaginya; 
b. Reliability, yakni kemampuan dan keandalan lembaga 
pelayanan untuk menyediakan produk pelayanan yang 
dibutuhkan masyarakat; 
c. Responsiveness, atau kecepatan dan ketepatan lembaga 
pelayanan dalam menanggapi keluhan masyarakat terhadap 
pelayanan yang diberikan; 
d.  Assurance, yang merupakan kesanggupan lembaga pelayanan 
dalam meyakinkan kepercayaan masyarakat; dan 
e. Empathy, yakni kemampuan lembaga pelayanan dalam 
memahami dan memecahkan permasalahan pelayanan secara 
ramah dan penuh perhatian. 
Peningkatan kualitas layanan membutuhkan metode yang tepat 
agar masyarakat merasa terpuaskan dengan pelayanan yang diberikan 
yaitu dengan melihat apakah pelayanan tersebut sudah efektif atau belum. 
Efektifitas pelayanan juga merupakan indikator dalam pelayanan publik itu 
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sendiri. Untuk mengukur tingkat keefektifan pelayanan tersebut digunakan 
kriteria sebagai berikut: 
1. Tepat, artinya pelayanan yang diberikan sesuai dengan yang 
dibutuhkan masyarakat. 
2. Kesamaan hak, yaitu pelayanan tidak dilakukan secara 
diskriminatif dari aspek apapun baik suku, ras, agama, 
golongan, status sosial, dan lain-lain. 
3. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan dilakukan 
dengan mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan 
penerima pelayanan publik. 
2.5 Pelayanan Terpadu 
Layanan terpadu merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata 
kelola pemerintahan yang baik. Dari hal ini prinsip transparansi, 
akuntabilitas, dan keadilan merupakan hal hal yang ingin ditonjolkan 
dalam pelaksanaannya. Sebagai sebuah lembaga yang bersinggungan 
langsung dengan masyarakat kebutuhan sumber daya manusia yang 
memiliki kompetensi dan integritas tinggi serta mampu merespons 
permintaan masyarakat secara cepat, tepat dan akurat merupakan 
keniscayaan. 
Ditinjau dari produk yang disediakan. Menurut Surat Keputusan 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang 
Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Pubik, “Pelayanan terpadu 
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adalah pelayanan berbagai jenis jasa yang dibutuhkan masyarakat yang 
diselenggarakan dalam satu tempat pelayanan”. 
Selanjutnya, pelayanan terpadu ini terbagi atas: 
1. Pelayanan terpadu satu atap, yaitu pola pelayanan yang 
diselenggarakan dalam satu tempat yang meliputi berbagai jenis 
pelayanan yang tidak mempunyai keterkaitan proses, dan 
dilayani melalui beberapa pintu; 
2. Pelayanan terpadu satu pintu, yaitu pola pelayanan yang 
diselenggarakan dalam satu tempat yang meliputi berbagai jenis 
pelayanan yang memiliki keterkaitan proses, dan di layani 
melalui satu pintu; 
3. Gugus Tugas, yaitu yaitu pola pelayanan yang diselenggarakan 
oleh petugas pelayanan publik secara perorangan atau dalam 
bentuk gugus tugas, yang ditempatkan pada suatu lembaga dan 
lokasi pelayanan tertentu. 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik, sistem pelayanan terpadu diselenggarakan dengan tujuan: 
a. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada 
Masyarakat;  
b. Mendekatkan pelayanan kepada Masyarakat;  
c. Memperpendek proses pelayanan;  
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d. Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, 
transparan, pasti, dan terjangkau; dan  
e. Memberikan akses yang lebih luas kepada Masyarakat untuk 
memperoleh pelayanan.  
Diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 
2006 tentang pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
sebagai penjabaran Inpres No. 3 tahun 2006 tentang Paket Kebijakan 
Perbaikan Iklim Investasi, merupakan bagian dari upaya mencapai 
kualitas pelayanan publik dan memberikan akses yang lebih luas kepada 
masyarakat untuk memperoleh layanan publik. Penyelenggaraan 
pelayanan terpadu satu pintu merupakan kegiatan penyelenggaraan 
perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari 
tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen yang di lakukan 
pada satu tempat. 
Secara lebih spesifik lagi,layanan terpadu satu pintu ini adalah 
sebagai upaya pemerintah untuk: 
1. Penyederhanaan Pelayanan, yaitu upaya penyingkatan 
terhadap waktu, prosedur dan biaya pemberian perizinan. 
2. Perbaikan iklim investasi dengan mendorong perkembangan 




3. Mengupayakan pemberantasan KKN di ruang lingkup 
pelayanan publik,yang selama ini masih menjadi penghalang 
untuk perbaikan kualitas pelayanan publik di Negara ini. 
Didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006, 
Bupati/Walikota wajib melakukan penyederhanaan layanan meliputi: 
a. pelayanan atas permohonan perizinan dan non perizinan 
dilakukan oleh PPTSP; 
b. Percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan tidak 
melebihi standar waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan 
daerah;  
c. Kepastian biaya pelayanan tidak melebihi dari ketentuan yang 
telah ditetapkan dalam peraturan daerah; 
d. Kejelasan prosedur pelayanan dapat ditelusuri dan diketahui 
setiap tahapan proses pemberian perizinan dan non perizinan 
sesuai dengan urutan prosedurnya; 
e. Mengurangi berkas kelengkapan permohonan perizinan yang 
sama untuk dua atau lebih permohonan perizinan; 
f. Pembebasan biaya perizinan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 
(UMKM) yang ingin memulai usaha baru sesuai dengan 
peraturan yang berlaku; dan 
g. Pemberian hak kepada masyarakat untuk memperoleh 




2.6 Pengertian Aparatur Pemerintah 
Aparat birokrasi secara langsung berkaitan dengan sistem 
administrasi dalam sebuah penyelenggaraan pelayanan kepada 
masyarakat. Aparat yang dalam kehidupan sehari-hari lebih diidentikkan 
dengan aparatur memiliki beberapa pengertian, diantaranya dalam kamus 
bahsa Indonesia yang disusun oleh W.L.S. Poerwadarmita (2003: 17) 
mengemukakan bahwa, aparat adalah orang yang bertugas dalam suatu 
bagian tertentu dan melakukan pekerjaan yang tertentu pula, dan 
biasanya berhubungan dengan kegiatan pelayanan. Sedangkan dalam 
sistem administrasi Negara aparat yang merupakan penyelenggaraan 
administrasi Negara adalah sebagai pengevaluasi, penyempurna dari 
perencanaan dan sekaligus sebagai pelaksana roda pemerintahan dan 
pembangunan bangsa Indonesia secara keseluruhan, bagi seluruh 
perangkat administrasi Negara yang merupakan objek pelaksana. 
Sedangkan pengertian aparat dalam sistem pemerintahan 
Indonesia yang penekanannya lebih pada pelaksana tugas adalah 
penyelenggara pemerintahan dan pembangunan dalam rangka usaha 
untuk menyandang berbagai fungsi baik fungsi perorangan dan fungsi 
sebagai roda pemerintahan dari sebuah tatanan kelembagaan yang 
bertujuan untuk mencapai tujuan nasiaonal. 
Birokrasi dimaksudkan untuk mengorganisir  secara teratur suatu 
pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh banyak orang. Birokrasi adalah 
tipe organisasi yang dipergunakan pemerintahan modern untuk 
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pelaksanaan berbagai tugas–tugasnya yang bersifat spesialisasi, 
dilaksanakan dalam sistem administrasi dan khususnya oleh aparatur 
pemerintah (Tjokromidjoyo, Biintoro, 1988). 
Menurut Blau dan Page (1956) birokrasi justru untuk melaksanakan 
prinsip-prinsip organisasi yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi 
administratif, walaupun kadangkala dalam pelaksanaannya biroktratisasi 
akibatnya malah seringkali kurang adanya efisiensi. 
Aparatur birokrasi atau pemerintah adalah abdi Negara dan abdi 
masyarakat. Jika di kaitkan dengan pembangunan nasional maka aparatur 
menjadi subjek sekaligus objek pembangunan. Peranan aparat birokrasi 
sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara. 
Lebih lanjut dalampenjelasan Undang-undang Nomor 43 Tahun 
1999 tentang pokok-pokok kepegawaian di jelaskan bahwa:  
“Kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan 
pembangunan sangat tergantung pada kesempurnaan aparatur 
Negara, karena itu dalam rangka mencapai tujuan pembangunan 
nasional yakni mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, 
berperadaban, demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi 
diperlukan pegawai negeri yang merupakan apratur Negara yang 
bertugas sebagai abdi masyarakat yang menyelenggarakan 
pelayanan secara adil dan merata kepada masyarakat dengan 
dilandasi kesetiaan dan ketaatan kepada pancasila dan Undang-
undang Dasar 1945”. 
 
Dengan uraian di atas dapat diketahui bahwa begitu besarnya 
peran aparat birokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah 
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satu tugas pokok aparat birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan 
adalah pelayanan publik. 
2.7 Defenisi Perizinan 
Dalam pengertian umum berdasarkan Kamus Besar Bahasa 
Indonesia, izin diartikan sebagai pernyataan mengabulkan (tidak 
melarang, dsb); persetujuan membolehkan. Sedangkan perizinan diartikan 
sebagai hal pemberian izin; pemberian pernyataan mengabulkan atau 
persetujuan membolehkan. 
Menurut Syahran Basah; 
“Izin adalah perbuatan hukum administrasi Negara bersegi satu 
yang mengaplikasikan peraturan dalam hal kongkrit berdasarkan 
persyaratan prosedur sebagaimana di tetapkan oleh ketentuan 
peraturan perundang-undangan”. 
 
Berdasarakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 
2006 pasal 1; 
Ayat (8), izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah 
daerah berdasrakan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang 
merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya 
seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan 
tertentu. 
 
Ayat (9), perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang 
atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin 
maupun daftar usaha. 
 
Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan 
dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan 




2.8 Defenisi Persepsi Masyarakat 
Masyarakat adalah salah satu unsur penting dalam 
penyelenggaraan pelayanan publik, karena masyarakat yang menjadi 
pengguna layanan publik. Sehingga berdasarkan apa yang mereka 
dapatkan masyarakat dianggap mampu memberikan respon atau 
tanggapan terhadap pelayanan yang di terimanya. 
Persepsi adalah proses pemberian arti terhadap lingkungan oleh 
seorang individu. (Gibson dan Donely 1994: 53) 
Rakhmat Jalaludin (1998:  51) menyatakan bahwa, persepsi adalah 
pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang 
diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafslrkan pesan.  
Defenisi lain di kemukakan oleh Ruch (1967:300) bahwa, persepsi  
adalah  suatu proses  tentang  petunjuk-petunjuk  inderawi  (sensory)  dan 
pengalaman  masa  lampau  yang  relevan diorganisasikan untuk 
memberikan kepada kita gambaran yang terstruktur  dan bermakna pada 
suatu  situasi  tertentu. 
Sedangkan Atkinson dan Hilgard (1991:201) menyatakan, persepsi 
adalah proses dimana menafsirkan dan mengorganisasikan pola stimulus 
dalam lingkungan. Sebagai cara pandang persepsi  timbul karena adanya 
respon terhadap stimulus. Stimulus yang diterima seseorang sangat 
kompleks, stimulus masuk ke dalam otak kemudian diartikan, ditafsirkan 




Persepsi meliputi juga kognisi (pengetahuan), yang mencakup 
penafsiran objek, tanda dan orang dari sudut pengalaman yang 
bersangkutan. (Gibson, 1986:54). 
Krech, dkk. (dalam Sri Tjahjorini Sugiharto 2001:19)  
mengemukakan bahwa persepsi  seseorang  ditentukan oleh dua  faktor  
utama, yaitu pengalaman  masa  lalu dan  faktor  pribadi. Faktor-faktor  
fungsional  yang  menentukan persepsi  seseorang  berasal  dari 
kebutuhan,  pengalaman  masa  lalu dan hal-hal  lain  termasuk  yang  kita  
sebut  sebagai faktor-faktor  personal”. 
Seorang pakar organisasi bernama Robbins (2001:88) 
mengungkapkan bahwa persepsi dapat didefinisikan sebagai proses 
dengan mana individu-individu mengorganisasikan dan menafsirkan 
kesan indera mereka agar memberi makna kepada lingkungan mereka. 
Sejalan dengan defenisi di atas, Persepsi pada hakekatnya adalah 
proses kognitif yang dialami oleh setiap orang didalam memahami 
informasi tentang lingkungannya baik lewat penglihatan maupun 
pendengaran. (Thoha, 1998:23) 
Wirawan (1995:77), menjelaskan bahwa proses pandangan 
merupakan hasil hubungan antar manusia dengan lingkungan dan 
kemudian diproses dalam alam kesadaran (kognisi) yang dipengaruhi 
memori tentang pengalaman masa lampau, minat, sikap, intelegensi, 
dimana hasil atau penelitian terhadap apa yang diinderakan akan 
mempengaruhi tingkah laku. 
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Brems & Kassin (dalam Lestari, 1999) mengatakan bahwa persepsi 
sosial memiliki beberapa elemen, yaitu: 
1. Person, yaitu orang yang menilai orang lain. 
2. Situasional, urutan kejadian yang terbentuk berdasarkan 
pengalaman orang untuk meniiai sesuatu. 
3. Behavior, yaitu sesuatu yang di lakukan oleh orang lain. Ada dua 
pandangan mengenai proses persepsi, yaitu: 
a) Persepsi sosial, berlangsung cepat dan otomatis tanpa 
banyak pertimbangan orang membuat kesimpulan tentang 
orang lain dengan cepat berdasarkan penampilan fisik 
dan perhatian sekilas. 
b) Persepsi sosial, adalah sebuah proses yang kompleks, 
orang mengamati perilaku orang lain dengan teliti hingga 
di peroleh analisis secara lengkap terhadap person, 
situasional, dan behavior. 
Sedangkan yang dimaksud dengan masyarakat adalah sekelompok 
manusia yang hidup dalam satu kesatuan dalam tatanan sosial 
masyarakat.  
Lebih lanjut menurut Ralph Linton dalam Harsojo (1997:144) 
menyatakan bahwa masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang 
telah cukup lama hidup dan bekerja sama sehingga mereka itu dapat 
mengorganisasikan dirinya dan berpikir tentang dirinya sebagai kesatuan 
sosial dengan batas-batas tertentu. 
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Dari beberapa defenisi yang dikemukakan para ahli diatas tentang 
defenisi persepsi dan masyarakat dapat di simpulkan bahwa persepsi 
masyarakat adalah sebuah proses di mana sekelompok individu yang 
hidup dan tinggal bersama dalam wilayah tertentu, memberikan 
tanggapan terhadap hal-hal yang dianggap menarik dari lingkungan 
tempat tinggal mereka. 
Selanjutnya Rakhmat Jalaludin menyatakan faktor-faktor fungsional 
yang menentukan persepsi seseorang berasal dari kebutuhan 
pengalaman masa lalu dan hal-hal lain termasuk yang kita sebut sebagai 
faktor-faktor personal. (Rakhmat 1998: 55) 
Robbins (2001:89) mengemukakan bahwa ada 3 faktor yang dapat 
mempengaruhi persepsi masyarakat yaitu : 
1) Pelaku persepsi; bila seseorang memandang suatu objek dan 
mencoba menafsirkan apa yang dilihatnya dan penafsiran itu 
sangat dipengaruhi oleh karakteristik pribadi dari pelaku 
persepsi individu itu. 
2) Target atau objek; karakteristik-karakteristik dan target yang 
diamati dapat mempengaruhi apa yang dipersepsikan. Target 
tidak dipandang dalam keadaan terisolasi, hubungan suatu 
target dengan latar belakangnya mempengaruhi persepsi 
seperti kecendrungan kita untuk mengelompokkan benda-benda 
yang berdekatan atau yang mirip. 
53 
 
3) Situasi; dalam hal ini penting untuk melihat konteks objek atau 













































GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
 
Untuk mengetahui lebih jauh mengenai daerah penelitian, penulis 
kemudian memberikan gambaran umum daerah penelitian, dimana sangat 
memberikan andil dalam pelaksanaan penelitian terutama pada saat 
pengambilan data, dalam hal ini untuk menentukan teknik pengambilan 
data yang digunakan terhadap suatu masalah yang diteliti. Di sisi lain 
pentingnya mengetahui daerah penelitian, agar dalam pengambilan data 
dapat memudahkan pelaksanaan penelitian dengan mengetahui situasi 
baik dari segi kondisi wilayah, jarak tempuh dan karakteristik masyarakat 
sebagai objek penelitian. 
Bab ini menyajikan dua gambaran umum, yaitu gambaran umum 
daerah Kabupaten Pinrang, dan gambaran umum Badan Pelayanan 
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang. Gambaran 
umum Kabupaten Pinrang  mencakup keadaan geografis, kependudukan 
serta visi dan misi Kabupaten Pinrang. Sedangkan gambaran Badan 
Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang 
mencakup struktur organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal Kabupaten Piinrang, personil Badan Pelayanan 
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang, sarana 
dan prasarana Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman 
Modal Kabupaten Pinrang, jenis-jenis perizinan di Badan Pelayanan 
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang, Maklumat 
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Pelayanan, dan indeks kepuasan masyarakat (IKM) di Badan Pelayanan 
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang. 
3.1. Gambaran umum Kabupaten Pinrang 
3.1.1. Keadaan Geografis 
3.1.1.1. Letak dan Batas Wilayah 
Kabupaten Pinrang adalah salah satu daerah dari 23 
Kabupaten/Kota di Sulawesi selatan yang letaknya berada di bagian Barat 
Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan yang jaraknya sekitar 182 km arah 
utara dari Kota Makassar ibukota Propinsi Sulawesi selatan berada pada 
posisi letak geografis yaitu LS 4010’30”- 30019’13”BT119026’30”–
119047’20”. Kabupaten Pinrang memiliki luas wilayah 196.177 Ha atau 
dengan batas-batas sebagai berikut : 
Sebelah Utara : Kabupaten Toraja 
Sebelah Timur         : Kabupaten Enrekang dan Sidenreng    
Sebelah Selatan      : Kotamadya Pare-pare 




Gambar 3.1 Peta wilayah Kabupaten Pinrang 
 
3.1.1.2. Luas Wilayah dan Administrasi Pemerintahan 
Kabupaten Pinrang merupakan salah satu Kabupaten di Sulawesi 
Selatan yang memiliki luas wilayah secara keseluruhan 1961,77 Km2 ini 
terbagi menjadi 12 Kecamatan yang meliputi 104 desa/kelurahan yakni 39 
kelurahan dan 65 desa. 
Kecamatan yang berada dalam wilayah Kabupaten Pinrang yaitu: 
1) Kecamatan Suppa 
2) Kecamatan Mattiro Sompe 
3) Kecamatan Lanrisang 
4) Kecamatan Mattiro Bulu 
5) Kecamatan Watang Sawitto 
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6) Kecamatan Paleteang 
7) Kecamatan Tiroang 
8) Kecamatan Patampanua 
9) Kecamatan Cempa 
10) Kecamatan Duampanua 
11) Kecamatan Batulappa 
12) Kecamatan Lembang 
3.1.1.3. Ketinggian. 
Berdasarkan ketinggian dari permukaan laut yang bervarisasi 
antara 0-2000 m dari permukaan laut, yaitu (0-49 m) : 434,29 Km2 
(10,10%) lebih dari 400 m : 1122,69 Km2 (57,23%). 
3.1.1.4. Iklim 
Kabupaten Pinrang berdasarkan klasifikasi Schimidt dan Ferguson 
(1951) beriklim tropis tipe : A,B,C2,C2,DI DAN E1. Temperatur rata-rata 
harian berkisar antara 200 C sampai 340 C terendah pada hari pukul 
06.00-07.00 dan tertinggi pada siang hari pukuk 13.00-14.00. 
3.1.2. Kependudukan 
Berdasarkan hasil pencacahan sensus penduduk 2010, jumlah 
penduduk Kabupaten Pinrang sementara adalah 350.807 orang, yang 
terdiri atas 170.095 laki-laki dan 180.712 perempuan. Dari hasil sensus 
penduduk tahun 2010 tampak bahwa penyebaran penduduk Kabupaten 
Pinrang bertumpu di Kecamatan Watang Sawitto yakni sebesar 14,5 
persen, kemudian diikuti oleh Kecamatan Duampanua sebesar 12,5 
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persen, Kecamatan Lembang sebesar 10,8 persen, Kecamatan Paleteang 
sebesar 10,5 persen dan kecamatan lainnya di bawah 10 persen. 
Batulappa, Lanrisang, dan Cempa adalah tiga kecamatan dengan 
urutan terbawah yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit yang 
masing-masing berjumlah 9.653 orang, 17.137 orang, dan 17.213 orang. 
Sedangkan Kecamatan Watang Sawitto dan Kecamatan Paleteang 
merupakan kecamatan-kecamatan yang paling banyak penduduknya 
untuk wilayah di perkotaan, yakni masing-masing sebanyak 50.974 orang 
dan 36.648 orang. Jumlah penduduk Kabupaten Pinrang berdasarkan 
hasil sensus penduduk tahun 2010 dapat dilihat pada tabel   berikut: 
Tabel 3.1 
Jumlah Penduduk Kabupaten Pinrang, menurut jenis kelamin 




Laki-laki Perempuan Total Presentase 
(%) 
1 2 3 4 5 
Suppa 14.702 15.653 30.355 8,7 
Mattiro Sompe 13.247 14.170 27.417 7,9 
Lanrisang 8.119    9.018 17.137 4,9 
Mattiro Bulu 12.905 13.916 26.821        7,6 
Watang Sawitto 24.890 26.084 50.974      14,5 
Paleteang 17.951 18.697 36.648      10,4 
Tiroang 10.216 10.661 20.877        5,9 
Patampanua 15.308 16.310 31.618        9 
Cempa  8.364    8.849 17.213 4,9 
Duampanua 21.094 22.768 43.862      12,5 
Batulappa   4.709   4.944   9.653        2,8 
Lembang 18.590 19.642 38.232      10,8 
1 2 3 4 5 
Jumlah  170.095 
 
   180.712 
 
   350.807 
 
   100 % 
Sumber : Badan Pusat Statistik 
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Mata pencaharian penduduk Kabupaten Pinrang terdiri dari: 
 Petani : 62.198 Kk  (68,61%) 
 Petani Nelayan : 9.450 Kk (10,42%) 
 Petani Peternak : 4.745 Kk (5,23%) 
 Pedagang/Pengusaha : 11.576 Kk (12,76%) 
 Jasa : 1.664 Kk (1,83%) 
 Dan lainnya : 1.019 Kk (1,12%) 
3.1.3. Visi dan Misi 
Visi Kabupaten Pinrang, yaitu ”Terwujudnya masyarakat sejahtera 
melalui penataan program pembangunan pro rakyat menuju terciptanya 
kawasan agropolitan yang didukung oleh penerapan prinsip-prinsip tata 
kelola pemerintah”  
 Visi tersebut dijabarkan dalam misi Kabupaten Pinrang sebagai 
berikut : 
i. Meningkatkan kualitas SDM aparatur pemerintah yang 
professional 
ii. Mengoptimalkan pemanfaatan dan pelestarian SDA yang 
berwawasan lingkungan dan memperkuat agribinis dan 
agroindustri 
iii. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memperkuat 
kemandirian lokal 
iv. Meningkatkan kualitas pelayanan dibidang pemerintahan, 
pembangunan dan kemasyarakatan 
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v. Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana 
serta infrastruktur terutama pada sektor pertanian. 
vi. Meningkatkan pengamalan dan nilai-nilai keagamaan, 
Pancasila dan budaya lokal 
vii. Meningkatkan keamanan dan ketertiban umum 
3.2. Gambaran Umum Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal Kabupaten Pinrang 
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 
(BP2TPM) Kabupaten Pinrang  dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah 
Kabupaten Pinrang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Organisasi Dan Tata 
Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 
Kabupaten Pinrang. Memiliki tugas melaksanakan koordinasi kebijakan 
daerah dan pelayanan di bidang perizinan usaha dan perizinan non usaha 
secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan 
simplikasi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada bupati 
melalui Sekretaris Daerah. 
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 
(BP2TPM) merupakan unsur pendukung tugas Bupati Kabupaten Pinrang 
bidang Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal, dipimpin oleh Kepala 
Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Bupati Pinrang melalui Sekretaris daerah. Badan yang awal mulanya pada 
tahun 2010 bernama Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) yang 
membawahi 36 macam jenis perizinan.  
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Seiring berjalannya waktu Pemerintah Kabupaten Pinrang 
meyadari bahwa kebutuhan masyarakat kabupaten Pinrang akan jasa 
layanan publik semakin tinggi dan kompleks. Akhirnya atas dasar itulah 
Pemerintah Kabupaten Pinrang membentuk Pusat Pelayanan Publik 
dengan sistem satu atap dan mengintegrasikan Kantor Pelayanan 
Perizinan Terpadu di dalamnya yang kemudian disempurnakan menjadi 
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten 
Pinrang yang membawahi 76 jenis perizinan. Empat jenis pelayanan yang 
di integrasikan dalam Pusat Pelayanan Publik Kabupaten Pinrang yaitu : 
1. Pelayanan Perizinan Terpadu 
2. Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil 
3. Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa 
4. Pelayanan Ketenaga Kerjaan. 
3.2.1 Struktur Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal Kabupaten Pinrang 
Organisasi merupakan struktur tata pembagian kerja dan struktur 
tata hubungan kerja antara sekelompok orang-orang pemegang posisi 
yang bekerjasama secara teratur untuk bersama-sama mencapai suatu 
tujuan yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan itu, perlunya struktur 
dalam suatu organisasi adalah untuk memberikan gambaran yang jelas 
tentang kedudukan tiap-tiap personil dalam organisasi, tugas-tugas yang 
harus dilaksanakan serta wewenang dan tanggung jawab. 
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Organisasi merupakan perpaduan secara sistematis dari bagian-
bagian yang saling berkaitan untuk membentuk suatu kesatuan yang bulat 
melalui kewenangan, koordinasi dan pengawasan dalam usaha mencapai 
tujuan yang telah ditetapkan. 
Adapun struktur organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 
dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang terdiri atas: 
1. Kepala Badan; 
2. Bagian Tata Usaha : 
a. Sub Bagian Perencanaan; 
b. Sub Bagian Keuangan; dan 
c. Sub Bagian Umum. 
3. Bidang Pelayanan Perizinan Usaha; 
4. Bidang Pelayanan Perizinan Non Usaha; 
5. Bidang Pengelolaan Data, Informasi dan Pelayanan 
Penanaman Modal : 
a. Sub Bidang Pengelolaan Data, Pelaporan dan Informasi; 
dan 
b. Sub Bidang Pelayanan Penanaman Modal. 
6. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan 
Penanaman Modal : 
a. Sub Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Promosi 
Penanaman Modal; dan 
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b. Sub Bidang Pengaduan dan Pengendalian Pelaksanaan 
Penanaman Modal. 
7. Tim Teknis; dan 
8. Kelompok Jabatan Fungsional. 
Eselon jabatan adalah sebagai berikut : 
 Kepala Badan adalah jabatan Eselon II.b 
 Kepala Bagian Tata Usaha adalah Jabatan Eselon III.a 
 Kepala Bidang adalah jabatan Eselon III.b 
Berikut ini gambar struktur organisasi Badan Pelayanan Perizinan 
Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang. 
 
Gambar 3.2 
Struktur Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 






3.2.2 Personil Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan penanaman 
Modal Kabupaten Pinrang 
3.2.2.1 Aparat Pelayanan Perizinan 
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 
Kabupaten Pinrang didukung oleh aparatur pelayanan perizinan dengan 
jumlah personil sebanyak 25 (dua puluh lima) orang terdiri dari 13 (tiga 
belas) orang pejabat struktural dan 12 (dua belas)  orang pelaksana. 
Sedang untuk tingkat pendidikan dan disiplin pendidikan personil BP2TPM 
Kabupaten Pinrang dapat di lihat sebagai berikut: 
                                Tabel 3.2 
Tingkat  Pendidikan Personil pada Badan Pelayanan Perizinan                
Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM) KabupatenPinrang 
No Pendidikan Jumlah Ket. 
1. Pascasarjana (S2) 4  
2. Sarjana (S1) 12  
3. Diploma 3 (D3) 2  
4. SLTA 8  
Jumlah 26  
Sumber : Data Kepegawaian BP2TPM, Tahun 2011 
                               Tabel 3.3 
Disiplin Pendidikan Personil Badan Pelayanan PerizinanTerpadu dan 
 Penanaman Modal (BP2TPM) Kabupaten Pinrang 
N0 Disiplin Jumlah Ket. 
1. Teknik  2  
2. Ilmu Ekonomi / Manajemen 7  
3. Teknik Informatika 2  
4. Perikanan 1  
5. Pertanian 1  
6. Ilmu Pemerintahan 3  
Jumlah 16  
Sumber : Data Kepegawaian BP2TPM, Tahun 2012 
65 
 
3.2.2.2 Tim Teknis 
Untuk membantu pelaksanaan pelayanan perizinan, maka melalui 
Surat Tugas Bupati diangkat Tim Teknis yang merupakan pejabat Satuan 
Kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan 
kemampuan sesuai dengan bidangnya dan dikoordinasikan oleh Kepala 
Kantor. Tim Teknis memiliki kewenangan untuk memberikan saran 
pertimbangan diterima atau ditolaknya suatu permohonan yang 
mempunyai tugas : 
a. Melaksanakan pemeriksaan di lapangan dan membuat berita 
acara pemeriksaan serta membuat analisis/ kajian sesuai 
bidangnya; 
b. Memberikan rekomendasi teknis dan Membuat Nota Hitung 
sebagai dasar pengenaan retribusi daerah 
c. Mengadakan monitoring dan evaluasi tentang perizinan yang 
diberikan sesuai bidang tugas pokok dan fungsi SKPD terkait. 
Jumlah Tim Teknis seluruhnya ada 26 (dua puluh enam) orang, 
dengan perincian sebagai berikut: 
Table 3.4 
Personil Tim Teknis pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 
dan Penanaman Modal  Kabupaten Pinrang 
No Kualifikasi/Golongan Jumlah 
1. Golongan II/a 7 orang 
2. Golongan III/a 3 orang 
2. Golongan III/b 2 orang 
3. Golongan III/c 10 orang 
4. Golongan III/d 4 orang 
 Jumlah 26 orang 
       Sumber : Data Kepegawain BP2TPM, Tahun 2011 
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3.2.3 Sarana dan Prasarana Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 
dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang. 
3.2.3.1 Sarana fisik Pelayanan; 
Sarana fisik Ruang pelayanan perizinan yang berada di Jalan 
Jend. Sukawati No. 40 Kabupaten Pinrang, terdiri dari : 
a. Ruang Tunggu; 
b. Sarana informasi;  
c. Ruang Rapat; 
d. Ruang satuan Pengamanan; 
e. Loket Kasir; 
f. Loket Informasi; 
g. Loket Pengaduan; 
h. Loket Pendaftaran; 
i. Data Entry/Ruang Proses Izin (back office); 
j. Ruang Kepala Badan dan Kepala Bidang. 
3.2.3.2 Prasarana Pelayanan 
Prasarana pendukung Pelayanan perizinan pada saat ini yaitu : 
a. 21 unit persoanal komputer pada setiap loket; 
b. 2 unit Komputer Notebook; 
c. 1 unit  Komputer Server; 
d. 5 unit printer; 
e. 1 LCD Proyektor; 
f. 2 unit TV LCD 32 Inchi; 
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g. 1 unit kendaraan roda empat; 
h. 1 buah external harddisk 500 GB; 
i. 8 Unit Air Conditioning (AC); 
j. WebSite Pelayanan Perizinan dengan alamat situs 
http:/www.bp2tpm.pinrangkab.go.id; 
k. 1 unit fasilitas LAN di lingkungan KP2T Kabupaten 
Pinrang; 
l. 1 Unit Wireless  Toa. 
3.2.4   Jenis Perizinan 
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 
Kabupaten Pinrang membawahi 76 jenis perizinan, yaitu: 
1 Surat Izin Usaha Perdagangan; 
2 Tanda Daftar Perusahaan; 
3 Tanda Daftar Gudang; 
4 Tanda Daftar Industri; 
5 Izin Usaha Industri (IUI); 
6 Izin Usaha Toko (IUT) Modern; 
7 Izin Usaha Pertambangan; 
8 Izin Pertambangan Rakyat; 
9 Surat Izin Lokasi Pendirian SPBU; 
10 Izin Trayek/Kartu Pengawasan; 
11 Izin Usaha Budidaya Tanaman pangan; 
12 Tanda Daftar Usaha Budidaya Tanaman Pangan; 
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13 Izin usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosongan Beras; 
14 Izin Usaha Obat Hewan; 
15 Izin Usaha Budidaya Peternakan; 
16 Izin Usaha Rumah Potong Hewan; 
17 Surat Izin Usaha Perikanan; 
18 Surat Izin Penangkapan Ikan; 
19 Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan; 
20 Surat Izin Usaha Perikanan Pembudidayaan Ikan; 
21 Izin Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; 
22 Izin Penyelenggaraan Pusat Kebugaran Jasmani; 
23 Izin Usaha Pariwisata; 
24 Izin Usaha Rumah Makan; 
25 Izin Usaha Katering; 
26 Izin Industri Rumah Tangga Pangan; 
27 Izin Usaha restoran; 
28 Izin Usaha Hotel; 
29 Izin Usaha penginapan/ Villa; 
30 Izin Usaha Wisma; 
31 Izin Usaha Kafetaria; 
32 Izin Usaha Salon Kecantikan; 
33 Izin Usaha Perdagangan Umum; 
34 Izin Usaha Percetakan dan Sablon; 
35 Izin Apotik; 
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36 Izin Toko Obat; 
37 Izin Penyelenggaran Optikal; 
38 Izin Klinik; 
39 Surat Izin Terdaftar Depot Air Minum; 
40 Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi; 
41 Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Produksi; 
42 Izin Pemanfaatan Kayu; 
43 Izin gangguan/ Izin Tempat Usaha; 
44 Izin Usaha Jasa Konstruksi; 
45 Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 
46 Izin Pemanfaatan Ruang; 
47 Surat Izin Praktik Apoteker; 
48 Surat Izin Kerja Apoteke; 
49 Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian; 
50 Surat Izin Kerja Perawat; 
51 Surat Izin Kerja Perawat Gigi; 
52 Surat Izin Kerja Radiografer; 
53 Surat izin Refraksionis Optisien; 
54 Surat Izin Praktik Dokter; 
55 Surat Izin Praktik Dokter Gigi; 
56 Surat Izin Praktik Dokter Spesialis; 
57 Surat Izin Praktik Perawat; 
58 Surat Izin Kerja Bidan; 
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59 Surat izin Praktik Bidan; 
60 Surat Izin Praktik Fisioterafis; 
61 Surat Terdaftar Pengobat Tradisional; 
62 Surat Izin Pengobat Tradisional; 
63 Izin Pendirian Lembaga pendidikan Non Formal; 
64 Izin Penggunaan Pelataran/ jalan; 
65 Rekomendasi izin penyelenggaraan radio; 
66 Izin Lokasi pembangunan Studio dan stasiun Pemancar radio/ 
TV; 
67 Rekomendasi Pendirian menara Telekomunikasi; 
68 Izin Pertunjukan dan Keramaian Umum; 
69 Izin Reklame; 
70 Izin Penyimpanan sementara  Limbah B3; 
71 Rekomendasi UKL- UPL; 
72 Persetujuan SPPL; 
73 Rekomendasi Izin tenaga kerja Indonesia swasta; 
74 Rekomendasi Paspor TKI; 
75 Izin Pengumpulan uang atau barang; 
76 Rekomendasi Izin Undian; 
3.2.5 Maklumat Pelayanan 
Untuk memacu semangat bekerja aparatur pelayanan perizinan, 
maka BP2TPM Kabupaten Pinrang menetapkan  Maklumat/janji layanan 
sebagai berikut : 
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 Siap melayani dengan hati 
 Komitmen dengan standar pelayanan dan standar operasional 
prosedur 
 Siap menerima pengaduan anda dengan tangan terbuka 
3.2.6 Indeks Kepuasan Masyarakat 
Berdasarkan Keputusan MenteriPendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor 25 Tahun 2004, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data 
dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari 
hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat 
masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara 
pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan 
kebutuhannya. 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pasal 20: 
“PPTSP wajib melakukan penelitian kepuasan masyarakat secara berkala 
sesuai peraturan perundang-undangan”. 
Atas dasar peraturan di atas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 
dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang melakukan penelitian dan 
penghitungan kepuasan masyarakat atas pelayanan yang di berikan. 
Berikut ini disajikan hasil IKM yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan 






Rincian Unsur Pelayanan Indeks Kepuasan Masyarakat Selama 5 
Semester pada BP2TPM Kabupaten Pinrang 
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3,15 3,17 3,17 3,2 3,22 
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3,25 3,2 3,46 3,32 3,32 
Jumlah 43,67 44,55 45,57 45,58 45,62 
Nilai Rata-rata Persentase 77, 51 79,07 80,88 80,90 80,97 
Sumber : Hasil Pengolahan Data IKM BP2TPM Kabupaten Pinrang 
Nilai indeks dihitung dengan cara Nilai Interval Kualitas untuk setiap 
nilai unsur pelayanan dekali NRR tertimbang per unsur yaitu 0,071 
Tabel diatas merupakan nilai indeks kepuasan masyarakat yang 
dirilis oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 
Kabupaten Pinrang, berdasarkan indikator-indikator yang ditetapan 
menjadi unsur penilaian. 
                                       Table 3.6 
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Badan Pelayanan Perizinan 















1 1,00 – 1,75 25,00 - 43,75 D TIDAK BAIK 
2 1,76 – 2,50 43,76 - 62,50 C 
KURANG 
BAIK 
3 2,51 – 3,25 62,51 - 81,25 B BAIK 
4 3,26 – 4,00 81,26 -100,00 A 
SANGAT 
BAIK 









HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Pelayanan publik sejatinya adalah perwujudan dari fungsi aparatur 
Negara sebagai abdi masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan 
masyarakat. Sudah selayaknya filosofi ini dipahami bersama baik 
pemerintah yang berperan sebagai penyelenggara maupun masyarakat 
sebagai penerima layanan. Pelayanan publik menjadi bagian penting 
dalam pelaksanaan fungsi aparatur Negara karena dapat menjadi tolak 
ukur langsung oleh masyarakat dalam menilai keberhasilan 
penyelenggaraan pemerintahan. 
Dalam rangka mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada 
Masyarakat dilaksanakan sistem pelayanan terpadu. Sistem pelayanan 
terpadu pada hakikatnya adalah menyederhanakan mekanisme 
pelayanan sehingga kemanfaatannya benar-benar dirasakan oleh 
Masyarakat. Artinya, sistem ini diadakan bukan hanya karena adanya 
peraturan perundang-undangan yang mewajibkan, tetapi lebih kepada 
seberapa jauh sistem pelayanan terpadu tersebut dapat menghasilkan 
pelayanan yang lebih mudah, sederhana, cepat, murah, dan tertib dalam 
administrasi pelayanan. 
Salah satu bentuk pelayanan publik yang cukup menjadi sorotan 
adalah pelayanan perizinan. Pelayanan perizinan telah menjadi kebutuhan 
masyarakat mengingat permohonan untuk izin, seperti izin mendirikan 
bangunan maupun izin usaha perdagangan sangat dibutuhkan 
masyarakat. Melalui sitstem pelayanan terpadu satu pintu pemerintah 
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berupaya untuk terus meningkatkan perbaikan pelayanan kepada 
masyarakat, yang sebelumnya masih banyak ditemukan masalah dalam 
penyelenggaraan  perizinan seperti waktu pengurusan yang relatif lama 
karena proses yang berbelit dan menyangkut banyak lembaga teknis, 
biaya yang relatif tinggi karena proses yang panjang dan tidak transparan 
sehingga terbuka peluang untuk terjadinya pungutan liar, serta tidak 
adanya kejelasan baik biaya maupun waktu penyelesaian. Dalam 
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 
disebutkan: 
“Pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan 
suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian 
atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang 
memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses 
pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan 
tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat”. 
 
Atas dasar inilah pelayanan perizinan diselenggarakan dalam 
pelayanan terpadu satu pintu yang telah memperoleh pelimpahan 
kewenangan, yang sebelumnya diselenggarakan oleh beberapa lembaga 
atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan. 
Kabupaten Pinrang sendiri merespon peraturan tersebut dengan 
membentuk Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 
Kabupaten Pinrang (BP2TPM) untuk menyelenggarakan perizinan usaha 
dan usaha yang didelegasikan dari beberapa instansi atau SKPD yang 




Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pasal 6: 
“Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangan penandatanganan 
perizinan dan non perizinan kepada kepala PPTSP untuk mempercepat 
proses pelayanan”. 
Pasal di atas menjadi dasar kepada Bupati Kabupaten Pinrang 
untuk mendelegasikan penandatanganan perizinan dan non perizinan 
kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman 
Modal Kabupaten Pinrang, sebagai lembaga yang meyelenggarakan 
pelayanan terpadu satu pintu. 
Di sisi lain yang masih cukup mendapat sorotan dari proses 
penyelenggaraan pelayanan publik khususnya pelayanan perizinan, yaitu 
aparat pelaksana pelayanan perizinan itu sendiri. Kebutuhan masyarakat 
akan jasa layanan perizinan tentunya menjadi tanggung jawab setiap 
penyelenggara pelayanan perizinan. Dibutuhkan tanggung jawab yang 
tinggi untuk setiap aparat pelaksana pelayanan perizinan dan sikap yang 
tentunya dapat memberikan kenyamanan serta citra positif dari 
masyarakat atas pelayanan yang di berikan. 
Penelitian ini sendiri dilaksanakan di Badan Pelayanan Perizinan 
Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang untuk mengetahui 
bagaimanakah sistem penyelenggaraan pelayanan perizinan di BP2TPM, 
dan perilaku aparat pelaksana pelayanan perizinan di BP2TPM serta 
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faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan pelayanan 
perizinan di Kabupaten Pinrang.  
4.1 Sistem Pelayanan Perizinan di Badan Pelayanan Perizinan 
Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang 
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 
(BP2TPM) merupakan unsur pendukung tugas Bupati Kabupaten Pinrang 
bidang Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal, dipimpin oleh Kepala 
Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Bupati Pinrang melalui Sekretaris daerah. Kepala Badan di berikan 
kewenangan untuk menandatangani perizinan di Kabupaten Pinrang atas 
nama Bupati Pinrang, berdasarkan pendelegasian kewenangan dari 
Kepala Daerah.  
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 
Kabupaten Pinrang  mengintegrasikan seluruh proses pelayanan publik di 
bidang perizinan ke dalam suatu sistem penyelenggaraan pelayanan 
terpadu satu pintu, yaitu penyelenggaraan perizinan dan penanaman 
modal yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai 
ke tahap terbitnya dokumen perizinan dilakukan dalam satu tempat. 
Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 
tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik Pasal 14 ayat 1 disebutkan: 
“Sistem pelayanan terpadu merupakan satu kesatuan proses 
pengelolaan pelayanan terhadap beberapa jenis pelayanan yang 
dilakukan secara terintegrasi dalam satu tempat baik secara fisik 




Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 
Kabupaten Pinrang (BP2TPM) merupakan organisasi penting dalam 
upaya Pemerintah Kabupaten Pinrang meningkatkan kualitas pelayanan 
publik di Kabupaten Pinrang. Untuk menunjang dan mengarahkan 
penyelenggaraan perizinan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal Kabupaten Pinrang maka di tentukan standar  untuk 
pelayanan sebagai berikut: 
1. Dasar Hukum penyelenggaraan pelayanan perizinan 
2. Syarat penyelenggaraan pelayanan perizinan 
3. Mekanisme penyelenggaraan pelayanan perizinan 
4. Jangka Waktu penyelenggaraan pelayanan perizinan 
5. Biaya penyelenggaaan pelayanan perizinan 
Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik, Pasal 1 Ayat (7) berbunyi:  
“Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang di pergunakan sebagai 
pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas 
pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada 
masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, 
mudah, terjangkau dan terukur”.   
 
Selanjutnya dalam pasal 15 point (a) menyatakan:  
“Setiap Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan 
standar pelayanan”. 
 
Kedua pasal diatas menjelaskan bahwa Badan Pelayanan 
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang sebagai 
salah satu penyelenggara pelayanan publik di bidang perizinan wajib 
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menyusun dan menetapkan standar pelayanan yang merupakan tolak 
ukur untuk dipergunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan 
pelayanan perizinan di Kabupaten Pinrang. Standar ini berkaitan dengan 
dasar hukum penyelenggaraan perizinan, syarat-syarat penyelenggaraan 
perizinan, mekanisme penyelenggaraan perizinan, dan besaran biaya 
penyelenggaraan perizinan. 
4.1.1 Dasar Hukum Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 
1. Pembentukan Lembaga Pelayanan Peizinan Terpadu Satu Pintu di 
Daerah. 
Pada hakekatnya Pemerintahan adalah pelayan terhadap 
masyarakat, oleh karenanya birokrasi publik berkewajiban dan 
bertanggung jawab untuk memberikan layanan baik dan profesional. 
Kewajiban ini menuntut Pemerintah untuk dapat terus menciptakan produk 
kebijakan yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan yang 
baik dan profesional. Berikut ini merupakan beberapa regulasi 
pengembangan pelayanan publik di bidang perizinan: 
1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Sistem Pemerintah 
Daerah; 
2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 
3) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 
Modal; 
4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM; 
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5) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah 
Kabupaten/Kota; 
6) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah; 
7) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pemberian 
Insentif dan kemudahan Penanam Modal di Daerah; 
8) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan 
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 
9) Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan 
Perbaikan Iklim Investasi; 
10) Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Percepatan 
Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM;  
11) Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program 
Ekonomi Tahun   2008; 
12) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Bidang Investasi ; 
13) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor        
26/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan 
Akuntabililas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 
 
14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang 
“Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu” 
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(sebagai realisasi  Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang 
“Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi”);  
15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 tentang  
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 
16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di 
Daerah;  
17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2008 tentang 
Rumpun Pendidikan dan Pelatihan bagi Pemerintah Daerah. 
Semua regulasi di atas intinya mengarahkan Pemerintah Daerah 
melakukan kegiatan antara lain: 
a. Mewajibkan membentuk lembaga pelayanan perizinan terpadu satu 
pintu di daerah; 
b. penyederhanaan sistem dan prosedur perizinan usaha; 
c. pemangkasan waktu dan biaya perizinan; 
d. perbaikan sistem pelayanan; 
e. perbaikan sistem informasi; 
f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pelayanan perizinan.  
2. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 
dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang. 
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 
Kabupaten Pinrang di bentuk berdsarkan Peraturan Daerah Kabupaten 
Pinrang Nomor 24 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan 
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Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang. 
Merunut dari peraturan tersebut beberapa aturan lainya yang menjelaskan 
tentang tugas pokok, fungsi, kedudukan, kewenangan dan tata kerja 
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten 
Pinrang di antaranya: 
1. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 24 Tahun 2011 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan 
Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang. 
2. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan 
Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 24 Tahun 2011 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan 
Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang. 
3. Keputusan Bupati Pinrang Nomor 503/110/2012 tentang 
Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Administrasi dan 
Penerbitan Izin Prinsip Kepada Kepala Badan Pelayanan 
Perizinan Terpadu dan Penannaman Modal Kabupaten Pinrang. 
Melihat begitu pentingnya sektor pelayanan publik khususnya 
bidang perizinan, maka sudah selayaknya di perlukan regulasi-regulasi 
yang mampu mengatur dan mengarahkan proses pelayanan perizinan 
sehingga mampu memberikan kepuasan bagi masyarakat. Peraturan-
peraturan ini bukan hanya harus di pahami oleh para pemegang jabatan, 
tetapi juga harus mampu dipahami oleh aparat-aparat pelaksana. Berikut 
hasil wawancara dengan salah satu pegawai Badan Pelayanan Perizinan 
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Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang, Muchtar yang 
bertugas pada bagian pencetakan izin: 
“Sejak awal setiap pegawai di Badan ini telah diberikan bimbingan 
dan pelatihan tentang pelayanan perizinan terpadu, bahkan dimulai 
dari pengertian tentang pelayanan terpadu berdasarkan 
peraturaan-peraturan yang ada. Sehingga sampai sekarang kami 
tidak perlu bingung dan ragu lagi tentang apa yag harus kami 
kerjakan”. (Wawancara tanggal 3 April 2013 pukul 11.35 WITA) 
 
Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan-peraturan yang 
berkaitan dengan pelayanan perizinan secara terpadu dirasa sangat 
penting karena akan menjadi landasan bagi para aparat untuk 
melaksanakan tugas dan fungsinya tanpa harus bertanya lagi atas dasar 
apa mereka bekerja. Seperti yang di sampaikan oleh Kepala Bidang 
Pelayanan Perizinan Usaha Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal Kabupaten Pinrang Hj. A. Nurhayati Tamma, M.S : 
“Selain memberikan pendidikan dan pelatihan, kami juga 
membagikan Standar Pelayanan kepada setiap pegawai di 
BP2TPM agar dapat bekerja sesuai standar yang telah ditetapkan. 
Selain itu di BP2TPM dilaksanakan briefing tiga kali setiap 
minggunya agar para pegawai selalu mengingat apa yang telah 
diarahkan”. (Wawancara tanggal 2 April 2013 Pukul 13.20 WITA) 
 
Hal berbeda berkaitan dengan regulasi-regulasi yang mengatur 
pelayanan perizinan terpadu di Kabupeten Pinrang di kemukakan oleh A. 
Askari, S.PI., M.Si selaku Kepala Bidang Perizinan Non Usaha Badan 
Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang, 
yaitu: 
“BP2TPM bertugas menyelenggarakan layanan perizinan yang 
bersifat administrasi, dalam artian BP2TPM hanya berwenang 
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menerbitkan izin, sedangkan yang berhak menentukan layak atau 
tidaknya dikeluarkan izin adalah tim teknis yang telah ditunjuk oleh 
bupati yang berasal dari SKPD-SKPD terkait. Selama ini kami 
banyak menemui kendala sehubungan dengan koordinasi dengan 
SKPD-SKPD terkait hal ini di karenakan masih banyak SKPD yang 
memiliki peraturan tentang tim teknis. Hal ini sudah mengarah 
kepada egosektoral sehingga menjadi hambatan tersendiri dalam 
kerja tim teknis di BP2TPM”. (Wawancara tanggal 9 April 2013 
Pukul 10.00 WITA) 
 
Kecenderungan pemikiran dari beberapa Satuan Kerja Perangkat 
Daerah di lingkup Pemerintahan Kabupaten Pinrang bahwa Badan 
Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang 
telah mengambil alih tugas dan fungsi yang sebelumnya adalah 
wewenang Satuan Kerja Perangkat Daerah, telah menimbulkan masalah 
tersendiri dalam pelayanan perizinan di Kabupaten Pinrang. Padahal 
berdasarkan peraturannya Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal Kabupaten Pinrang hanya menyelenggarakan 
pelayanan administratif. Sedangkan untuk tugas pembinaan dan 
pengawasan tetap menjadi wewenang Satuan Kerja Perangkat Daerah. 
Hal ini harus secepatnya direspon oleh melalui regulasi yang lebih jelas 
agar tidak memperparah polemik yang muncul. 
4.1.2 Syarat Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 
Dalam penyelenggaraan perizinan, sebelum di prosesnya izin yang 
diajukan masyarakat, maka penyedia layanan dalam hal ini pemerintah 
perlu menetapkan persyaratan yang merupakan ketentuan-ketentuan 
yang wajib dipenuhi pemohon agar permohonan perizinan dapat diproses. 
Selama ini syarat penyelenggaraan perizinan baik itu izin mendirikan 
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bangunan (IMB) maupun izin usaha (SIUP) selalu dianggap berat oleh 
masyarakat, di karenakan terlalu banyak atau terlalu sulit terpenuhi, hal ini 
karena dalam sistem pelayanan perizinan tidak terpadu pemohon harus 
mendatangi banyak kantor dan dengan syarat yang terkadang tumpang 
tindih. Melalui sistem pelayanan terpadu satu pintu pemerintah berupaya 
melakukan perubahan dalam hal persyaratan agar dapat lebih 
memudahkan masyarakat dalam melakukan permohonan perizinan. 
Berdasarkan standar yang telah ditetapkan oleh Badan Pelayanan 
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang, syarat 
dalam penyelenggaraan perizinan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 
dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang untuk izin mendirikan 
bangunan (IMB) dan izin usaha (SIUP), tanda daftar perusahaan, dan izin 
gangguan/izin tempat usaha yaitu: 
Syarat penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan (IMB): 
1. Mengajukan permohonan surat izin mendirikan bangunan 
(IMB) yang ditujukan kepada Bupati Pinrang, Cq: Kepala 
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 
dengan materai Rp. 6000,-; 
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon IMB; 
3. Surat Pernyataan tidak keberatan dari tetangga yang 
diketahui Kepala lingkungan/Dusun, Kepala Desa/Lurah, dan 
camat setempat; 
4. Fotocopy bukti pelunasan SPPT PBB tahun berjalan; 
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5. Rekomendasi dari Kepala Desa/Lurah diketahui oleh Camat. 
6. Keterangan Situasi Bangunan (KSB) mengenai batas-batas 
dan garis sempadan bangunan; 
7. Gambar rencana bangunan sebanyak 2 (dua) rangkap; 
8. Foto berwarna ukuran 3x4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar. 
Syarat penyelenggaran Izin Usaha Perdagangan (SIUP): 
1. Mengisi formulir permohonan SIUP yang ditujukan kepada 
Bupati Pinrang Cq. Kepala Badan Pelayanan Perizinan 
Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang dengan 
materai Rp. 6000,-; 
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik atau 
penanggung jawab perusahaan; 
3. Fotocopy NPWP perusahaan; 
4. Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan atau Surat 
Izin Gangguan. 
5. Surat pernyataan dari pemohon SIUP tentang lokasi usaha 
perusahaan; 
6. Rekomendasi dari Kepala Desa/Lurah diketahui oleh Camat; 
7. Akta pendirian perusahaan (khusus untuk usaha yang 
berbadan hukum); 
8. Rekomendasi dari Instansi teknis (khusus usaha tertentu); 
9. Foto berwarna pemilik atau penanggung jawab perusahaan 
ukuran 3x4 sebanyak 4 (empat) lembar. 
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Perrmohonan untuk pendaftaran ulang izin usaha perdagangan 
(SIUP): 
1. Mengisi formulir pendaftaran ulang SIUP yang ditujukan 
kepada Bupati Pinrang Cq. Kepala Badan pelayanan 
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten 
Pinrang dengan materai Rp. 6000,-; 
2. SIUP asli; 
3. Neraca Perusahaan (tahun terakhir khusus untuk perseroan 
terbatas); 
4. Surat pernyataan dari pemohon SIUP tentang lokasi usaha 
perusahaan; 
5. Foto berwarna pemilik atau penanggung jawab perusahaan 
ukuran 3x4 sebanyak 4 (empat) lembar. 
Permohonan perubahan izin usaha perdagangan (SIUP): 
1. Mengisi formulir perubahan SIUP yang ditujukan kepada 
Bupati Pinrang Cq. Kepala Badan Pelayanan Perizinan 
Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang dengan 
materai Rp. 6000,- 
2. SIUP asli; 
3. Neraca perusahaan (tahun terakhir khusus perseroan 
terbatas); 
4. Data pendukung perubahan; 
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5. Foto berwarna pemilik atau penenggungjawab perusahaan 
ukuran 3x4 sebanyak 4 (empat) lembar. 
Pelayanan perizinan merupakan salah satu bagian penting dalam 
sektor pelayanan  publik di Kabupaten Pinrang  mengingat cukup 
tingginya kebutuhan masyarakat atas izin mendirikan bangunan (IMB) 
maupun izin usaha perdagangan (SIUP). Oleh karena itu, Pemerintah 
Kabupaten Pinrang melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal Kabupaten Pinrang dituntut bukan hanya mampu 
menyelenggarakan namun dapat lebih memudahkan masyarakat dalam 
melakukan proses permohonan perizinan baik IMB maupun SIUP. 
Syarat penyelenggaraan perizinan merupakan hal pertama yang 
harus dipenuhi masyarakat agar permohonan izin yang diajukan kepada 
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten 
Pinrang dapat diproses. Jadi sudah seharusnya syarat ini harus ada, 
tetapi bukan untuk memberatkan masyarakat. 
Seperti yang diungkapkan oleh Dra. Hj. A. Nurhayati Tamma, M.S. 
selaku Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman 
Modal Kabupaten Pinrang: 
“Permohonan atas IMB dan SIUP di Kabupaten Pinrang cukup 
tinggi karena bangunan merupakan kebutuhan pokok masyarakat 
khususnya rumah hunian, dan potensi wilayah Kabupaten Pinrang 
yang begitu beragam akan banyak menarik minat untuk mendirikan 
usaha perdagangan. Permohonan kedua izin ini cukup tinggi di 
kantor ini, sehingga kami harus betul-betul menyeleksi dan 
menetapkan syarat yang tepat. Syarat-syarat ini bukan untuk 
membatasi tetapi untuk menghindari tindakan-tindakan tidak 
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bertanggungjawab”. (wawancara tanggal 2 April 2013, Pukul 13.40 
WITA) 
 
Terlalu rentannya praktik-praktik penipuan dan percaloan disektor 
pelayanan publik khususnya pelayanan perizinan memang menjadi 
masalah dalam upaya menciptakan pelayanan yang prima bagi 
masyarakat. Berikut kutipan wawancara dengan Kepala Bidang 
Pelayanan Perizinan Usaha bapak Pasannangi, SE. Ak: 
“Syarat-syarat perizinan di BP2TPM kami harap dapat 
menunjukkan kepada masyarakat, bahwa syarat penyelenggaraan 
perizinan tidak lagi sulit seperti dulu, sehingga  masyarakat dapat 
melakukan permohonan perizinan sendiri tanpa melalui calo lagi. Di 
samping itu  kami sengaja mencantumkan beberapa syarat tentang 
data diri dan foto pemohon sehingga potensi-potensi untuk praktik 
percaloan semakin kecil”. (wawancara tanggal 10 April 2013 Pukul 
13.30 WITA) 
 
Kemudahan yang telah diberikan dalam hal persyaratan 
penyelenggaraan perizinan ini tentu dapat memberikan dorongan positif 
bagi masyarakat di Kabupaten Pinrang untuk lebih percaya kepada pihak 
penyelenggara perizinan, dalam hal ini Badan Pelayanan Perizinan 
Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang. 
Seperti yang diungkapkan oleh bapak Nursalam Nurdin yang 
mengurus SIUP untuk usaha dagang eceran mesin pertanian yang 
dikelolanya: 
“Sekarang mengrurus perizinan untuk usaha tidak sesulit dulu lagi. 
Sebelumnya jika mengurus izin usaha saya harus mendatangi 
beberapa dinas dan setiap dinas memiliki syarat yang bermacam-
macam padahal kalau dilihat syaratnya hampir serupa di setiap 
dinas. Bulan lalu saya mengurus izin usaha saya dan ternyata 
syaratnya sudah tidak sebanyak dulu, kalau kata petugas yang 
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menjelaskan ini namanya pelayanan terpadu satu pintu” 
(wawancara tanggal 6 April 2013 Pukul 15.00 WITA) 
 
Pada sistem non terpadu sebelumnya masyarakat di haruskan 
memperoleh izin atau rekomendasi dari instansi-instansi terkait agar 
perizinan yang dimohon dapat diproses, kenyataannya syarat-syarat dari 
beberapa instansi ternyata tumpang tindih sehingga dirasa oleh 
masyarakat seolah-olah memberatkan. Melalui sistem pelayanan 
perizinan terpadu secara satu pintu di Badan Pelayanan Perizinan dan 
Penanaman Modal masalah-masalah pada sistem non-terpadu 
sebelumnya sudah dapat teratasi dan juga akan merubah pandangan 
masyarakat  terhadap proses penyelenggaraan perizinan di Kabupaten 
Pinrang. 
Fenomena berbeda diungkap oleh Hartati yang juga mengurus 
SIUP atas usaha dagang pupuk eceran yang dimilikinya, yaitu: 
“Kalau dilihat syarat yang ditetapkan di BP2TPM tidak terasa sulit, 
tapi ketika saya mengurus izin untuk usaha ini sebelumnya saya 
mengurus SITU terlebih dahulu, dan untuk SITU saya di wajibkan 
meminta rekomendasi dan tanda tangan dari kepala lingkungan 
dan lurah setempat, tapi ternyata sangat sulit mendapatkan 
rekomendasi dari lurah setempat. Akibatnya saya butuh waktu yang 
sedikit lebih lama untuk memenuhi syaratnya”. 
(wawancara tanggal 7 April 2013 Pukul 14.30 WITA) 
 
Kewajiban untuk memperoleh rekomendasi atau tanda tangan dari 
pemerintahan setempat adalah hal mutlak yang harus dipenuhi mengingat 
secara administratif wilayah tempat akan mendirikan bangunan ataupun 
usaha adalah wewenang Lurah/Kepala Desa dan Camat. Berikut ini 
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kutipan wawancara dengan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 
dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang dalam menanggapi fenomena 
diatas: 
“Sebenarnya kami tidak punya wewenang untuk mendesak atau 
mewajibkan Lurah/Kepala Desa dan Camat untuk mengeluarkan 
rekomendasi IMB ataupun SIUP, rekomendasi tersebut 
sepenuhnya dalah hak dari Pemerintahan setempat. Jika memang 
dirasa tidak layak maka jelas tidak akan ada rekomendasi atau izin 
yang keluar. Namun jika memang masyarakat merasa ada 
keganjilan dalam pemenuhan syarat  atas izinnya kami sudah 
menyediakan bagian layanan pengaduan untuk masyarakat. 
Walaupun fenomena diatas berada diluar kewenangan kami tapi 
kami tetap akan membantu masyarakat jika dibutuhkan”. 
(wawancara tanggal 12 April 2013 Pukul 14.35 WITA) 
 
Sebagai penyelenggara pelayanan publik dalam hal ini 
penyelenggaraan perizinan, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal seharusnya memang mampu merespon dan 
memberikan solusi konkrit atas masalah atau kendala yang dihadapi 
masyarakat dalam mengrurs izin yang dibutuhkannya. Keberadaan 
layanan pengaduan ini bukan hanya di peruntukkan untuk masalah teknis 
yang dihadapi oleh masyarakat, tetapi juga untuk menerima pengaduan 
masyarakat atas pelayanan maupun perlakuan aparat penyelenggara 
perizinan, di mulai dari tahap permohonan izin sampai terbitnya izin. 
Potensi cukup berlimpah yang dimiliki Kabupaten Pinrang 
seharusnya dapat dimaksimalkan bersama, masyarakat  juga harus turut 
ambil bagian dalam pengelolaannya. Peran pemerintah adalah 
menciptakan regulasi yang dapat dirasakan lebih ringan oleh masyarakat 
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sehingga pada akhirnya juga dapat memaksimalkan peran masyarakat 
dalam mengelola sumber daya alam yang dimiliki daerah. Agar 
masyarakat dapat merasakan kemudahan ini sudah tentu masyarakat 
harus melakukan permohonan perizinan sendiri tanpa melaui perantara 
lagi. 
4.1.3 Mekanisme Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 
Mekanisme dalam penyelenggaraan perizinan berkaitan dengan 
pembagian kerja di tiap-tiap bagian, kelengkapan berkas untuk 
penyelenggaraan maupun penerbitan izin dan tentu tentang alur/prosedur 
penyelenggaraan perizinan. 
Sebelumnya pandangan yang terbentuk dalam masyarakat 
sehubungan dengan penyelenggaraan perizinan adalah rumit dan bebelit-
belit. Hal inilah yang menjadi tugas dari Badan Pelayanan Perizinan 
Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang untuk mengubah 
paradigm tersebut menjadi sederhana dan mudah di mengerti. 
Untuk itulah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman 
Modal Kabupaten Pinrang menetapkan standar untuk mekanisme 
penyelenggaraan perizinan. Untuk mekanisme penyelenggaraan perizinan 
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal telah 






                                       Gambar 4.1  
         Mekanisme Pelayanan Perizinan di Badan Pelayanan Perizinan 




1. Pemohon mendatangi bagian informasi untuk memperoleh 
informasi seputar izin yang akan di butuhkan beserta syarat-
syaratnya; 
2. Bagian informasi memberikan formulir pendaftaran untuk diisi 
oleh pemohon; 
3. Pemohon mengajukan formulir pendaftaran dan berkas 
permohonan di loket pendaftaran; 
4. Pegawai di loket pendaftaran menerima dan memeriksa 
kelengkapan berkas permohonan, berkas yang lengkap akan 
diregistrasi dan selamjutnya pemberian nomor register dan tanda 
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terima sedangkan berkas yang tidak lengkap akan dikembalikan 
kepada pemohon untuk dilengkapi. 
5. Loket Pelayanan (Seksi Administrasi Pelayanan dan 
Perencanaan Perizinan) akan mengadakan validasi dokumen 
berkas, jika dinyatakan valid  maka dijadwalkan untuk 
mengadakan rapat dan peninjauan lapangan Tim Teknis. 
6. Sub Bagian Tata Usaha membuat surat tugas peninjauan 
lapangan. 
7. Tim Teknis mengadakan peninjauan lokasi dengan membuat 
Berita Acara Pemeriksaan Lapangan (BAPL) dan mengadakan 
Rapat Tim Teknis, apabila : 
a. Dinyatakan layak, maka diproses lebih lanjut yang dituangkan 
dalam rekomendasi Tim Teknis. 
b. Dinyatakan tidak layak, maka berkas permohonan 
dikembalikan disertai surat alasan yang diketahui oleh Tim 
Teknis. 
8. Tim teknis menyerahkan Rekomendasi beserta lampirannya 
berupa BAPL, SKRD dan SSRD di Loket Pelayanan untuk 
diproses lebih lanjut. 
9. Selanjutnya Loket Pelayanan melakukan input data dan 
pencetakan naskah surat izin. 




11. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman 
Modal melakukan penandatanganan surat izin. 
12. Pemohon melakukan pembayaran Retribusi di Loket Bank 
Sulsel berdasarkan surat ketetapan retribusi daerah dari tim 
teknis. 
13. Pemohon menerima Surat Izin di Loket Penyerahan Izin. 
 Dalam wawancara dengan A. Sulvia Rum salah seorang aparat 
pelayanan perizinan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal Kabupaten Pinrang yang bertugas di bagian 
pendaftaran dikutip: 
“Mekanisme pelayanan perizinan dikantor kami sebenarnya sudah 
sangat jelas dan mudah. Cukup hanya dengan mendatangi 
BP2TPM saja, dibagian informasi pemohon sudah diberikan 
informasi-informasi penting oleh petugas dan di bantu untuk 
mengisi formulir pendaftaran. Selebihnya kami yang bertugas 
bagian pendaftaran cukup memeriksa kelengkapan berkas 
persyaratan yang dilampirkan pemohon dalam formulir 
pendaftaran. Namun kadang masih ada kekurangan dalam berkas 
permohonan atau juga kami dapatkan pemohon yang di wakili oleh 
orang lain, padahal hal ini tentu dapat menghambat permohonan 
perizinan yang diajukan oleh pemohon”. (wawancara  tanggal 3 
April 2013 pukul 10.00 WITA) 
 
Mekanisme pelayanan perizinan di Badan Pelayanan Perizinan 
Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang dianggap telah lebih 
baik dibandingkan dengan sebelumnya yang mengharuskan masyarakat 
untuk mendatangi banyak kantor yang bisa memilki prosedur berbeda di 
setiap instansi. Sudah menjadi kewajiban bagi pegawai yang bertugas di 
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bagian front office untuk bukan hanya melayani tetapi juga membantu 
masyarakat yang mengajukan permohonan perizinan. 
Pernyataan diatas sejalan dengan yang disampaikan oleh Nisma, 
pemohon yang mengajukan izin atas bangunan yang akan didirikannya, 
yaitu: 
“Saya mengurus IMB untuk bangunan yang akan didirikan 
disamping rumah saya. Saya berpikir akan sangat rumit prosesnya 
makanya saya meminta seorang teman untuk membantu saya 
untuk mengurus permohonan izinnya di BP2TPM, tapi setelah 
beberapa hari teman saya dating dan menyampaikan kepada saya 
untuk mengurus sendiri izin yang saya butuhkan, karena itu saya 
mengurus sendiri IMB untuk bangunan yang akan saya dirikan, dan 
ternyata prosesnya tidak rumit lagi. Saya cukup mendatangi 
BP2TPM dan melengkapi berkas permohonan. Untuk pembayaran 
dan pengambilan surat izin saja di tempat yang sama karena 
ternyata didalam kantornya sudah ada loket Bank Sulselbar”. 
(Wawancaa tanggal 5 April 2013 pukul 16.20 WITA) 
 
Selanjutnya dalam wawancara dengan Kepala Badan Bidang 
Pelayanan Perizinan non usaha, A. Askari, S.Pi. M.Si. menyatakan: 
Tugas kami adalah melayani administrasi untuk perizinan yang 
diajukan masyarakat, sedangkan yang akan menentukan izin yang 
di ajukan oleh masyarkat diterima atau di tolak adalah tim teknis 
dari SKPD terkait yang tentunya lebih memiliki kompetensi untuk 
mengambil keputusan itu”. (Wawancaa tanggal 9 April 2013 pukul 
10.15 WITA) 
 
Dalam mekanisme pelayanan perizinan di BP2TPM masyarakat 
cukup langsung mendaftarkan diri untuk mengajukan perizinan yang 
dibutuhkan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman 
Modal, kemudian pemohon menunggu kedatangan tim teknis untuk 
meninjau lokasi bangunan maupun lokasi usaha pemohon. Tim teknis 
97 
 
juga yang menentukan disetujui atau ditolaknya permohonan perizinan 
yang diajukan oleh masyarakat. Setelah semua pengolahan dokumen 
yang dilaksanakan di BP2TPM selesai, pemohon cukup mendatangi 
tempat yang sama untuk membayar retribusi bangunan atau tempat 
usahanya berdasarkan penghitungan yang dilakukan oleh tim teknis, 
karena di dalam BP2TPM sendiri telah disediakan loket pembayaran Bank 
Sulselbar. Setelah itu masyarakat dapat mengambil surat izin mendirikan 
bangunan (IMB) atau izin usaha perdagangan (SIUP) yang mereka 
butuhkan di loket penyerahan izin. 
Peran masyarakat sebagai penerima layanan juga turut 
mendukung perbaikan  pelayanan perizinan di Kabupaten Pinrang.  
Melalui mekanisme yang lebih mudah dan sederhana ini masyarakat di 
harap tidak akan menghadapi kesulitan lagi dalam memperoleh izin yang 
dibutuhkan sehingga tidak perlu lagi mengurus perizinannya melalui orang 
lain, maupun melalui calo yang selama ini menjadi masalah dalam 
pelayanan perizinan. 
4.1.4 Jangka Waktu Penyelenggaraan  Pelayanan Perizinan 
Syarat dan mekanisme yang yang di tetapkan dalam 
penyelenggaraan pelayanan perizinan tentu akan berimbas terhadap 
waktu untuk menyelesaikan proses perizinan yang dibutuhkan 
masyarakat. Jangka waktu yang dimaksud di sini, yaitu waktu yang 
dibutuhkan untuk menyelesaikan perizinan mulai dari pendaftaran dan 
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dilengkapinya/dipenuhinya persyaratan teknis dan atau persyaratan 
administratif sampai dengan selesainya suatu proses pelayanan. 
 Sudah tentu harapan masyarakat adalah memperoleh perizinan 
yang dibutuhkannya secepat mungkin sesuai harapannya. Harapan 
masyarakat untuk jangka waktu perizinan yang dibutuhkannya, kemudian 
berupaya di penuhi oleh pemerintah melalui penyelenggaraan pelayanan 
terpadu satu pintu.  
Salah satu prinsip dalam pelayanan terpadu satu pintu adalah 
kepastian waktu, yang berarti pemrosesan permohonan perizinan dan non 
perizinan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditetapkan tanpa 
memperhatikan skala usaha pemohon, prinsip ini juga yang harus 
dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman 
Modal Kabupaten Pinrang selaku Badan penyelenggara pelayanan 
perizinan terpadu satu pintu di Kabupaten Pinrang. 
Dalam wawancara dengan Kepala Bidang Perizinan Usaha 
BP2TPM dikutip: 
“Persoalan waktu pemrosesan izin kami sudah cukup transparan, 
masyarakat  bisa melihat sendiri standar waktu yang kami pajang di 
bagian informasi. Kalau memang ada yang tidak sesuai silahkan 
sampaikan ke layanan pengaduan”. (Wawancara tanggal 10 April 
2013 pukul 14.00 WITA) 
 
Selanjutnya dalam wawancara dengan salah seorang petugas 
dibagian pemrosesan izin menyatakan: 
“Rata-rata izin yang diproses di sini hanya butuh waktu dua hari, 
kecuali untuk izin mendirikan bangunan (IMB) itu butuh waktu yang 
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lebih karena menunggu laporan dan rekomendasi dari tim teknis”. 
(Wawancara tanggal 3 April 2013 pukul 12.00 WITA) 
 
Di bagian informasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal telah dipajang papan yang berisi standar waktu untuk 
setiap perizinan. Hal ini diharapkan dapat lebih memberikan jaminan 
kepada masyarakat atas izin yang dibutuhkannya. 
Untuk IMB memang membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama, 
hal ini di karenakan izin tersebut harus dilakukan peninjauan lokasi dan 
penghitungan retribusi yang dilakukan oleh tim teknis terlebih dahulu 
sebelum pemrosesan izinnya dilaksanakan. 
Table 4.1 
Jangka waktu penyelenggaraan IMB dan SIUP Di Badan 
Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 
Kabupaten Pinrang 
No Jenis perizinan Waktu 
1 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 7 Hari 
2 Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 2 Hari 
              Sumber : Standar waktu pelayanan BP2TPM Kabupaten Pinrang 
 
Standar untuk waktu penyelesaian izin ini juga didukung oleh ibu 
Dra. Siti Fatimah yang mengurus izin mendirikan bangunan di BP2TPM 
yang menyatakan bahwa: 
Saya mengurus IMB mulai dari pendaftaran sampai menerima 
izinnya hanya butuh waktu tujuh hari, malah katanya izinnya selesai 
enam hari tapi saya yang terlambat datang mengambil. Untuk IMB 
yang selesai dalam waktu tujuh hari tentu saya sudah merasa 
cukup puas karena sesuai dengan yang saya lihat dikantornya, 
apalagi pegawainya yang meninjau tanah saya datang di hari 





Selanjutnya Dra. Hj. A. Nurhayati Tamma, M.S. selaku Kepala 
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten 
Pinrang menyatakan: 
Untuk beberapa jenis perizinan kami sangat berharap kerja sama 
dan profesionalisme dari tim teknis, karena walaupun telah di SK 
kan untuk berkantor di sini, terkadang tim teknis juga jarang berada 
disini. Sehingga hal ini tentu bisa menjadi penghambat dalam 
penyelenggaraan pelayanan perizinan di BP2TPM. (Wawancara 
tanggal 12 April 2013 pukul 14.00 WITA) 
 
Pembentukan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
pada dasarnya ditujukan untuk menyederhanakan birokrasi pelayanan 
perizinan dan non-perizinan yang salah satunya adalah mempercepat 
waktu pelayanan dengan mengurangi tahapan-tahapan dalam pelayanan 
yang kurang penting, seperti waktu yang dihabiskan oleh pemohon izin 
untuk mendatangi berbagai instansi. Koordinasi yang lebih baik antar 
instansi yang terkait dengan perizinan juga akan sangat berpengaruh 
terhadap percepatan layanan perizinan. 
4.1.5 Biaya Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 
Biaya pelayanan perizinan yang dimaksud di sini adalah besaran 
biaya administrasi yang ditetapkan untuk setiap pelayanan perizinan, 
sebagai imbalan atas pemberian pelayanan umum yang besaran dan tata 
cara pembayarannya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Selama ini banyak yang menganggap bahwa penetapan biaya 
untuk layanan perizinan tidak wajar dan kadang mengada-ada oleh 
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karenanya dibutuhkan ketetapan yang transparan untuk biaya pelayanan 
perizinan. Sehingga dengan adanya kepastian akan biaya pelayanan 
sangat penting untuk memberikan jaminan kepada masyarakat untuk 
mengurus perizinan yang dibutuhkannya. 
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 
Kabupaten Pinrang sendiri menetapkan standar pelayanan untuk biaya 
Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 
dapat dilihat dlam tabel berikut ini: 
Tabel 4.2 
Biaya Penyelenggaraan Pelayanan IMB dan SIUP di BP2TPM 
Kabupaten Pinrang 
No  Jenis perizinan Biaya 
1 Izin Mendirikan Banguan (IMB) Gratis 
2 Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Gratis 
        Sumber: Standar biaya pelayanan BP2TPM Kabupaten Pinrang 
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa biaya pelayanan untuk IMB 
dan SIUP ditetapkan tidak dikenakan biaya sama sekali. Hal ini untuk 
menegaskan upaya pemerintah untuk mendorong masyarakat untuk lebih 
partisipatif dalam kepemilikan izin baik bangunan maupun usaha. Di 
samping itu juga untuk memperbaiki pandangan masyarakat atas 
pelayanan perizinan yang selama ini dianggap tidak wajar dalam 
penetapan biaya. Seperti yang disampaikan oleh Kepala BIdang 
Pelayanan Perizinan Non usaha BP2TPM bahwa: 
“Banyak anggapan bahwa biaya pelayanan publik terlalu berat 
apalagi pelayanan perizinan. Karena itu dengan menggratiskan  
biaya  pelayanan di BP2TPM bertujuan untuk lebih meringankan 
masyarakat dalam mengurus perizinan, dan ke depannya kami 
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berharap tidak akan lagi ada bangunan atau usaha yang tidak 
memiliki izin”. (Wawancara tanggal 9 April 2013 pukul 10.55 WITA) 
 
Selanjutnya dalam wawancara dengan Kepala Badan Pelayanan 
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal menyatakan: 
Untuk jenis perizinan yang dikenakan biaya retribusi seperti IMB 
masyarakat tidak perlu khawatir karena di kantor kami telah 
tersedia tabel untuk penghitungan biaya retribusi setiap perizinan. 
Disamping itu masyarakat hanya membayar biaya retribusi di loket 
Bank Sulselbar bukan kepada petugas yang menyerahkan izin. 
(Wawancara tanggal 2 April 2013 pukul 14.00 WITA) 
 
Dengan adanya tabel penghitungan biaya retribusi untuk izin 
mendirikan bangunan masyarakat juga dapat turut menghitung sendiri 
retribusi yang dikenakan untuk bangunan dan tempat usahanya tanpa 
perlu khawatir adanya biaya tambahan diluar retribusi. Keberadaan loket 
Bank Sulselbar di dalam gedung Pusat Pelayanan Publik Kabupaten 
Pinrang juga turut membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat 
terhadap layanan perizinan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal Kabupaten Pinrang. 
Respon yang diberikan masyarakat untuk biaya pelayanan di 
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupeten 
Pinrang juga cukup positif dengan menggratiskan biaya pelayanan dan 
lebih terbuka dalam penetapannya. Seperti yang disampaikan oleh Hj. 
Mariani Ali, S.E. bahwa: 
Saya mengurus SIUP untuk usaha konstruksi milik saya, saya 
awalnya mengira biayanya akan begitu berat tapi saat akan 
mengambil surat izinnya ternyata untuk SIUP tidak di kenakan 
biaya, hanya untuk izin tempat usaha di kenakan retribusi. Tidak 
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ada biaya lain yang diminta oleh petugasnya. (Wawancara tanggal  
14 April 2013 pukul 16.20 WITA) 
 
Komunikasi yang baik antara petugas dan pemohon tentu akan 
berimbas terhadap tanggapan masyarakat terhadap pelayanan perizinan 
yang diselenggarakan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal Kabupaten Pinrang. Oleh karena itu sebaikanya 
disamping melayani aparat pelayanan juga dapat membantu memberikan 
penjelasan kepada masyarakat yang membutuhkan perizinan. Fenomena 
berbeda disampaikan oleh Andi Sulvia Rum aparat yang bertugas di 
bagian front office BP2TPM yang mengatakan bahwa: 
Sebenarnya tidak ada biaya yang ditetapkan untuk diberikan 
kepada petugas yang menyerahkan izin. Tetapi terkadang ada 
masyarakat yang memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- sebagai 
ucapan terima kasih. Masih banyak juga yang memberikan uang 
untuk mempercepat atau memudahkan proses perizinannya. 
(Wawancara tanggal 3 April pukul 10.20 WITA) 
 
Upaya perbaikan kualitas pelayanan perizinan tentu harus berjalan 
lurus dengan partisipasi masyarakat dalam mengikuti peraturan yang telah 
ditetapkan oleh pemerintah. Seperti halnya praktik percaloan, budaya tip 
dan kebiasaan memberi sogokan yang masih sering dilakukan oleh 
masyarakat malah sebaliknya akan memberikan dampak negatif  terhadap 
upaya pemerintah dalam perbaikan pelayanan publik. Atas fenomena 
masih banyaknya masyarakat yang memberikan biaya untuk memperoleh 
perlakuan khusus dan juga tip kepada petugas, Dra. Hj. A. Nurhayati 
Tamma, M.S merespon keras dengan menyatakan: 
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Jika kami menemukan ada petugas yang menerima uang yang di 
berikan oleh masyarakat baik tip maupun untuk memperoleh 
perlakuan khusus tentu akan ditindak tegas, karena sekecil apapun 
yang diberikan, itu tetaplah suap dan jelas melanggar peraturan. 
Karena itu kami telah menghimbau kepada seluruh petugas untuk 
tidak menerima apapun yang diberikan oleh pengguna jasa, dan 
jika masih ada yang memberikan kami berharap petugas pelayanan 
dapat memberikan penjelasan tentang peraturan yang berlaku. 
(Wawancara tanggal 12 April 2013 pukul 14.15) 
 
Standar untuk biaya pelayanan yang ditetapkan oleh Badan 
Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang 
tentu harus menjadi pegangan bagi setiap pegawainya agar dapat bekerja 
sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
Pelayanan perizinan merupakan salah satu bagian penting dalam 
proses pelayanan publik, mengingat izin akan memberikan jaminan 
keamanan atas kegiatan yang dilakukan masyarakat. Dengan 
memberikan kemudahan dalam perizinan tentu akan membantu 
masyarakat agar mentaati Undang-undang yang berlaku.  
Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu pada dasarnya 
bertujuan untuk mennyederhanakan birokrasi pelayanan perizinan dan 
non perizinan dalam bentuk memepercepat waktu pelayanan, menekan 
biaya pelayanan, dan menyederhanakan persyaratan. Dengan adanya 
pelayanan terpadu satu pintu masyarakat dapat memperoleh pelayanan 
publik yang lebih baik serta mendapatkan kepastian dan jaminan hokum 
dari formalitas yang dimiliki. 
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 
Kabupaten Pinrang sebagai penyelenggara pelayanan perizinan terpadu 
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satu pintu di Kabupaten Pinrang tentu di harapkan dapat menjalankan 
kewajibannya menyelenggarakan pelayanan perizinan dengan sistem 
yang baik dan tepat seperti yang diharapkan bersama, baik oleh 
masyarakat maupun pemerintah. Melalui regulasi yang jelas dan tepat, 
persyaratan yang jelas, mekanisme yang sederhana, waktu yang lebih 
singkat dan pembiayaan yang wajar dan terbuka maka proses 
penyelenggaran pelayanan perizinan di Kabupaten Pinrang menjadi lebih 
sederhana dan lebih mudah dipahami oleh masyarakat disamping itu  
akan menjadi salah satu indikator dalam keberhasilan Pemerintah Daerah 
menjalankan fungsinya sebagai abdi Negara maupun sebagai abdi 
msyarakat. 
Penyelenggaraan layanan perizinan terpadu satu pintu (PTSP) 
dalam pelayanan perizinan di Kabupaten Pinrang di anggap telah 
memberikan dampak positif terhadap kesadaran masyarakat untuk 
memiliki legalitas atas kegiatan yang di laksanakan, baik usaha maupun 
non usaha. Di sisi lain tentu hal ini akan meningkatkan pendapatan daerah 
melalui biaya retribusi atas perizinan yang yang di berikan. Seperti yang di 
sampaikan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal Kabupaten Pinrang, Hj. A. Nurhayati Tamma, M.S: 
“Sejak diberlakukannya sistem pelayanan terpadu satu pintu dalam 
penyelenggaraan pelayanan perizinan di Kabupaten Pinrang 
dimulai dari tahun 2010 yang di selenggarakan oleh Kantor 
Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) hingga berganti di tahun 
2011 menjadi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal (BP2TPM) Kabupaten Pinrang dan terus berdiri 
hingga sekarang telah menunjukkan peningkatan jumlah 
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permohonan perizinan yang cukup signifikan”.( Wawancara tanggal 
2 April 2013 Pukul 13.10 WITA) 
 
Jumlah perizinan yang telah diterbitkan di Kabupaten Pinrang sejak 
diterapkannya sistem pelayanan terpadu satu pintu, baik yang 
diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu sampai 
beralihnya kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman 
Modal Kabupaten Pinrang dapat dilihat dalam tabel berikut ini: 
 
                                         Tabel 4.3 
Jumlah Penerbitan dan Retribusi Izin pada Badan Pelayanan 
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal  Kabupaten Pinrang 




Tahun 2010 (1 Juli s/d 31 
Desember 2010) 
2288 Rp 362.784.732 
2 
Tahun 2011 (1 Januari s/d 
30 Desember  2011) 
5452    Rp 884.615.700 
 
3 
Tahun 2012 (1 Januari s/d 





Total 12.149 Rp 2.142.399.874 
Sumber: hasil pengolahan data BP2TPM Kabupaten Pinrang 
Data lain yang menunjukkan angka penerbitan jumlah perizinan 
SIUP dan IMB (usaha dan non usaha) yang telah diterbitkan oleh Badan 
Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang 





                                         Tabel 4.4 
Rekapitulasi  Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan, Izin Usaha 
Perdagangan, Tahun 2012 























186 281 411 878 
Non-
usaha 
Sumber: Hasil pengolahan data BP2TPM Kabupaten Pinrang 
Cukup tingginya angka perizinan yang telah diterbitkan oleh 
BP2TPM Kabupaten Pinrang menunjukkan bahwa sistem pelayanan 
perizinan yang diterapkan telah mendorong partisipasi masyarakat dalam 
penyelenggaraan pelayanan perizinan di Kabupaten Pinrang, hal ini tentu 
di karenakan masyarakat telah memiliki  kepercayaan atas pelayanan 
perizinan yang diselenggarakan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 
dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang. 
Selain berdampak terhadap jumlah perizinan yang diterbitkan, 
penerapan sistem pelayanan perizinan terpadu satu pintu di Kabupaten 
Pinrang juga berdampak terhadap pendapatan Pemerintah Kabupaten 




4.2 Perilaku Aparat Pelaksana Pelayanan Perizinan di Badan 
Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 
Kabupaten Pinrang. 
Salah satu indikator yang menentukan keberhasilan 
penyelenggaraan pelayanan publik khususnya pelayanan perizinan 
adalah kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh penyelenggara 
pelayanan perizinan. Kualitas SDM ini berkaitan kemampuan setiap 
aparat pelaksana pelayanan perizinan dalam menjalankan kewajibannya 
melayani kebutuhan masyarakat atas jasa layanan perizinan. Selain 
kemampuan yang dimiliki oleh aparatnya, kualitas sumber daya manusia 
penyelenggara pelayanan perizinan juga dapat dinilai dari perilaku yang 
ditunjukkan oleh aparat pelaksana pelayanan perizinan dalam melayani 
masyarakat. Perilaku yang ditunjukkan oleh aparat pelaksana pelayanan 
perizinan tentu akan berdampak terhadap penilaian masyarakat atas 
layanan perizinan yang diselenggarakan. 
Salah satu prinsip yang berkaitan dengan aparat pelaksana dalam 
pelayanan terpadu satu pintu adalah kedisiplinan, kesopanan dan 
keramahan. Prinsip ini juga yang harus dijalankan oleh aparat pelaksana 
di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 





4.2.1 Kedisiplinan dan Tanggung jawab Aparat Pelaksana Pelayanan 
Perizinan 
Dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan telah ditetapkan 
aturan yang menjadi kewajiban bagi setiap pelaksananya. Aturan ini 
bertujuan agar seluruh aparat pelaksana pelayanan perizinan dapat lebih  
disiplin dan bertanggungjawab melaksanakan tugasnya dalam 
memberikan pelayanan. 
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 
Kabupaten Pinrang sendiri telah menetapkan aturan untuk mengarahkan 
setiap aparatnya bekerja secara profesional dan bertanggung jawab. 
Dalam wawancara dengan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 
dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang Hj. A. Nurhayati Tamma, M.S 
tentang kedisiplinan bawahannya mengngungkapkan bahwa: 
“Untuk petugas sendiri kami telah memberikan pelatihan khusus, 
disamping untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan 
pegawai dalam hal pelayanan perizinan, juga untuk mendorong 
setiap pegawai di BP2TPM lebih disiplin dan bertanggungjawab 
terhadap peraturan yang telah ditetapkan”. (Wawancara tanggal 2 
April 2013 pukul 13.50 WITA) 
 
Dalam penyelenggaraan sitstem pelayanan terpadu satu pintu telah 
ditetapkan standar untuk sumber daya manusia penyelenggara 
pelayanan. Atas dasar inilah setiap penyelenggara wajib memberikan 
pendidikan dan pelatihan khusus agar kualitas aparat yang dimiliki setiap 
penyelenggara dapat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 
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Bapak Pasannangi, SE. Ak selaku Kepala Bidang Pelayanan 
Perizianan Usaha juga menyatakan: 
“Selain memberikan pendidikan dan pelatihan khusus untuk 
pegawai di BP2TPM, kami juga berupaya untuk membangun tata 
nilai baru sebagaimana tata nilai profesional swasta”. (Wawancara 
tanggal 10 April 2013 pukul 13.20 WITA) 
 
Selama ini jika dibandingkan pelayanan yang tunjukkan oleh aparat 
pelaksana pelayanan antara swasta dan pemerintah, tentu banyak yang 
,menganggap pelayanan swasta lebih baik. Hal ini karena tuntutan untuk 
pegawai swasta agar bekerja secara profesional lebih besar dibanding 
pegawai pemerintah. Oleh karena itu Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 
dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang berupaya untuk membangun 
tata nilai baru seperti tata nilai yang dimiliki oleh swasta, agar aparat yang 
dimilikinya dapat bekerja secara profesional, disiplin dan 
bertanggungjawab penuh atas kewajibannya.  
Secara kualitas pegawai di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 
dan Penanaman Modal dianggap telah cukup mampu untuk 
menyelenggarakan pelayanan perizinan terpadu satu pintu, dan terus 
diupayakan agar semakin baik sesuai dengan standar yang ditetapkan. 
Namun kendala berkaitan dengan kuantitas aparat pelaksana pelayanan 
perizinan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 
Kabupaten Pinrang di ungkapkan oleh Bapak A. Askari, S.Pi. M.Si. 
“Untuk kuantitas pegawai pelayanan di BP2TPM sebenarnya kami 
masih kurang, karena masih ada beberapa petugas yang biasanya 
bekerja dalam dua bagian, seperti petugas di bagian informasi juga 
bertugas di loket pendaftaran. Hal ini tentu tidak sesuai dengan 
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peraturannya, tetapi karena keterbatasan sumber daya manusia 
terpaksa hal itu dimaklumi, agar pelayanan perizinan dapat terus 
berjalan”. (Wawancara tanggal 17 April 2013 pukul 9.45 WITA) 
 
Masalah seperti diatas tentu cukup sulit untuk diatasi, mengingat 
perekrutan pegawai negeri sipil berada dalam wewenang Badan 
Kepegawaian, bukan dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan 
perizinan. Namun dengan keterbatasan kuantitas aparat tersebut, Badan 
Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang 
tetap berupaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan jasa 
pelayanan perizinan. 
Masyarakat yang mengurus perizinan di Badan Pelayanan 
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang juga 
merasa telah cukup puas dengan pelayanan yang ditunjukkan oleh aparat 
pelaksana. Berikut beberapa kutipan wawancara dengan masyarakat 
tentang tanggungjawab petugas pelayanan: 
“Saya rasa petugas pelayanan di BP2TPM sudah bekerja dengan 
baik, karena saat datang untuk mengurus izin bengkel reparasi, 
saya langsung dipersilahkan duduk dibagian informasi dan 
diberikan beberapa informasi terkait dengan izin yang saya 
butuhkan. Saya tidak melihat ada loket yang dibiarkan kosong 
tanpa petugas.(Wawancara tanggal 13 April 2013 pukul 10.20 
WITA) 
 
“Tidak ada pemohon yang dibiarkan menunggu jika gilirannya tiba, 
setiap petugas bekerja untuk melayani masyarakat yang datang. 
Saya bahkan dibantu mengisi formulir pendaftaran”. (Wawancara 
tanggal 20 April 2013 pukul 16.30 WITA) 
 
Bukan hanya melayani masyarakat tetapi aparat pelaksana di 
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten 
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Pinrang juga turut membantu pemohon yang mengurus perizinan hal ini 
tentu akan lebih memberi kemudahan bagi masyarakat yang sedang 
mengurus izin yang dibutuhkannya. 
Kedisiplinan dan tanggung jawab yang ditunjukkan oleh aparat 
pelaksana pelayanan perizinan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 
dan Penanaman Modal dalam menjalankan tugasnya  juga merupakan 
upaya untuk turut memperbaiki kualitas  pelayanan publik di Kabupaten 
Pinrang sehingga dapat  mengubah paradigma masyarakat yang 
sebelumnya menganggap pelayanan perizinan rumit dan tanpa kejelasan. 
4.2.2 Keramahan dan Kesopanan Aparat Pelaksana Pelayanan 
Perizinan 
Sebagai pelaksana pelayanan perizinan sudah tentu akan terus 
berhubungan langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu sangat 
penting bagi setiap aparat pelayanan publik untuk mampu memberikan 
sikap yang ramah dan sopan terhadap masyarakat yang membutuhkan, 
tanpa terkecuali aparat pelayanan perizinan di Badan Pelayanan 
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang. 
Selain memang telah menjadi prinsip dalam pelaksanaan 
pelayanan publik, keramahan dan kesopanan yang ditunjukkan oleh 
aparat pelayanan perizinan tentu akan memberikan kepuasan tersendiri 
kepada masyarakat. Sebagaimana diungkapkan oleh beberapa 
masyarakat yang telah mengurus perizinan di Badan Pelayanan Perizinan 
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Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang, Bapak Haeruddin 
Mansyur mengatakan: 
Pegawai di BP2TPM betul-betul sopan dan ramah saat masuk ke 
ruang tunggunya kita kemudian disapa dengan halus dan 
senyuman. (Wawancara tanggal 14 April 2013 pukul 11.00 WITA) 
 
Bapak Maman Supratman yang datang untuk mengurus izin 
usahanya juga menambahkan: 
Pegawainya selalu senyum dan ramah mulai dari memberi 
informasi, mendaftar, sampai dengan saya mengambil surat izin. 
Saya sendiri akhirnya jadi merasa akrab dengan pegawainya. 
(Wawancara tanggal 20 April 2013 pukul 13.40 WITA) 
 
Sikap sopan dan ramah yang berikan oleh aparat pelaksana 
pelayanan perizinan tentu menjadi nilai positif bagi peningkatan kualitas 
layanan yang diberikan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal Kabupaten Pinrang. Masyarakat akan lebih partisipatif 
dan memberikan respon yang baik apabila didukung oleh sikap, 
penampilan, dan tutur kata aparat yang melayani. Seperti yang 
diungkapkan oleh Bapak A. Pasannangi, SE. Ak yang menyatakan bahwa: 
“Untuk pegawai pelayanan perizinan di kantor kami, selain 
menggunakan pakaian dinas pada umumnya juga diwajibkan untuk 
menggunakan seragam khusus. Hal ini agar penampilan petugas 
pelayanan lebih menarik, dan untuk penciptaan SDM yang lebih 
berkualitas di BP2TPM”. (Wawancara tanggal 10 April 2013 pukul 
13.00 WITA) 
 
Selain pengetahuan dan kemampuan aparat pelayanan, 
penampilan aparat pelaksana pelayanan juga merupakan bagian untuk 
menciptakan sumber daya manusia yang lebih berkualitas dalam hal 
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pelayanan perizinan di Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal 
Kabupaten Pinrang.  
Profesionalisme sumber daya manusia yang mengelola pelayanan 
perizinan merupakan salah satu kunci sukses penyelenggaraan 
pelayanan terpadu dan satu pintu. Tindakan profesional aparat dapat 
dilihat dari perilakunya, dalam disiplin dan bertanggung jawab atas 
kewajibannya, serta sikap dan penampilannya yang mencerminkan 
keramahan dan kesopanan sebagai aparat pelaksana pelayanan terhadap 
masyarakat. 
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 
Kabupaten Pinrang terus berupaya menciptakan sumber daya manusia 
yang profesional sebagai aparat pelaksana pelayanan perizinan. Melalui 
pendidikan dan latihan khusus untuk meningkatkan pengetahuan dan 
kemampuan aparat yang dimilikinya. Selain itu melalui pembagian kerja 
dan peraturan yang baik tentu akan mendukung terciptanya aparat 
pelaksana pelayanan perizinan yang disiplin dan bertanggung jawab. 
4.3 Faktor-faktor Yang Mendukung dan Menghambat Pelaksanaan 
Pelayanan Perizinan Terpadu di Kabupaten Pinrang 
Dalam penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu satu pintu di 
Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang, 
banyak faktor yang sifatnya mendukung maupun menghambat 
pelaksanaan pelayanan perizinan. Berdasarkan hasil peneletian yang 
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telah dilakukan faktor-faktor ini dapat bersumber dari dalam ataupun dari 
luar penyelenggara pelayanan perizinan. 
4.3.1 Faktor-faktor Yang Mendukung Pelaksanaan Pelayanan 
Perizinan Terpadu di Kabupaten Pinrang 
1. Kebijakan Pemerintah/Aturan tentang Pelaksanaan Pelayanan 
Perizinan Terpadu Satu Pintu 
Kesuksesan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan 
pelayanan perizinan bagi masyarakat tentu tidak serta merta dapat terjadi 
tanpa adanya kebijakan yang jelas dan sistematis. Di mulai dari peraturan 
di tingkatan pusat, seperti dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi  dan Tata Kerja Unit 
Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah, pasal pasal 2 ayat 1 
menyatakan, “Dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat di 
bidang perizinan dibentuk unit pelayanan perizinan terpadu dengan 
sebutan Badan atau Kantor”. 
Peraturan diatas yang mewajibkan setiap daerah untuk membentuk 
unit pelayanan terpadu di daerah. Kabupaten Pinrang sendiri membentuk 
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal sebagai 
penyelanggara pelayanan perizinan di Kabupaten Pinrang, melalui 
Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 24 Tahun 2011 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal Kabupaten Pinrang. 
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Selain kedua regulasi diatas masih banyak kebijakan-kebijakan 
yang berkaitan dengan pengembangan pelayanan publik dibidang 
perizinan. Pada dasarnya keseluruhan regulasi hukum tersebut tentu 
merupakan kebijakan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan 
layanan yang baik dan profesional. 
2. Kualitas Sumber Daya Manusia 
Salah satu tantangan dari pelaksanaan pelayanan perizinan adalah 
kesiapan sumber daya manusia pengelola yang profesional. Sumber daya 
manusia dalam hal ini adalah aparat pelaksana pelayanan perizinan. 
Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang 
sebagai penyelenggara pelayanan perizinan di Kabupaten Pinrang 
merespon tantangan tersebut dengan terus berupaya menciptakan aparat 
yang berkualitas dan profesional dalam memberikan pelayanan perizinan 
kepada masyarakat Kabupaten Pinrang. Upaya tersebut diwujudkan 
melalui pelatihan-pelatihan dan pendidikan khusus bagi aparatnya baik di 
tingkatan lokal, regional, maupun nasional.  Seperti di ungkapkan oleh 
Bapak A. Askari, S.Pi. M.Si: 
“Tiap tahun dimulai dari tahun 2010-2013 kami telah melakukan 
dan mengirim pegawai di BP2TPM untuk mengikuti pelatihan di 
tingkatan lokal maupun BKPM, karena ada standar tertentu untuk 
penilaian sumber daya manusia pelaksana PTSP”. (Wawancara 
tanggal 17 April 2013 pukul 9.20 WITA) 
 
Upaya yang dilakukan oleh Badan Pelayanan Terpadu dan 
Penanaman Modal Kabupaten Pinrang tentu tidak akan tanpa hasil,  
pengetahuan dan kemampuan aparat pelaksana pelayanan perizinan di 
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BP2TPM telah mampu memberikan dampak positif terhadap 
penyelenggaraan pelayanan perizinan, seperti lebih memudahkan 
masyarakat, dan juga para pegawai juga lebih bertanggung jawab atas 
kewajibannya. 
3. Partisipasi Masyarakat 
Masyarakat merupakan salah satu unsur penting dari 
penyelenggaraan pelayanan publik, tidak terkecuali pelayanan perizinan. 
Regulasi yang jelas dan tepat, sistem yang baik, ataupun aparat yang 
berkualitas tentu tidak akan berarti tanpa respon dan partisipasi yang baik 
dari masyarakat. 
Kualitas dari pelayanan publik atau perizinan tentu dapat di nilai 
dengan melihat sejauh mana kepuasan yang ditunjukkan masyarakat 
terhadap pelayanan yang telah diberikan oleh pemerintah. 
Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di bidang perizinan 
yang diselenggarakan oleh Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman 
Modal Kabupaten Pinrang yang telah berlangsung selama kurang lebih 3 
tahun terus mengalami perkembangan hal ini tidak lepas dari masyarakat 
Kabupaten Pinrang yang juga berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan 
perizinan, terlihat dari cukup banyaknya jumlah perizinan yang telah 
diterbitkan oleh BP2TPM.  
Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan 
perizinan, baik dengan terus mengadakan perizinan atas usaha maupun 
bangunannya maupun melalui penilaian positif terhadap layanan perizinan 
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yang di selenggarakan, tentu akan menjadi motivasi bagi Badan 
Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang untuk 
memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas bagi masyarakat. 
4.3.2 Faktor-faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Pelayanan 
Perizinan Terpadu di Kabupaten Pinrang 
1. Perbedaan Persepsi Antara Penyelenggara Pelayanan Perizinan 
Terpadu dengan SKPD Terkait 
Pada dasarnya pelayanan perizinan yang diselenggarakan oleh 
Unit Pelayanan Terpadu satu pintu adalah bentuk pelayanan administratif.  
Pelayanan administratif merupakan pelayanan oleh Penyelenggara yang 
menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh 
Masyarakat. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu satu pintu hanya 
berhak melakukan tindakan administratif yaitu pelayanan pemberian 
dokumen berupa perizinan dan non perizinan. Sedangkan untuk 
pembinaan dan pengawasan tetap menjadi wewenang instansi atau dinas 
yang berkaitan dengan izin yang dibutuhkan masyarakat. Penentuan 
disetujuai atau ditolaknya permohonan izin juga merupakan wewenang 
dinas terkait melalui penugasan tim teknis dalam Unit Pelaksanan 
Pelayanan perizinan terpadu satu pintu. 
Sebagai penyelenggra pelayanan perizinan di Kabupaten Pinrang 
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten 
Pinrang mengintegrasikan seluruh proses pelayanan publik di bidang 
perizinan ke dalam suatu sistem peyelenggaraan pelayanan terpadu satu 
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pintu yaitu penyelenggaraan perizinan dan Penanaman Modal yang 
proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap 
terbitnya dokumen perizinan dilakukan dalam satu tempat. Atas dasar ini 
masyarakat yang membutuhkan dokumen perizinan hanya mengurus 
perizinannya di BP2TPM, tidak perlu lagi mendatangi dinas-dinas yang 
berkaitan izin yang dibutuhkannya. Hal ini memunculkan persepsi berbeda 
dalam dinas-dinas terkait perizinan di lingkup Pemerintahan Daerah 
Kabupaten Pinrang, seperti anggapan bahwa keberadaan BP2TPM telah 
melangkahi wewenang instansi atau dinas yang sebelumnya 
menyelenggarakan perizinan. 
Masalah ini berimbas kepada kinerja tim teknis dari setiap instansi 
terkait yang ditugaskan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal Kabupaten Pinrang cukup sulit ditemui 
keberadaannya. Padahal ruang kerja untuk tim teknis telah disediakan, 
selain itu berdasarkan aturan tim teknis berada dibawah koordinasi Kepala 
Bidang perizinan usaha dan non usaha. 
2. Kuantitas Aparat Pelayanan Perizinan 
Dalam penyelenggaraan pelayanan publik tentu kualitas aparat 
pelaksana pelayanan harus diimbangi dengan jumlah personil yang 
dimiliki, hal ini agar pembagian tugas dapat berjalan lancar. Pembagian 
kerja/tugas merupakan hal mutlak yang dilakukan oleh setiap organisasi. 




Dalam proses penyelenggaraan perizinan di Badan Pelayanan 
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang, di bagi 
menjadi bebeberapa bagian tugas seperti bagian informasi, bagian 
pendaftaran, bagian permrosesan izin, bagian tata usaha, bagian bidang 
perizinan usaha, bagian bidang perizinan non usaha, bagian tata usaha, 
bagian cetak dokumen izin,bagian data dan informasi,  dan bagian 
pengambilan izin. Setiap bagian tentu memiliki tugas masing-masing, 
tugas-tugas inilah yang dilaksanakan oleh setiap aparat Badan sesuai 
dengan pembagian kerja yang telah ditetapkan. 
Kenyataan yang dihadapi bahwa jumlah tugas dan jumlah aparat 
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten 
Pinrang kurang berimbang, sehingga tidak jarang beberapa petugas 
bekerja dalam dua bagian tugas. Hal ini tentu akan menghambat 
kelancaran pelayanan perizinan di BP2TPM jika masih terus terjadi. 
3. Sarana dan Pra Sarana 
Walaupun telah diakui bahwa pelayanan perizinan yang 
diselenggarakan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal Kabupaten Pinrang mendapat respon positif dan cukup 
memuaskan masyarakat, namun di sisi lain masih ada kekurangan dalam 
hal sarana dan pra sarana Badan, baik itu sarana pelayanan maupun 
sarana kerja. 
Seperti dalam penelitian yang penulis temukan beberapa sarana 
kerja seperti, untuk bidang tata usaha dan bidang perizinan masih berada 
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dalam satu ruangan tanpa sekat/batas, kebanyakan ruangan masih 
menggunakan laptop pribadi pegawai padahal seharusnya setiap ruangan 
minimal memiliki satu unit komputer, belum ada fasilitas percetakan seperti 
mesin foto copy di dalam Kantor. Untuk sarana pelayanan sendiri kendala 
seperti WC umum yang layak dan fasilitas pendingin ruangan di ruang 
tunggu, juga belum terlihat di dalam Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 
dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang. 
4. Budaya Tip 
Kebiasaan memberikan tip yang sering dilakukan oleh masyarakat 
sebenarnya di dasari dengan niat yang baik, karena tindakan itu 
merupakan ungkapan terima kasih mereka. Namun berdasarkan peraturan 
jelas hal ini akan menjadi pelanggaran bagi aparat yang menerima. 
Fenomena seperti ini juga masih sering terjadi dalam proses 
pelayanan perizinan di Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal 
Kabupaten Pinrang, di akui oleh beberapa aparat pelayanan tidak jarang 
beberapa masyarakat yang telah menerima surat izinnya memeberikan 
uang berkisar Rp. 20.000,- sampai Rp. 50.000,- sebagai ungkapan terima 
kasih padahal hal ini tidak ada dalam standar biaya pelayanan yang 
ditetapkan dan tidak dibenarkan oleh peraturan. 











KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian penulis pada BAB IV sebagai 
pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa: 
1. Pelayanan Publik khususnya pelayanan perizinan menjadi 
salah satu indikator penilaian atas keberhasilan 
penyelenggaraan pemerintahan sebagai abdi masyarakat 
sekaligus abdi negara. Hal ini di karenakan sudah menjadi 
kewajiban bagi Pemerintah untuk mampu memberikan 
pelayanan yang baik dalam rangka pencapaian tujuan untuk 
mensejahterakan masyarakat. Peraturan Daerah Kabupaten 
Pinrang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Organisasi Dan Tata 
Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman 
Modal Kabupaten Pinrang yang dikeluarkan oleh Pemerintah 
Daerah Kabupaten Pinrang merupakan salah satu bentuk 
upaya perbaikan kualitas pelayanan perizinan bagi masyarakat 
di Kabupaten Pinrang. 
2. Pelayanan perizinan di Kabupaten Pinrang yang 
diselenggarakan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal (BP2TPM) dilaksanakan dengan 
menggunakan sistem pelayanan perizinan terpadu satu pintu. 
Sistem pelayanan perizinan tersebut dapat dilihat dari lima 
indikator, yaitu dasar hukum penyelenggaraan pelayanan 
123 
 
perizinan, syarat penyelenggaraan pelayanan perizinan, 
mekanisme penyelenggaraan pelayanan perizinan, jangka 
waktu penyelenggaraan pelayanan perizinan, dan biaya 
penyelenggaraan perizinan. Penerapan kelima indikator 
tersebut dapat dilihat dengan mengambil contoh Izin 
Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Usaha Perdagangan 
(SIUP). Didukung oleh regulasi hukum yang baik dan jelas 
pelaksana pelayanan maupun masyarakat dapat dengan 
mudah untuk melaksanakan proses perizinan di BP2TPM 
Kabupaten Pinrang. Kemudahan syarat untuk IMB dan SIUP 
juga dirasakan oleh masyarakat sehingga mendorong tingginya 
kebutuhan masyarakat atas kedua izin tersebut. Melalui 
mekanisme pelayanan perizinan yang lebih sederhana yang 
diterapkan di BP2TPM masyarakat merasa tidak ada lagi 
kebingungan dan kerumitan dengan mengikuti 
mekanisme/prosedur yang telah ditetapkan. Selain itu, dengan 
adanya kepastian waktu yang ditetapkan oleh BP2TPM dalam 
pelaksanaan proses perizinan memberikan jaminan kepada 
masyarakat atas izin yang mereka butuhkan. Di sisi lain dengan 
tidak adanya biaya pelayanan perizinan untuk IMB dan SIUP 
telah meringankan masyarakat untuk memperoleh izin atas 
bangunan maupun izin untuk usahanya. Dengan melihat 
pelaksanaan kelima indikator di atas dan respon yang diberikan 
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masyarakat Kabupaten Pinrang atas pelayanan yang 
diselenggarakan oleh BP2TPM menunjukkan bahwa pelayanan 
perizinan di Kabupaten Pinrang telah mengalami perbaikan 
kearah yang lebih positif melalui penerapan sistem pelayanan 
perizinan terpadu secara satu pintu. 
3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan di Badan Pelayanan 
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang 
juga di dukung oleh sumber daya manusia yang lebih 
berkualitas. Hal ini dapat dilihat dari perilaku yang ditunjukkan 
oleh aparat  pelaksana pelayanan perizinan. Melalui 
pendidikan-pendidikan dan pelatihan khusus aparat pelaksana 
pelayanan perizinan di tuntut untuk memiliki kemampuan dan 
pengetahuan lebih dalam hal pelayanan perizinan serta di 
tuntut untuk lebih disiplin terhadap aturan yang telah ditetapkan 
dan bertanggung jawab atas kewajiban mereka dalam dalam 
melayani masyarakat Kabupaten Pinrang yang membutuhkan 
jasa pelayanan perizinan. Selain itu sikap ramah dan sopan 
yang diberikan oleh aparat pelayanan lebih memberikan 
kenyamanan  bagi setiap masyarakat yang melakukan proses 
permohonan perizinan yang mereka butuhkan. 
4. Faktor-faktor yang mendukung dalam pelaksanaan pelayanan 
perizinan terpadu di Kabupaten Pinrang. 
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a. Kebijakan Pemerintah/aturan tentang pelaksanaan 
pelayanan perizinan terpadu satu pintu, terlihat dengan 
cukup banyaknya aturan hukum yang mendukung 
pelayanan perizinan terpadu satu pintu baik di tingkat 
pusat maupun di Kabupaten Pinrang sendiri. Hal ini tentu 
akan memberikan pedoman yang jelas dan sistematis 
dalam pelaksanaan pelayanan perizinan. 
b. Sumber daya manusia berkualitas yang dimiliki oleh 
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman 
Modal Kabupaten Pinrang mampu menjalankan 
kewajibannya secara baik dan profesional. Hal ini tidak 
terlepas dari aturan dan  pendidikan ataupun pelatihan 
khusus yang diberikan untuk aparat pelaksana pelayanan 
perizinan. 
c. Partisipasi dan respon masyarakat atas pelayanan 
perizinan yang di selenggarakan oleh Badan Pelayanan 
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten 
Pinrang menjadi motivasi untuk aparat pelaksana 
pelayanan perizinan untuk terus berupaya memberikan 
pelayanan yang semakin baik. 
5. Faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan pelayanan 
perizinan terpadu di Kabupaten Pinrang. 
126 
 
a. Pada dasarnya Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal Kabupaten Pinrang menyediakan 
layanan administrasi untuk izin yang dibutuhkan oleh 
masyarakat, sedangkan pembinaan dan pengawasan 
untuk pendirian bangunan dan usaha tetap menjadi 
wewenang dinas-dinas terkait, persepsi ini masih belum 
dipahami secara keseluruhan oleh beberapa dinas-dinas 
yang berkaitan dengan pelaksanaan IMB atau SIUP. 
Sehinngga cenderung memunculkan ego-ego sektoral 
dalam lingkup pelayanan perizinan di Kabupaten Pinrang. 
b. Walaupun telah didukung dengan kualitas aparat yang 
cukup professional, namun jika melihat  jumlah aparat 
pelaksana pelayanan perizinan di BP2TPM Kabupaten 
Pinrang yang masih belum mencukupi akibatnya berimbas 
terhadap pembagian kerja yang tidak dapat dilaksanakan 
secara optimal. 
c. Sarana dan prasarana pelayanan, dalam hal ini masih 
adanya beberapa kekurangan dalam kelengkapan sarana 
pelayanan maupun sarana kerja bagi pegawai di Badan 
Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 
Kabupaten Pinrang. Hal ini tentu menjadi kendala untuk 




d. Masih adanya kebiasaan masyarakat memberikan tip atau 
sekedar ucapan terima kasih atas jasa pelayananan 
perizinan yang diberikan oleh aparat pelaksana di Badan 
Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 
Kabupaten Pinrang tentu akan menghambat upaya 
menciptakan pelayanan perizinan yang baik dan 
berkualitas. Dibutuhkan persepsi yang sama baik oleh 
penyelenggara maupun aparat pelaksana untuk taat 
terhadap peraturan yang ada. 
5.2. Saran 
Sesuai dengan hasil pengamatan di lapangan, beberapa saran 
yang direkomendasikan untuk penyempurnaan pelayanan perizinan yang 
di selenggarakan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal Kabupaten Pinrang, yaitu: 
1. Peningkatan koordinasi dan komunikasi antara Badan 
Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal dengan 
SKPD terkait perizinan yang diselenggarakan oleh BP2TPM 
Kabupaten Pinrang, agar tercipta kesepahaman bersama 
mengenai tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing. 
2. Perlunya penambahan aparat pelaksana di Badan Pelayanan 
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang, 
agar pembagian kerja dapat berjalan lebih optimal. Tentunya 
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sesuai dengan sistem perekrutan yang telah di atur dalam 
Undang-undang yang berlaku. 
3. Sarana dan prasarana yang ada di Badan Pelayanan Perizinan 
Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang perlu 
untuk di lengkapi, agar lebih mendukung kinerja para aparat 
pelaksana pelayanan dan meningkatkan kenyamanan bagi 
masyarakat pengguna layanan. 
4. Perlu ada upaya bersama antara aparat pelaksana pelayanan 
dan masyarakat untuk saling memberikan pemahaman tentang 
peraturan yang ada sehingga penyimpangan-penyimpangan  
yang masih terjadi dalam proses penyelenggaraan pelayanan 
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DAFTAR PERTANYAAN UNTUK APARAT 
 
Nama                       : 
Umur                        : 
Pekerjaan            : 
Kategori Informan        : Aparat Pelayanan Perizinan 
1. Apa yang anda pahami tentang pelayanan terpadu satu pintu 





2. Apakah anda mengetahui peraturan pemerintah daerah yang 






3. Bagaimana pendapat anda tentang peraturan tersebbut? Apakah 





4. Apakah sarana dan prasarana yang ada di BP2TPM ini sudah 






5. Jika melihat kualitas SDM aparat pemerintahan di BP2TPM, 






6. Apakah ada masalah tertentu dalam proses pelayanan perizinan 





























11. Apakah ada pengguna layanan yang pernah memberikan biaya 





DAFTAR PERTANYAAN UNTUK MASYARAKAT 
 
Nama  : 
Umur  : 
Pekerjaan  : 
Kategori Informan :  Masyarakat Penerima Layanan 










3. Berapa lama waktu yang anda perlukan untuk menyelesaikan 





4. Berapa biaya yang anda keluarkan selama melakukan proses 










6. Apakah  anda tahu tentang peraturan yang mengatur standar 











8. Apakah aparat menjelaskan tentang sistem dan hal-hal yang harus 






9. Apakah anda pernah menemui kendala ketika mengurus perizinan 





10. Menurut anda, apakah sarana dan prasarana yang ada di BP2TPM 






11. Apakah sebelumnya anda pernah menggunakan jasa pelayanan 





12. (jika ya) menurut anda jika di bandingkan dengan pelayanan 
sebelumnya apakah perbedaan/perubahan yang anda dapatkan, 






13. (jika ya) menurut anda jika di bandingkan dengan pelayanan 
sebelumnya apakah perbedaan/perubahan yang anda dapatkan, 





14. Secara umum bagaimanakah penilaian anda terhadap sistem 
pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan aparat pelayanan di 





15. Apa saran anda guna peningkatan kualitas pelayanan di BP2TPM? 


























                    BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU 
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Sub Bidang Pengelolaan Data, 
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Sub Bidang Pelayanan  
Penanaman Modal 
Sub Bidang Perencanaan, 
Kerjasama dan Promosi 
Penanaman Modal 








 BUPATI PINRANG 
 
 
PERATURAN BUPATI PINRANG 




PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 
24 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN 
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL 
KABUPATEN PINRANG 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI PINRANG,                                                             
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan 
penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 
satu pintu dan meningkatkan fungsi-fungsi 
Penanaman Modal Daerah di Kabupaten 
Pinrang, telah dilakukan integrasi kelembagaan 
yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah 
Kabupaten Pinrang Nomor 24 Tahun 2011 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan 
Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman 
Modal Kabupaten Pinrang ; 
  b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti 
Ketentuan-Ketentuan dalam Peraturan Daerah 
tersebut perlu adanya Peraturan Pelaksanaan; 
  c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a dan huruf b perlu 
                                    membentuk Peraturan Bupati  tentang 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 
Pinrang Nomor 24 Tahun 2011 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan 
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 
Kabupaten Pinrang.                                                                  
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1822); 
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang 
Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 
Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 169, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4724); 
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5038); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 5234); 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan 
Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 2007 Nomor 82,  
7. Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 
tentang Organisasi Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4741); 
9. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 
tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di 
Bidang Penanaman Modal; 
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan 
yang menjadi Kewenangan Pemerintah 
Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 3); 
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 18 
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten 
Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang 
Tahun 2008 Nomor 26); 
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 19 
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 
2008 Nomor 27); 
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 24 
Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal Kabupaten Pinrang 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 
2011 Nomor 24). 
 
MEMUTUSKAN : 
Menetapkan  :  PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG 
NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI 
DAN TATA KERJA BADAN PELAYANAN PERIZINAN 





Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Pinrang. 
2. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah 
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan 
Pemerintahan Negara Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945; 
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pinrang. 
 
4. Bupati adalah Bupati Pinrang. 
5. Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat 
BKPM, adalah lembaga pemerintah non kementerian yang 
bertanggungjawab di bidang penanaman modal yang dipimpin oleh 
seorang kepala, yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden; 
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 
oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi  dan tugas 
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem 
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
7. Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu Bupati dalam 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 
8. Perangkat daerah penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu, yang 
selanjutnya disingkat PPTSP adalah perangkat pemerintah daerah 
yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua bentuk 
pelayanan perizinan dan non perizinan di daerah dengan sistem satu 
pintu. 
9. Perangkat Daerah Kabupaten di Bidang Penanaman Modal, yang 
selanjutnya disingkat PDKPM, adalah perangkat daerah yang 
melaksanakan seluruh fungsi utama koordinasi di bidang 
penanaman modal di pemerintah daerah. 
10. Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman 
Modal Daerah, yang selanjutnya disingkat PTSP-PM adalah perangkat 
daerah yang melaksanakan fungsi pelayanan perizinan dan 
nonperizinan penanaman modal secara terpadu dan satu pintu. 
11. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 
selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pelayanan Perizinan 
Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang yang 
melaksanakan PPTSP, dan PDKPM serta melaksanakan fungsi PTSP-
PM.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, yang selanjutnya disingkat 
SKPD adalah perangkat daerah yang secara teknis berhubungan 
dengan pelayanan perizinan. 
13. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah 
berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang 
merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya 
seseorang atau badan usaha untuk melakukan usaha atau kegiatan 
tertentu. 
14. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku 
usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda 
daftar usaha. 
15. Perizinan Usaha adalah pemberian legalitas kepada orang atau badan 
usaha yang melakukan kegiatan usaha. 
16. Perizinan Non Usaha adalah pemberian legalitas kepada orang atau 
pelaku kegiatan tertentu yang melakukan kegiatan non usaha. 
17. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, 
baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal 
asing, untuk melakukan usaha di Wilayah Negara Republik 
Indonesia. 
18. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang 
melakukan penanaman modal, yang dapat berupa penanam modal 
dalam negeri dan penanam modal asing. 
19. Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, 
serta pertanggungjawaban perizinan dan nonperizinan, termasuk 
penandatanganannya atas nama pemberi wewenang yang ditetapkan. 
20. Penghubung adalah pejabat Pemerintah daerah yang ditunjuk untuk 
membantu penyelesaian perizinan dan nonperizinan, memberi 
informasi, fasilitasi, dan kemudahan di bidang penanaman modal 
yang menjadi kewenangan Bupati dengan uraian tugas, hak, 
wewenang, kewajiban, dan pertanggungjawaban yang jelas. 
21. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur 
satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan 
untuk memberikan pelayanan perizinan. 
22. Koordinasi adalah peran serta para pemangku kepentingan dalam 
menata organisasi perangkat daerah sesuai dengan lingkup 
kewenangannya, baik lintas sektor maupun antarstrata 
pemerintahan. 
23. Integrasi adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi Pemerintahan Daerah 
yang dilaksanakan secara terpadu dalam suatu organisasi perangkat 
daerah. 
24. Sinkronisasi adalah konsistensi dalam penataan organisasi 
perangkat daerah sesuai dengan norma, prinsip, dan standar yang 
berlaku. 
25. Simplifikasi adalah penyerderhanaan penataan organisasi perangkat 
daerah yang efisien, efektif, rasional, dan proporsional. 
BAB II 
PELAKSANAAN DAN KEDUDUKAN 
Pasal 2 
(1) Dengan Peraturan Bupati ini melaksanakan Peraturan Daerah 
Kabupaten Pinrang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman 
Modal Kabupaten Pinrang. 
(2) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 
sebagaimana dimaksud ayat (1) yang selanjutnya dalam Peraturan 
Bupati ini disebut Badan adalah Lembaga yang menyelenggarakan 
PPTSP dan penyelenggaraan koordinasi kebijakan daerah dan 
pelayanan penanaman modal yang berada dan bertanggungjawab 
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 
(3) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didukung oleh 
Sekretariat yang secara ex officio dipimpin oleh Kepala Badan. 
 
BAB III 
TUGAS POKOK, DAN FUNGSI  
Pasal 3 
(1) Badan mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi kebijakan 
daerah dan pelayanan di bidang perizinan usaha dan perizinan non 
usaha secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, 
sinkronisasi, dan simplifikasi. 
(2) Badan selain melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
ayat (1), juga mempunyai tugas koordinasi kebijakan daerah dan 
pelayanan di bidang Penanaman Modal. 
Pasal 4 
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
3, Badan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 
q. pelaksanaan penyusunan program Badan; 
r. pelaksanaan pembinaan pelayanan administrasi umum di bidang 
perencanaan umum, ketatausahaan, kepegawaian,  kearsipan, 
perlengkapan, rumah tangga, dan keuangan. 
s. penyelenggaraan PPTSP di bidang perizinan usaha dan perizinan non 
usaha; 
t. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan usaha dan 
perizinan non usaha;  
u. pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan usaha dan perizinan 
non usaha; 
v. pelaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang 
penanaman modal;  
w. pengkajian dan pengusulan kebijakan pelayanan penanaman modal 
di daerah ; 
x. pemberian insentif daerah dan/atau kemudahan penanaman modal 
di daerah; 
y. pembuatan peta penanaman modal di daerah ; 
z. pengembangan peluang dan potensi penanaman modal asing di 
daerah dengan memberdayakan badan usaha; 
aa. pelaksanaan promosi penanaman modal di daerah; 
bb. pengembangan sektor usaha penanaman modal di daerah; 
cc. pembantuan penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi 
permasalahan yang dihadapi penanaman modal  dalam menjalankan 
kegiatan penanaman modal asing di daerah; 
dd. pelaksanaan PTSP-PM yang menjadi kewenangan pemerintah daerah 
dan kewenangan Pemerintah yang diberikan kepada pemerintah 
daerah berdasarkan hak subsitusi; 
ee. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi,  pelaporan dan 
pengembangan sistem informasi; 
ff. pelaksanaan pengendalian dan koordinasi pengaduan pelayanan 
perizinan dan penanaman modal  di daerah; dan 
gg. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan 







(1) Susunan organisasi Badan terdiri dari : 
9. Kepala Badan; 
10. Bagian Tata Usaha : 
1. Sub Bagian Perencanaan; 
2. Sub Bagian Keuangan; dan 
3. Sub Bagian Umum. 
11. Bidang Pelayanan Perizinan Usaha; 
12. Bidang Pelayanan Perizinan Non Usaha; 
13. Bidang Pengelolaan Data, Informasi dan Pelayanan Penanaman 
Modal : 
c. Sub Bidang Pengelolaan Data, Pelaporan dan Informasi; dan 
d. Sub Bidang Pelayanan Penanaman Modal. 
14. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman 
Modal : 
c. Sub Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Promosi Penanaman 
Modal; dan 
d. Sub Bidang Pengaduan dan Pengendalian Pelaksanaan 
Penanaman Modal. 
15. Tim Teknis; dan 
16. Kelompok Jabatan Fungsional. 
 
(2) Bagan Struktur Organisasi Badan sebagaimana tercantum pada 
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan 





Kepala Badan mempunyai tugas pokok untuk memimpin Badan 
melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan.  
 
Bagian Ketiga 
Bagian Tata Usaha 
Pasal 7 
(1) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang 
mempunyai tugas pokok untuk mengkoordinasikan penyusunan dan 
pembinaan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan 
umum, pelayanan umum, tata usaha, perlengkapan, urusan rumah 
tangga, kepegawaian, dan keuangan. 
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 
a. pengkoordinasikan, sinkronisasi, dan integrasi di lingkup Badan; 
b. pengkoordinasian perencanaan dan perumusan kebijakan teknis 
Badan; 
c. pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang 
pelayanan umum, tata usaha, perlengkapan, urusan rumah 
tangga,kepegawaian, dan keuangan; 
d. pengkoordinasian dalam penyusunan Laporan Badan; dan 
e. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan 
oleh Kepala Badan. 
Pasal 8 
(1) Bagian Tata Usaha terdiri atas : 
a. Sub Bagian Perencanaan; 
b. Sub Bagian Keuangan; dan 
c. Sub Bagian Umum. 
(2) Sub Bagian merupakan unsur pelaksana Bagian Tata Usaha yang 
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan 




Sub Bagian Perencanaan 
Pasal 9 
(1) Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian 
yang mempunyai tugas pokok menyusun perencanaan umum, 
kebijakan teknis, dan laporan evaluasi kinerja Badan. 
 
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Sub Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi sebagai 
berikut : 
a. pengkoordinasian dan penyusunan rencana 
program/kegiatan/anggaran Badan; 
b. pengumpulan, pengolahan, dan penyempurnaan administrasi 
program/kegiatan/ anggaran Badan; 
c. pengkoordinasian kegiatan perencanaan dan pembuatan laporan-
laporan di Lingkungan Badan; 
d. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data bahan 
pelaksanaan hasil pemantauan program/kegiatan/anggaran di 
Lingkungan Badan; 
e. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data bahan pelaporan 
hasil evaluasi program/kegiatan/anggaran di lingkungan Badan; 
f. penyusunan laporan evaluasi kinerja Badan; 
g. penyusunan rencana dan program peningkatan kapasitas 
organisasi termasuk perumusan dan pengembangan sumber daya 
manusia aparatur di lingkungan Badan; 
h. penyusunan, evaluasi, dan pengembangan standarisasi sistem 
dan prosedur kerja serta perangkat kerja dalam rangka 
peningkatan kapasitas ketatalaksanaan di lingkungan Badan; dan 
i. pengkoordinasian kebijakan teknis di lingkungan Badan. 
Paragraf 2 
Sub Bagian Keuangan 
Pasal 10 
(1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian 
yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan, 
penatausahaan, verifikasi, dan pelaporan keuangan. 
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1),Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 
a. penyusunan rencana kebutuhan anggaran badan; 
b. pelaksanaan penatausahaan anggaran Badan; 
c. pelaksanaan verifikasi data dan dokumen keuangan, serta 
pelaporan keuangan; 
d. penyusunan laporan realisasi dan penggunaan anggaran Badan; 
dan 




Sub Bagian Umum 
Pasal 11 
(1) Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang 
mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan umum, tata 
usaha, perlengkapan, urusan rumah tangga, dan kepegawaian. 
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 
a. pelaksanaan usulan pengadaan, pencatatan, pendistribusian, 
penatausahaan, pemeliharaan fisik, dan pelaporan persediaan 
barang habis pakai dan barang inventaris milik daerah; 
 
b. pelaksanaan persuratan, pengarsipan, pendistribusian, 
penggandaan, dan percetakan; 
c. penyiapan bahan rencana pengadaan barang/jasa dan 
pemeliharaan; 
d. pelaksanaan pelayanan kerumahtanggaan, keamanan, dan 
kebersihan; 
e. pengurusan tata usaha perjalanan Dinas; dan 




Bidang Pelayanan Perizinan Usaha 
Pasal 12 
(1) Bidang Pelayanan Perizinan Usaha merupakan unsur pelaksana 
sebagian tugas pokok dan fungsi Badan di bidang pelayanan 
perizinan usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab 
kepada Kepala Badan. 
(2) Bidang Pelayanan Perizinan Usaha dipimpin oleh seorang Kepala 
Bidang. 
Pasal 13 
(1) Bidang Pelayanan Perizinan Usaha mempunyai tugas pokok untuk 
melaksanakan PPTSP di bidang perizinan usaha, melaksanakan 
koordinasi perumusan dan kebijakan daerah di bidang pelayanan 
perizinan usaha, dan melaksanakan administrasi pelayanan 
perizinan usaha. 
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Bidang Pelayanan Perizinan Usaha menyelenggarakan fungsi 
sebagai berikut : 
a. pengkoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah 
di bidang pelayanan perizinan usaha; 
b. pengkajian dan pengusulan kebijakan daerah di bidang pelayanan 
perizinan usaha; 
c. pembuatan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan 
di bidang pelayanan perizinan usaha; 
d. pemberian pelayanan perizinan usaha; 
e. pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan usaha; 
f. pengkoordinasian perencanaan dan pelaksanaan PPTSP di bidang 
perizinan usaha; 
g. pengkoordinasian pelaksanaan penempatan Tim teknis dari SKPD 
dalam PPTSP di bidang perizinan usaha; dan 
h. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan 
oleh Kepala Badan. 
 
Bagian Kelima 
Bidang Pelayanan Perizinan Non Usaha 
Pasal 14 
(1) Bidang Pelayanan Perizinan Non Usaha  merupakan unsur 
pelaksana sebagian tugas pokok dan fungsi Badan di bidang 
pelayanan perizinan non usaha yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Badan. 
(2) Bidang Pelayanan Perizinan Non Usaha dipimpin oleh seorang 
Kepala Bidang. 
Pasal 15 
(1) Bidang Pelayanan Perizinan Non Usaha mempunyai tugas pokok 
untuk melaksanakan PPTSP di bidang perizinan non usaha, 
melaksanakan koordinasi perumusan dan kebijakan daerah di 
bidang pelayanan perizinan non usaha, dan melaksanakan 
administrasi pelayanan perizinan non usaha. 
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Bidang Pelayanan Perizinan Non Usaha menyelenggarakan fungsi 
sebagai berikut : 
a. pengkoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah 
di bidang pelayanan perizinan non usaha; 
b. pengkajian dan pengusulan kebijakan daerah di bidang pelayanan 
perizinan non usaha; 
c. pembuatan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan 
di bidang pelayanan perizinan non usaha; 
d. pemberian pelayanan perizinan non usaha; 
e. pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan non usaha; 
f. pengkoordinasian perencanaan dan pelaksanaan PPTSP di bidang 
perizinan non usaha; 
g. pengkoordinasian pelaksanaan penempatan Tim teknis dari SKPD 
dalam PPTSP di bidang perizinan non usaha; dan 
h. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan 
oleh Kepala Badan. 
 
Bagian Keenam 
Bidang Pengelolaan Data, Informasi dan  
Pelayanan Penanaman Modal 
Pasal 16 
(1) Bidang Pengelolaan Data, Informasi dan Pelayanan Penanaman 
Modal  merupakan unsur pelaksana sebagian tugas pokok dan 
fungsi Badan di bidang Pengelolaan Data, Informasi dan Pelayanan 
Penanaman Modal yang berada di bawah dan bertanggungjawab 
kepada Kepala Badan. 
(2) Bidang Pengelolaan Data, Informasi dan Pelayanan Penanaman 
Modal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. 
Pasal 17 
(1) Bidang Pengelolaan Data, Informasi dan Pelayanan Penanaman 
Modal mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan pengelolaan 
data dan informasi, pelaporan, mengembangkan sistem informasi, 
dan melaksanakan PTSP-PM yang menjadi kewenangan pemerintah 
daerah dan kewenangan pemerintah yang diberikan kepada 
Pemerintah Daerah berdasarkan hak subsitusi. 
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Bidang Pengelolaan Data, Informasi dan Pelayanan Penanaman 
Modal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 
a. penyusunan rencana dan program pengelolaan data dan 
informasi, pelaporan, dan pengembangan sistem informasi; 
b. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi, 
serta administrasi basis data perizinan usaha dan perizinan non 
usaha; 
c. penyusunan laporan perkembangan perizinan usaha dan 
perizinan non usaha; 
d. pengembangan sistem informasi dan pembinaan terhadap 
pengguna; 
e. pembuatan norma, standar, dan prosedur PTSP-PM; 
f. pemberian PTSP-PM; 
g. pelaksanaan administrasi pelayanan Penanaman Modal; 
h. pengkoordinasian penempatan pejabat penghubung dengan 
BKPM; dan 
i. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan 
oleh Kepala Badan. 
Pasal 18 
(1) Bidang Pengelolaan Data, Informasi dan Pelayanan Penanaman 
Modal  terdiri atas : 
a. Sub Bidang Pengelolaan Data, Pelaporan, dan Informasi; dan 
b. Sub Bidang Pelayanan Penanaman Modal. 
(2) Sub Bidang merupakan unsur pelaksana Bidang Pengelolaan data, 
Informasi dan Pelayanan Penanaman Modal yang berada di bawah 
dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang. 
 
Paragraf 1 
Sub Bidang Pengelolaan Data, Pelaporan dan Informasi 
Pasal 19 
(1) Sub Bidang Pengelolaan Data, Pelaporan, dan Informasi dipimpin 
oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok 
penyusunan rencana dan program pengelolaan data dan informasi, 
pelaporan, pengembangan sistem informasi, dan penyelenggaraan 
administrasi basis data. 
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Sub Bidang Pengelolaan Data, Pelaporan, dan Informasi 
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 
a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pengelolaan 
data dan informasi, serta pengumpulan dan pengolahan data 
perizinan usaha dan perizinan non usaha ; 
b. penyiapan bahan informasi, dan penyelenggaraan adminsitrasi 
basis data; 
c. penyusunan dan penyajian Laporan realisasi penerbitan Izin 
Usaha dan Non Usaha secara berkala; 
d. penyusunan dan penyajian Laporan Kinerja Perizinan usaha dan 
perizinan non usaha secara berkala; 
e. penyajian Peluang dan potensi penanaman modal daerah; 
f. penyajian Laporan Realisasi Penanaman Modal daerah; 
g. penyajian Laporan Data perizinan dan nonperizinan Penanaman 
Modal; 
h. penyusunan rencana dan program serta pengembangan sistem 
aplikasi; 
i. penyusunan rencana dan program serta pengembangan teknologi 
informasi; dan 




Sub Bidang Pelayanan Penanaman Modal 
Pasal 20 
(1) Sub Bidang Pelayanan Penanaman Modal dipimpin oleh seorang 
Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan 
PTSP-PM yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan 
kewenangan Pemerintah yang diberikan pemerintah daerah 
berdasarkan hak subsitusi. 
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Sub Bidang Pelayanan Penanaman Modal menyelenggarakan 
fungsi sebagai berikut : 
a. penyusunan norma, standar, dan prosedur PTSP-PM di daerah; 
b. pemberian PTSP-PM; 
c. pelaksanaan administrasi pelayanan Penanaman Modal; 
d. penyusunan laporan penyelenggaraan PTSP-PM secara berkala; 
e. penyusunan Laporan Data perizinan dan nonperizinan 
penanaman modal secara berkala; 
f. pengelolaan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi 
secara elektronik; dan 
g. penyiapan bahan pengangkatan pejabat penghubung yang 
ditugaskan di BKPM. 
 
Bagian Ketujuh 
Bidang Perencanaan dan Pengendalian  
Pelaksanaan Penanaman Modal 
Pasal 21
(1) Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman 
Modal  merupakan unsur pelaksana sebagian tugas pokok dan 
fungsi Badan di bidang Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan 
Penanaman Modal yang berada di bawah dan bertanggungjawab 
kepada Kepala Badan. 
(2) Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman 
Modal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. 
Pasal 22 
(1) Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman 
Modal mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan kebijakan 
daerah di bidang perencanaan, pengembangan iklim usaha, 
kerjasama, promosi dan pengendalian pelaksanaan penanaman 
modal serta mengkoordinasikan pengaduan pelayanan perizinan 
usaha, perizinan non usaha, dan PTSP-PM. 
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman 
Modal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 
a. pengkajian dan pengusulan perencanaan penanaman modal 
daerah; 
b. pengkoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan di 
bidang perencanaan penanaman modal daerah; 
c. penetapan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan 
penanaman modal daerah; 
d. pembuatan peta penanaman modal daerah; 
 
e. pengembangan peluang dan potensi penanaman modal asing di 
daerah dengan memberdayakan badan usaha; 
f. pengkoordinasian perencanaan dan pelaksanaan promosi 
penanaman modal daerah; 
g. pengkoordinasian perencanaan dan pelaksanaan kerjasama 
penanaman modal daerah; 
h. pembinaan pelaksanaan penanaman modal, pemberian bantuan 
penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan 
yang dihadapi penanaman modal  dalam menjalankan kegiatan 
penanaman modal di daerah; dan 
hh. pengkoordinasian penerimaan dan penyelesaian  
pengaduan terhadap pelayanan perizinan usaha, perizinan non 
usaha dan PTSP-PM. 
 
Pasal 23 
(1) Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman 
Modal  terdiri atas : 
a. Sub Bidang Perencanaan, Kerjasama, dan Promosi Penanaman 
Modal; dan 
b. Sub Bidang  Pengaduan dan Pengendalian Pelaksanaan 
Penanaman Modal. 
(2) Sub Bidang merupakan unsur pelaksana Bidang Perencanaan dan 
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang berada di bawah 
dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang. 
 
Paragraf 1 
Sub Bidang Perencanaan, Kerjasama, dan  
Promosi Penanaman Modal 
Pasal 24 
(1) Sub Bidang Perencanaan, Kerjasama, dan Promosi Penanaman 
Modal dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai 
tugas pokok pengkoordinasian kebijakan daerah di bidang 
perencanaan, pengembangan iklim usaha, kerjasama dan promosi 
penanaman modal. 
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Sub Bidang Perencanaan, Kerjasama, dan Promosi Penanaman 
Modal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 
a. penyusunan dokumen perencanaan dan kebijakan daerah di 
bidang penanaman modal; 
b. penyusunan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan 
penanaman modal di daerah; 
c. pembuatan peta penanaman modal daerah; 
d. pengkoordinasian pelaksanaan promosi penanaman modal baik 
dalam negeri maupun luar negeri; 
e. pengkajian pengembangan peluang dan potensi penanaman 
modal asing di daerah dengan memberdayakan badan usaha; 
f. pelaksanaan usulan materi dan fasilitasi kerjasama dengan dunia 
usaha di bidang penanaman modal daerah; dan 
g. pelaksanaan usulan materi dan fasilitasi kerjasama internasional 
di bidang penanaman modal daerah. 
Paragraf 2 
Sub Bidang Pengaduan dan Pengendalian  
Pelaksanaan Penanaman Modal 
Pasal 25 
(1) Sub Bidang Pengaduan dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman 
Modal dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai 
tugas pokok melaksanakan koordinasi pelaksanaan pengaduan dan 
pengendalian pelaksanaan penanaman modal. 
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Sub Bidang Pengaduan dan Pengendalian Pelaksanaan 
Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 
a. penyusunan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan 
pengaduan pelayanan perizinan usaha, perizinan non usaha, dan 
pelayanan terpadu satu pintu di bidang Penanaman Modal; 
b. pelaksanaan Pelayanan Pengaduan perizinan usaha, perizinan 
non usaha, dan PTSP-PM; 
c. pelaksanaan administrasi pelayanan pengaduan; 
d. penyusunan Laporan pelayanan pengaduan secara berkala; 
e. pengkoordinasian pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan 
pengawasan pelayanan perizinan usaha dan perizinan non usaha; 
f. pelaksanaan pemantauan meliputi kompilasi, verifikasi, dan 
evaluasi laporan kegiatan penanaman modal. 
g. pelaksanaan pembinaan meliputi penyuluhan pelaksanaan 
ketentuan penanaman modal, pemberian konsultasi, dan 
bimbingan; 
h. pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan data perkembangan 
realisasi penanaman modal serta informasi masalah dan 
hambatan yang dihadapi penanam modal; 
i. pelaksanaan bimbingan dan fasilitasi penyelesaian masalah dan 
hambatan yang dihadapi penanam modal; 
j. pelaksanaan pengawasan pelaksanaan ketentuan penanaman 
modal dan pelaksanaan tindak lanjut atas penyimpangan yang 
dilakukan penanam modal; dan 
k. penyusunan laporan pengendalian pelaksanaan penanaman 





(1) Tim teknis terdiri dari unsur-unsur SKPD yang terbagi dalam 
kelompok kerja sesuai bidangnya. 
(2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : 
a. Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Usaha ; dan 
b. Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Non Usaha 
(3) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan 
huruf b terbagi dalam Sub Bidang Urusan Wajib dan Sub Bidang 
Urusan Pilihan. 
(4) Sub Bidang Urusan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
meliputi sektor: 
a. Pendidikan, Pemuda dan Olahraga ; 
 
b. Kesehatan ; 
c. Lingkungan Hidup ; 
d. Perumahan, dan penataan ruang ; 
e. Tenaga Kerja ; 
f. Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika ; 
g. Pemerintahan Umum dan administrasi keuangan daerah ; dan 
h. Sosial dan Kebudayaan. 
(5) Sub Bidang Urusan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
meliputi sektor : 
a. Kelautan dan Perikanan ; 
b. Pertanian ; 
c. Kehutanan ;  
d. Energi dan Sumber Daya Mineral ; 
e. Pariwisata ; dan 
f. Perdagangan dan Perindustrian. 
Pasal 27 
(1) Tim Teknis diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dan berada di 
bawah dan bertanggungjawab secara teknis kepada Kepala Badan 
melalui Kepala Bidang terkait dan bertanggungjawab secara 
administrasi kepada Kepala SKPD. 
(2) Tim teknis yang ditugaskan pada Badan merupakan staf potensial 
yang memiliki kompetensi di sektornya.  
(3) Jumlah Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 
banyak 3 (tiga) orang setiap sektor. 
(4) Jumlah Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dikecualikan bagi sektor lingkungan hidup, sektor pemerintahan 
umum dan administrasi keuangan daerah, dan sektor energi dan 
sumber daya mineral.  
(5) Jumlah Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling 
banyak 7 (tujuh) orang setiap sektor. 
(6) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bertugas di 
Badan, sehari-hari, atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sesuai 
dengan kebutuhan. 
(7) Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan 
mempertimbangkan jumlah permohonan perizinan usaha dan 
perizinan non usaha.  
Pasal 28 
(1) Tim teknis memiliki kewenangan untuk memberikan saran 
pertimbangan kepada Kepala SKPD dan Kepala Badan dalam rangka 
memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu 
permohonan perizinan. 
(2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Tim teknis mempunyai tugas yang akan diatur lebih lanjut 
dengan Keputusan Bupati. 
 
Bagian Kesembilan 
Kelompok Jabatan Fungsional 
Pasal 29 
(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga fungsional dalam 
jenjang fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan 
bidang keahliannya. 
(2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) di atas, dipimpin oleh 
seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati. 
(3) Jumlah  dan jenis jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) 





(1) Kepala Badan adalah jabatan Eselon II.b 
(2) Kepala Bagian Tata Usaha adalah Jabatan Eselon III.a 
(3) Kepala Bidang adalah jabatan Eselon III.b 







(1) Penghubung merupakan staf Badan yang memiliki kompetensi dan 
kewenangan. 
(2) Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh 
Bupati dengan mempertimbangkan persyaratan sebagai berikut : 
a. Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah daerah ; 
b. Pendidikan minimal sarjana (S1) dan mempunyai keahlian 
khusus di bidang ekonomi ; 
c. Memiliki pengalaman kerja pada unit kerja terkait di bidang 
ekonomi ; 
d. Menguasai proses perizinan dan nonperizinan di bidang 
Penanaman modal daerah; dan 
e. Menguasai bahasa asing khususnya bahasa inggris secara aktif. 
(3) Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bertugas di 
kantor perwakilan daerah di Jakarta, sehari-hari, atau sewaktu-
waktu apabila diperlukan sesuai dengan kebutuhan. 
(4) Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan 
memperhatikan potensi dan realisasi investasi daerah. 
 
Pasal 32 
Tugas dan Fungsi Penghubung antara lain : 
a. membantu pengurusan perizinan dan nonperizinan di bidang 
Penanaman Modal yang menjadi kewenangan pemerintah daerah ; 
b. membantu memfasilitasi penyelesaian berbagai permasalahan 
perizinan dan nonperizinan di bidang Penanaman modal; dan 
c. memberikan berbagai informasi daerah antara lain peluang usaha, 
jenis-jenis perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal 
daerah, ketersediaan infrastruktur dan tenaga kerja, dan mitra 
usaha lokal. 
BAB VII 
PENDELEGASIAN KEWENANGAN  
Pasal 33 
(1) Kepala Badan mempunyai kewenangan menandatangani perizinan 
usaha dan perizinan non usaha atas nama Bupati berdasarkan 
pendelegasian kewenangan dari Bupati. 
(2) Dalam hal Kepala Badan berhalangan, yang bersangkutan dapat 
mengusulkan kepada Bupati untuk menunjuk pejabat yang diberi 
wewenang untuk menandatangani perizinan usaha dan perizinan 
non usaha. 
(3) Dalam hal Kepala Badan berhalangan tetap, penandatanganan 
perizinan usaha dan perizinan non usaha dilakukan oleh pejabat 
yang ditunjuk oleh Bupati. 
(4) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), 
dan ayat (3) dilakukan dengan berpedoman pada tata naskah dinas 
di lingkungan Pemerintah daerah. 
(5) Penunjukan pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani 
perizinan usaha dan perizinan non usaha sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 
 
Pasal 34 
(1) Jenis perizinan usaha yang menjadi kewenangan Badan 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (1)meliputi : 
a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ; 
b. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ; 
c. Tanda Daftar Gudang (TDG) ; 
d. Tanda Daftar Industri (TDI) ; 
e. Izin Usaha Industri (IUI) ; 
f. Izin Usaha Toko (IUT) Modern ; 
g. Izin Usaha Pertambangan (IUP) ; 
h. Izin Pertambangan Rakyat (IPR) ; 
i. Surat Izin Lokasi Pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar 
Untuk Umum (SPBU) ; 
j. Izin Trayek/Kartu Pengawasan ; 
k. Izin Usaha Budidaya Tanaman Pangan (IUTP) ; 
l. Tanda Daftar Usaha Budidaya Tanaman Pangan (TDU-TP) ; 
m. Izin Usaha Penggilingan Padi,Huller dan Penyosongan Beras ; 
n. Izin Usaha Obat Hewan ; 
o. Izin Usaha Budidaya Peternakan ; 
p. Izin Usaha Rumah Potong Hewan (RPH) ; 
q. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP); 
r. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI); 
s. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI); 
t. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Pembudidayaan Ikan; 
u. Izin Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; 
v. Izin Penyelenggaraan Pusat Kebugaran Jasmani; 
w. Izin Usaha Pariwisata; 
x. Izin Usaha Rumah Makan; 
y. Izin Usaha Katering; 
z. Izin Industri Rumah Tangga Pangan; 
aa. Izin Usaha Restoran; 
bb. Izin Usaha Hotel; 
cc. Izin Usaha Penginapan/Villa; 
dd. Izin Usaha Wisma; 
ee. Izin Usaha Kafetaria; 
ff. Izin Usaha Salon Kecantikan; 
gg. Izin Usaha Perdagangan Umum; 
hh. Izin Usaha Percetakan dan Sablon; 
ii. Izin Apotik; 
jj. Izin Toko Obat; 
kk. Izin Penyelenggaraan Optikal; 
ll. Izin Klinik; 
mm. Surat Izin Terdaftar Depot Air Minum; 
nn. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) pada Hutan 
Produksi; 
oo. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) pada Hutan 
Produksi; 
pp. Izin Pemanfaatan Kayu (IPK); 
qq. Izin Gangguan/Izin Tempat Usaha; dan 
rr. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Nasional. 
(2) Jenis perizinan non usaha yang menjadi kewenangan Badan 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (1) meliputi : 
a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 
b. Izin Pemanfaatan Ruang (IPR); 
c. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA); 
d. Surat Izin Kerja (SIK) Apoteker; 
e. Surat Izin Kerja (SIK) Tenaga Teknis Kefarmasian; 
f. Surat Izin Kerja Perawat; 
g. Surat Izin Kerja Perawat Gigi; 
h. Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR); 
i. Surat Izin Refraksionis Optisien (SIRO); 
j. Surat Izin Praktik (SIP) Dokter; 
k. Surat Izin Praktik (SIP) Dokter Gigi; 
l. Surat Izin Praktik (SIP) Dokter Spesialis; 
m. Surat Izin Praktik Perawat (SIPP); 
n. Surat Izin Kerja Bidan (SIKB); 
o. Surat Izin Praktik Bidan (SIPB); 
p. Surat Izin Praktik Fisoterafis (SIPF); 
q. Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT); 
r. Surat Izin Pengobat Tradisional (SIPT); 
s. Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal; 
t. Izin Penggunaan Pelataran/Jalan; 
u. Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Radio; 
v. Izin Lokasi Pembangunan Studio dan Stasiun Pemancar 
Radio/TV; 
w. Rekomendasi Pendirian Menara Telekomunikasi; 
x. Izin Pertunjukan dan Keramaian Umum; 
y. Izin Reklame; 
z. Izin Penyimpanan sementara limbah B3; 
aa. Rekomendasi UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup 
dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup); 
bb. Persetujuan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan 
Pemantauan Lingkungan (SPPL); 
cc. Rekomendasi Izin Pendirian Kantor Cabang Pelaksana 
Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS); 
dd. Rekomendasi Paspor TKI; 
ee. Izin Pengumpulan Uang atau Barang; dan 
ff. Rekomendasi Izin Undian. 
(3) Jenis perizinan yang belum diatur sebagaimana dimaksud pada ayat 




(1) Kewenangan penandatanganan perizinan usaha sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 33 ayat (1) dikecualikan pada jenis perizinan 
usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (1) huruf ii, huruf 
jj, huruf kk, dan huruf ll, berpedoman pada Ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan yang berlaku. 
(2) Kewenangan penandatanganan perizinan non usaha sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 33 ayat (1) dikecualikan pada jenis perizinan 
non usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (2) huruf c, 
huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, 
huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, dan huruf r, 
berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang 
berlaku. 
Pasal 36 
(1) Dalam pelaksanaan PTSP-PM, Bupati memberikan pendelegasian 
kewenangan pemberian perizinan dan nonperizinan atas urusan 
pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi 
kewenangan Pemerintah daerah kepada Kepala Badan. 
(2) Urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi 
kewenangan Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), meliputi : 
a. Urusan pemerintah daerah di bidang penanaman modal yang 
ruang lingkupnya berada dalam  satu daerah dan urusan lainnya 
yang berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai 
pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan daerah Provinsi, dan Pemerintahan daerah 
Kabupaten/Kota menjadi kewenangan pemerintah 
Kabupaten/Kota; 
b. Urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi 
kewenangan Pemerintah yang diberikan penugasan kepada 




(1) Jenis- jenis perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal 
yang menjadi urusan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud 
pada Pasal 36 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati 
tersendiri. 
(2) Penerbitan perizinan dan nonperizinan sebagaimana pada ayat (1) 
dilaksanakan oleh Badan. 
(3) Penerbitan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) menggunakan Pedoman Tata Cara Permohonan Penanaman 
Modal sesuai dengan petunjuk teknis untuk setiap jenis perizinan 




TATA KERJA  
Pasal 38 
Kepala Badan, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub 
Bagian, Kepala Sub Bidang, Tim Teknis dan Kelompok Jabatan 
Fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-
prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal 
maupun horizontal dalam lingkup masing-masing maupun antar unit 
kerja Badan. 
Pasal 39 
Setiap pimpinan unit kerja di Lingkup Badan mempunyai kewajiban : 
a. mengutamakan koordinasi pada setiap kegiatan; 
b. memberikan bimbingan dan arahan kepada bawahan untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas; 
c. mentaati kebijakan yang telah digariskan organisasi; 
d. mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan serta 
menyampaikan laporan kegiatan secara berkala tepat waktu atau 
sewaktu-waktu apabila diperlukan; 
e. menyampaikan tembusan laporan kepada unit kerja lain yang secara 
fungsional mempunyai hubungan kerja; dan 
f. mengolah dan mempergunakan laporan yang diterima dari bawahan 
untuk dipergunakan sebagai penyusunan laporan lebih lanjut kepada 








(1) Pegawai yang ditugaskan pada Badan diutamakan yang mempunyai 
kompetensi dibidangnya. 
(2) Pegawai yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diberikan tunjangan khusus atau tunjangan tambahan penghasilan 
atau insentif  sesuai kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati tersendiri. 
(3) Pegawai yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menggunakan pakaian atau seragam khusus yang ditetapkan 
dengan Keputusan Bupati. 
(4) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai dan pejabat struktural 
di lingkungan Badan dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang 
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 
 
BAB X 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 
Pasal 42 
(1) SKPD berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melakukan 
pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pelayanan perizinan 
dan penanaman modal di daerah. 
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 
penyusunan kebijakan daerah, penempatan Tim Teknis pada 
Badan, monitoring pelaksanaan pelayanan perizinan, konsultasi, 
dan bimbingan kebijakan sektoral kepada Badan. 
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 
pengawasan pelayanan perizinan, pengawasan pelaksanaan 
kegiatan perizinan melalui peninjauan atau inspeksi ke lapangan, 
dan evaluasi hasil pengawasan. 
(4) Hasil pembinaan dan pengawasan yang dilakukan SKPD wajib 




 Pasal 43 
(1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka ketentuan lain yang 
mengatur tentang pelayanan perizinan usaha dan perizinan non 
usaha oleh SKPD yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut 
dan dinyatakan tidak berlaku lagi. 
(2) Penyelesaian administrasi dan dokumentasi penerbitan izin yang 





Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar 
setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten 
Pinrang. 
Ditetapkan di Pinrang pada 




           
ASLAM PATONANGI 
 
Diundangkan di Pinrang 
pada Tanggal      
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG, 
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BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2012 NOMOR 
